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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERADAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts-468 /Diskopdagin/2022

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023

KEPALA KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 360
Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana
Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pangandaran Tahun 2023;

b. bahwa Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 disusun
berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2023, Perubahan Renstra
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang
berasal dari masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b
tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pangandaran tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran
Tahun 2023.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
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Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1306);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan
Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat
Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 215);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
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dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2023;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 87);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252)
sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor &8 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 Nomor 79);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2016 Nomor 15);
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Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun
2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun
2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021
Nomor 4);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 48);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 55).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut

Diskopdagin adalah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Pangandaran yang merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan koperasi dan UKM, perdagangan dan

perindustrian di Kabupaten Pangandaran.

Kepala Diskopdagin adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Diskopdagin.

. Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut Perubahan
Renstra Disdagkop UMKM adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

4. Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 yang
selanjutnya disebut Renja Diskopdagin adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi
UKM Perdagangan dan Perindustrian untuk periode satu (1) tahun, yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

w

BAB II
SISTEMATIKA RENJA
Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan sistematika
sebagai berikut :

I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program Dan Kegiatan

IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

V. Penutup

Lampiran

BAB III
ISI DAN URAIAN RENJA
Pasal 3

Isi beserta uraian Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Surat Keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Renja Diskopdagin Tahun 2023 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA) Diskopdagin Tahun 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Diskopdagin ini sepanjang
mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Diskopdagin.



Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 27 Juli 2022

KEPALA KOPERASI UKM
(GANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NIP. 19680728 199303 1 008

Tembusan yth.:
1. Bupati Pangandaran
2. Wakil Bupati Pangandaran
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
4. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis Dinas Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pangandaran 2021-2026 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan
dan program bagi pembangunan koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian
selama periode 2021-2026 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas

Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan
lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal
yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan
dan koperasi UMKM. Rencana Kerja (Renja) ini memuat tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama
kurun waktu satu tahun (tahun 2023). Demikian pula indikator pencapaian
kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian
akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian pada

akhir tahun anggaran 2023.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi
pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sektor perdagangan

dan koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 27 Juli 2022

AN PAN PERINDUSTRIAN
NWPANGANDARAN

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian i
Kabupaten Pangandaran



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan bagian integral dari sistem perencanaan yang
dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam melaksanakan
tugas dan fungsi dalam rangka pendukung pencapaian tujuan pemerintah.
Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan
penganggaran daerah yang disusun melalui metode secara teknokratik,
partisipatif, politik, top down dan bottom up sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memerlukan komitmen dan konsistensi dari
berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid, konprehensif dan terintegrasi
dari berbagai lini dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu
mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan
pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Sistem
perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:
politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas
(bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar
dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara
berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus

perencanaan yang utuh dan berkelanjutan yakni:

1) penyusunan rencana;
2) penetapan rencana;
3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan

4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap

tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 1
Kabupaten Pangandaran



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD),

yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan
akuntabel, diperlukan komitmen bersama untuk meraih Tujuan dan Sasaran
yang telah ditetapkan, berdasarkan serapan aspirasi masyarakat bawah melalui
mekanisme Musrenbang/des/Kel, Musrenbang Kecamatan. Hasil/Usulan
Musrenbang tersebut ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah untuk dipadukan
dan diformulasikan dengan usulan Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam

Forum Musrenbang Kabupaten (Musrenbang RKPD).

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja Perangkat Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada perubahan RKPD
(Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Kepala Perangkat Daerah juga
bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana

pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM
Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 ini didasarkan pada peraturan

perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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7.

10.

11.

12

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6042);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program
Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan
Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran

Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9
Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah
mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

Nomor 4);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun
2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2022 Nomor 48);

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 7
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44, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2022 Nomor 55).

45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten

Pangandaran Tahun 2021 Nomor 83).

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Koperasi UKM

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran adalah:

e Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Koperasi UKM Perdagangan
dan Perindustrian dengan menggunakan pendekatan kinerja yang
diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur,
penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan

informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

e Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan
penyampaian laporan kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan

Perindustrian atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur;

e Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

e Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Tahun 2023 merupakan langkah adaptasi program dan kegiatan
prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Perdagangan
dan Perindustrian untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Koperasi UKM
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran antara lain adalah
e Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang
berorientasi pada pelayanan publik secara terukur;
e Menjamin konsistensi perencanaan teknis Dinas Koperasi UKM
Perdagangan dan Perindustrian dengan arahan strategis visi dan misi
pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam

RPIJMD Kabupaten Pangandaran;

e Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 8
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terukur, baik dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Koperasi UKM

Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan maupun sebagai

bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Tahun 2023 ini disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1
1.1
1.2
1.3

1.4
BAB 1II
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
BAB III
3.1
3.2
3.3
BAB IV
BAB V

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1.3.2 Tujuan

Sitematika Penulisan

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
PENUTUP

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 9
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HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Laporan hasil kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan
Perindustrian Tahun 2021 diambil dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan
Perindustrian (Diskopdagin) yang merupakan implementasi dari Peraturan
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Hasil kinerja program / kegiatan Rencana Kerja Tahun 2020 telah
memenuhi target. Walaupun ada beberapa program / kegiatan yang kurang
dari target, namun secara keseluruhan kinerja yang dicapai adalah baik. Berikut

ini disajikan Tabel evaluasi pelaksanaan Renja 2020:

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 10
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Tabel 2.1 T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi UKM Peradagangan dan Perindustrian

Realisasi Target dan Re

Capaian Target Renstra
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja (2020) Target Perangkat Da_erah s/d

Hasil program tahun berjalan
Target Kinerja Program .ED] Realisasi
Capaian Program Realisasi kegiatan Capaian
(Renstra dan UEIEE Renja (Renja Program
Perangkat Daerah) Kelu_aran Renja Tingkat Perangkat dan

Tahun 2016-2021 | Kegiatan | Perangkat Realisasi | Daerah Kegiatan
I::a:rah tahun s/d tahun

UL berjalan

Perkiraan Realisasi

Urusan/Bidang Urusan Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program
Program/Kegiatan Program/Kegiatan/Sub (outcomes)/Kegiatan (output)
(Permendagri 13) Kegiatan (Permendagri 90

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(€D

<2 ! _________2 ! 3 |/ 4 | 5 | 6 | 7 | 8=/6 [ 9o | 10=(5+7+9) | _11-(10/3) |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1. Persentase sarana

PEMERINTAHAN DAERAH prasarana kantor yang 100 % 0 0 0 0 100 100 100
KABUPATEN/ KOTA terpenuhi
2. Persentase laporan Py
keuangan dengan kualitas baik 100 %o 0 0 0 0 100 100 100
3. Persentase peningkatan o
Kkompetensi aparatur 100 %0 0 0 0 0 100 100 100
4. Persentase perencanaan
dan evaluasi kinerja yang 100 % 0 0 0 0 100 100 100
berkualitas
Per an, 1. Per per
dan luasi Kinerja Per k kinerja yang disusun tepat 100 % 0 0 0 0 100 100 100
Daerah waktu
2. Persentase dokumen
penganggaran kinerja yang 100 % 0 0 0 0 100 100 100
disusun tepat waktu
3. Persentase dokumen
evaluasi kinerja yang disusun 100 % 0 0 0 0 100 100 100
tepat waktu
Penyusunan Perencanaan Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan
dan Kegiatan SKPD Perangkat Daerah perangkat daerah yang tersusun 2 Dokumen 0 0 0 0 2 2 100
Revisi Renstra SKPD 0 0 0 0 0 0
o Jumlah Koordinasi dan Kegiatan
Il;gtl)(adr:"n::IRdKT_gEg\éusunan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan 0 0 0 0 0 0
yang dilaksanakan Dokumen
o Jumlah Koordinasi dan Kegiatan
gzzadr:wn::lPi?Sb:igﬁu;llaa—nSKPD Penyusunan Dokumen Perubahan dan 0 0 0 0 0 0
RKA-SKPD yang dilaksanakan Dokumen
oo _ Jumlah Koordinasi dan Kegiatan
gz&;gﬂmaﬂ dan Penyusunan DPA Penyusunan DPA-SKPD yang dan 0 0 0 0 0 0
dilaksanakan Dokumen
o Jumlah Koordinasi dan Kegiatan
ggﬁ:g;ﬁ: %aplfse}’zggsuna” Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan 0 0 0 0 0 0
yang dilaksanakan Dokumen
Penyusunan Laporan Capaian Koordinasi dan Penyusunan Laporan ‘;l;r:l?j:ulf_loa?,‘ri':a;;ad:réa aian Kegiatan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar enyu Pe paian dan 0 0 0 0 0 0
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Dokumen
Kinerja SKPD yang dilaksanakan
Penyusunan LAKIP Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah evaluasi yang 3 Laporan 0 0 0 0 3 3 100

dilaksanakan dan dilaporkan
Persentase unit kerja yang
menyusun laporan kinerja 100 % 0 0 0 0 100 100 100
keuangan dengan baik

Jumlah ASN yang mendapat

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN fasilitasi penyediaan gaji dan 19 Orang 0 0 0 0 19 19 100
tunjangan
Penyediaan Administrasi Jumlah administrasi Pelaksanaan
Pelaksanaan Tugas ASN Tugas ASN yang disediakan Dokumen 0 0 0 0 0 0
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 9

Kabupaten Pangandaran



Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(Permendagri 13)

Penyelenggaraan Pengelolaan
Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah

Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun

Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran

Penyelenggaraan Pengelolaan
Sistem Informasi Pengelolaan
Barang Daerah

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan (Permendagri 90

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran

Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD

Pengamanan Barang Milik Daerah
SKPD

Koordinasi dan Penilaian Barang
Milik Daerah SKPD

Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik Daerah
pada SKPD

Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD

Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD

Pemanfaatan Barang Milik Daerah
SKPD

Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah

Perencanaan Pengelolaan Retribusi
Daerah

Analisa dan Pengembangan
Retribusi Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Retribusi Daerah

Penyuluhan dan Penyebarluasan
Kebijakan Retribusi Daerah

Pendataan dan Pendaftaran Objek
Retribusi Daerah

Pengolahan Data Retribusi Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Indikator Kin
(outcomes)/Ke

ja Program
tan (output)

Jumlah penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah koordinasi SKPD yang
dilaksanakan

Jumlah koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dilaksanakan
Jumlah bahan pemeriksaan yang
dikelola dan disiapkan

Jumlah laporan keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD yang tersusun

Jumlah laporan dan analaisis
prognosis Realisasi Anggaran yang
disusun

Jumlah barang milik daerah
pada perangkat daerah dalam
kondisi baik

Jumlah Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD yang
disusun

Jumlah Barang Milik Daerah SKPD
yang diamankan

Jumlah koordinasi dan Penilaian
Barang Milik Daerah SKPD yang
dilaksanakan

Jumlah Pembinaan, Pengawasan,
dan Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD yang
dilaksanakan

Jumlah rekonsiliasi dan
penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD yang dilakukan

Jumlah Barang Milik Daerah pada
SKPD yang dikelola

Jumlah Barang Milik Daerah SKPD
yang digunakan

Persentase peningkatan
retribusi yang diterima
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan
Pengelolaan Retribusi Daerah
yang disusun

Jumlah kebijakan yang dianalisa,
dikembangkan dan disusun

Jumlah penyuluhan kebijakan
retribusi daerah yang
dilaksanakan

Jumlah Objek Retribusi Daerah
yang didata

Jumlah data retribusi daerah yang
dikelola

Realisasi
Target
Kinerja

Hasil

Program

dan

LGETED

Kegiatan

s/d
dengan
tahun
2019

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021

Perangkat

asi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2020)

Target
LEE]

DETTED]
tahun
2020

Tingkat
Realisasi

Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah
tahun

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan

Realisasi
Capaian
Program
LEL]
Kegiatan
s/d tahun
berjalan

Tingkat
Capaian
Realisasi

Target
Renstra

| 4 | 5 [ e | 7 | 8=/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |

12 Dokumen 0
Kegiatan
dan 0
Laporan
Kegiatan
12 dar11 dan 0
Laporan
Dokumen
2 Laporan 0
Dokumen 0
100 % 0
2 Dokumen 0
Jenis
dan
Unit/Buah
Kegiatan
t dar{ dan 0
Laporan
Kegiatan
2 dal; dan 0
Laporan
12 Laporan 0
Jenis
7 g;g dan 0
Unit/Buah
Jenis
dan 0
Unit/Buah
100 % 0
Dokumen 0
Kebijakan 0
Kegiatan
dan 0
Laporan
2358 Objek 0
Data 0

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 12
0
0 12dan1
0
0 2
0
0 100
0 2
0
0 ldan1
0 2 dan 2
0 12

0 7 dan 399

0 2358

12

12dan1

100

ldan1

2dan 2

12

7 dan 399

100

2358

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d

Realisasi
Target
Kinerja

asi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2020) Target

Urusan/Bidang Urusan
erintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan
(Permendagri 13)

Penyelenggaraan Pengelolaan
Sistem Informasi Pengelolaan
Pendapatan Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu

Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan (Permendagri 90

Penetapan Wajib Retribusi Daerah

Pelaporan Pengelolaan Retribusi
Daerah

A rasi

Perangkat Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana
Disiplin Pegawai

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya

Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai

Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Pemulangan Pegawai yang
Meninggal dalam Melaksanakan
Tugas

Pemindahan Tugas ASN

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Per

Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)

Jumlah wajib retribusi yang
ditetapkan

Jumlah pengelolaan retribusi yang
di laporkan

Persentase Administrasi umum
Perangkat Daerah yang baik

Jumlah sarana dan Prasarana
Disiplin Pegawai yang ditingkatkan

Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya yang
diadakan

Jumlah data administrasi
kepegawaian yang dikelola
Jumlah koordinasi pelaksanaan
sistem informasi kepegawaian
yang dilaksanakan

Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Pegawai yang Pensiun
yang dipulangkan

Jumlah Pegawai Meninggal dalam
Melaksanakan Tugas yang
dipulangkan

Jumlah ASN yang
dipindahtugaskan

Jumlah pegawai yang
mendapatkan pendidikan dan
pelatihan berdasarkan tugas dan
fungsi

Jumlah sosialisasi yang
dilaksanakan

Jumlah bimbingan teknis yang
dilaksanakan

Cak Ad rasi Umum

Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Perar:gkat Daerah

Jumlah Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang disediakan

Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan Kantor disediakan
Jumlah Peralatan Rumah Tangga
yang disediakan

Jumlah Bahan Logistik Kantor
yang disediakan

Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan yang disediakan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021

2 Objek

12 Laporan

100 %

Jenis
dan
Unit/Buah

44 Set

Dokumen

Kegiatan
dan
Laporan
Kegiatan
dan
Laporan

12 dan
12

2 Orang

Orang

Orang

Orang

Kegiatan
dan
Laporan
Kegiatan
dan
Laporan

100 %

7 Jenis

110 Jenis

20 Jenis

Jenis
dan

Unit/Buah

6 Jenis

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pangandaran

Hasil
Program
dan
LGETED
Kegiatan
s/d
dengan
tahun
2019

0

11

Target
LEE]
Perangkat
DETTED]
tahun
2020

0

0

Tingkat
Realisasi

0

program
dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah
tahun

2

12

100

44

12 dan 12

100

110

20

tahun berjalan

Realisasi
Capaian
Program
LEL]
Kegiatan
s/d tahun
berjalan

2

12

100

44

12 dan 12

100

110

20

Tingkat
Capaian
Realisasi

Target
Renstra

2 ! 3 ! 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9o | 10=(5+7+9) | 11-(10/4) |

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



Urusan/Bidang Urusan
erintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(Permendagri 13)

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan

Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah

Penyediaan Jasa Publikasi

Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Website SKPD

Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional

Pengadaan Mebeleur

Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor

Penyewaan Tanah/Gedung Kantor

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan (Permendagri 90

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan/Material
Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada
SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Pengadaan Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Pengadaan Alat Besar

Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Pengadaan Aset Tak Berwujud

Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)

Jumlah Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
yang disediakan

Jumlah Bahan/Material yang
disediakan

Jumlah kunjungan tamu

Jumlah Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD yang
diselenggarakan

Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD
yang dikelola

Jumlah Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik yang
dilaksanakan

Persentase pengadaan Barang
Milik Daerah yang terealisasi

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang disediakan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
diadakan

Jumlah alat besar diadakan

Jumlah Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor yang diadakan

Jumlah mebel yang diadakan

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang diadakan

Jumlah Aset Tetap Lainnya yang
diadakan

Jumlah Aset Tak Berwujud yang
diadakan

Jumlah Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang diadakan

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang terpenuhi

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang terpenuhi

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021

| 4 | 5 [ e | 7 | 8=/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |

10

20

1000

140
dan
140

100

3 dan
7

5 dan
15

Jenis

Jenis

Orang

Kegiatan
dan
Laporan

Dokumen

Sistem

%

Unit

Unit

Unit

Unit

Jenis

dan
Unit/Buah
Jenis

dan
Unit/Buah

Jenis

dan
Unit/Buah
Jenis

dan
Unit/Buah
Unit

dan

M2

Jenis

dan
Unit/Buah
atau

M2

Jenis

dan
Unit/Buah
atau

M2

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
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Realisasi
Target
Kinerja

Hasil

Program

dan

LGETED

Kegiatan

s/d
dengan
tahun
2019

0

12

Perangkat

asi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2020)

Target
LEE]

DETTED]
tahun
2020

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Tingkat
Realisasi

0

Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah
tahun

10

20

1000

140 dan
140

100

3dan7

5dan 15

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan

Realisasi
Capaian
Program
LEL]
Kegiatan
s/d tahun
berjalan

10

20

1000

140 dan 140

100

3dan7

5dan 15

Tingkat
Capaian
Realisasi

Target
Renstra

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



Urusan/Bidang Urusan
erintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan
(Permendagri 13)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Pengamanan
Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan (Permendagri 90

Penyed Jasa P
Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Perizinan
Alat Besar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Perizinan
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)

Persentase jasa penunjang
urusan pemerintahan yang
disediaka

Jumlah Jasa Surat Menyurat yang
disediakan

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik disediakan

Jumlah Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
disediakan

Jumlah Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang disediakan

Persentase prasarana yang
baik dan layak fungsi

Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang
disediakan

Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
disediakan

Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Perizinan Alat
Besar yang disediakan

Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Perizinan Alat
Angkutan Darat Tak Bermotor
yang disediakan

Jumlah mebel yang dikelola

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang dikelola

Jumlah Aset Tetap Lainnya yang
dikelola

Jumlah Aset Tak Berwujud yang
dikelola

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
direhabilitasi

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang direhabilitasi

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021

100

3200

2 dan
12

12 dan
5 atau
3

100

105

35

%

Buah

Rekening
dan Bulan
Bulan dan
Orang
atau

Unit
Bulan dan
Orang
atau
Layanan

%

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit
Unit

Unit

Jenis
atau
Unit
atau
Buah

Unit dan
M2

Jenis
dan

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pangandaran

Realisasi
Target
Kinerja

Hasil

Program

dan

LGETED

Kegiatan

s/d
dengan
tahun
2019

0

13

Perangkat

asi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2020)

Target
LEE]

DETTED]
tahun
2020

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Tingkat
Realisasi

0

Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah
tahun

100

3200

2 dan 12

12 dan 5
atau 3

100

105

35

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan

Realisasi
Capaian
Program
LEL]
Kegiatan
s/d tahun
berjalan

100

3200

2 dan 12

12 dan 5
atau 3

100

105

35

Tingkat
Capaian
Realisasi

Target
Renstra

%2 ! 2 ! 3 ! 4 | 5 | 6 | 7 | 8=/ | 9o | 10=(5+7+9) | _11=(10/4) |

100

100

100

100

100

100

100



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Target Perangkat Daerah s/d
program tahun berjalan
dan Realisasi
kegiatan Capaian
(Renja Program
Perangkat dan
Daerah Kegiatan
tahun s/d tahun
berjalan

Realisasi
Target
Kinerja

Hasil

Program

dan Target

Keluaran LEE]

Kegiatan Perangkat

s/d DETTED]
dengan tahun
tahun 2020
2019

| s [ e | 7 | 8=(/6) | 9o | 10=(5+7+9) [ 11=(10/4) |

asi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2020)

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan (Permendagri 90

Indikator Kin
(outcomes)/Ke

ja Program
tan (output)

Tingkat
Capaian
Realisasi

Target
Renstra

Program/Kegiatan
(Permendagri 13)

Tingkat
Realisasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

PROGRAM PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Penerbitan Izin Pengelolaan
Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan Izin Usaha
Toko Swalayan

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Perolehan Perizinan Pasar Rakyat,
Pusat Perbelanjaan, dan Toko
Swalayan melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar
Gudang

Penerbitan Surat Tanda
Pendaftaran Waralaba (STPW)
Untuk Penerima Waralaba Dari
Waralaba Dalam Negeri

Fasilitasi Perizinan Surat Tanda
Pendaftaran dan/atau Lanjutan
Waralaba (STPW) Dalam Negeri
Terintegrasi Secara Elektronik

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Perolehan Surat Tanda Pendaftaran
dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)
Dalam Negeri

Penerbitan Surat Tanda
Pendaftaran Waralaba (STPW)
Untuk Penerima Waralaba
Lanjutan Dari Waralaba Luar
Negeri

Sistem Pelayanan Perizinan
Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran
dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)
Terintegrasi Secara Elektronik Luar
Negeri

Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat
Tanda Pendaftaran dan/atau
Lanjutan Waralaba (STPW) Luar
Negeri

Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan Minuman
Beralkohol Golongan B dan C

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
direhabilitasi

Jumlah luasan tanah yang dikelola

Persentase Peningkatan
Perizinan dan Pendaftaran
Perusahaan

Persentase Penerbitan Izin
Pengelolaan Pusat
Perbelanjaan, dan Izin Usaha
Toko Swalayan dalam satu
tahun

Jumlah Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Perolehan Perizinan
Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan,
dan Toko Swalayan melalui
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

Persentase Penerbitan Tanda
Daftar Gudang dalam satu
tahun

Jumlah Fasilitasi Penerbitan Tanda
Daftar Gudang

Persentase Penerbitan Surat
Tanda Pendaftaran Waralaba
(STPW) Untuk Penerima
Waralaba Dari Waralaba
Dalam Negeri dalam satu
tahun

Jumlah Fasilitasi Perizinan Surat
Tanda Pendaftaran dan/atau
Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam
Negeri Terintegrasi Secara
Elektronik

Jumlah Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Perolehan Surat Tanda
Pendaftaran dan/atau Lanjutan
Waralaba (STPW) Dalam Negeri
Persentase Penerbitan Surat
Tanda Pendaftaran Waralaba
(STPW) Untuk Penerima
Waralaba Lanjutan Dari
Waralaba Luar Negeri dalam
satu tahun

Jumlah Sistem Pelayanan
Perizinan Lanjutan Surat Tanda
Pendaftaran dan/atau Lanjutan
Waralaba (STPW) Terintegrasi
Secara Elektronik Luar Negeri
Jumlah Fasilitasi Pemenuhan
Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran
dan/atau Lanjutan Waralaba
(STPW) Luar Negeri
Persentase Penerbitan Surat
Izin Usaha Perdagangan

Unit/Buah
atau

M2

Jenis

dan
Unit/Buah
atau

M2

M2

%

%

Kegiatan

%

Kegiatan

%

Kegiatan

Kegiatan

%

Unit

Kegiatan

%

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
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Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

P A g Perkiraan Realisasi
Realisasi asi Kinerja

Capaian Target Renstra
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja (2020) Target Perangkat Daerah s/d

! program tahun berjalan
Pr';:f:m ) d_ar; I::ealis_asi
egiatan apaian
Ke:’u::-a n -Il;aerr? 'eat g Sl
Kegiatan Peran;kat tinglkat PRI dan
o/d Daerah Realisasi Daerah Kegiatan
tahun s/d tahun
dengan tahun berjalan
tahun 2020 Y
2019

| 4 | 5 [ e | 7 | 8=/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(Permendagri 13)

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan (Permendagri 90

Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)

Tingkat
Capaian
Realisasi

Target
Renstra

Revitalisasi Pasar Tradisional

Sosialisasi Pembangunan Pasar
Pananjung

Pendukung Revitalisasi Pasar
Revitalisasi Pasar
Penyusunan Amdal Pasar
Penyusunan DED Pasar
Penyusunan UKL UPL Pasar

Penyusunan Andal Lalin

Pembangunan Relokasi Sementara

Pedagang Pasar

Untuk Pengecer dan Penjual
Langsung Minum Di Tempat

Fasilitasi Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan Minuman
Beralkohol Golongan B dan C

Pengendalian Fasilitas
Penyimpanan Bahan Berbahaya
dan Pengawasan Distribusi,
dan Pelabel
Bahan Berbahaya Di tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota

Pemeriksanaan Penyimpanan Bahan
berbahaya

Fasilitasi pemenuhan komitmen
pemeriksaan distribusi bahan
berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2

Pengawasan Distribusi, Pengemasan
dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Terhadap Pengguna Akhir Bahan
Berbahaya (PA-B2) Maupun
Produsen B2 (P-B2)

Penerbitan Surat Keterangan
Asal (Bagi Daerah
Kabupaten/Kota yang Telah
Ditetapkan Sebagai Instansi
Penerbit Surat Keterangan Asal)

Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan
Penerbitan SKA

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

dan
Sarana Distribusi Perdagangan

Penyediaan Sarana Distribusi
Perdagangan

B dan C Untuk Pengecer dan
Penjual Langsung Minum Di
Tempat dalam satu tahun
Jumlah Fasilitasi Penerbitan Surat
Izin Usaha Perdagangan Minuman
Beralkohol Golongan B dan C
Persentase Pengendalian
Fasilitas Penyimpanan Bahan
Berbahaya dan Pengawasan
Distribusi, Pengemasan dan
Pelabelan Bahan Berbahaya Di
tingkat Daerah Kabupaten/
Kota dalam satu tahun

Jumlah Pemeriksanaan
Penyimpanan Bahan berbahaya
Jumlah Fasilitasi pemenuhan
komitmen pemeriksaan distribusi
bahan berbahaya Bagi P-B2 dan
PA-B2

Jumlah Pengawasan Distribusi,
Pengemasan dan Pelabelan Bahan
Berbahaya Terhadap Pengguna
Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)
Maupun Produsen B2 (P-B2)
Persentase Penerbitan Surat
Keterangan Asal (Bagi Daerah
Kabupaten/Kota yang Telah
Di I bagai I i

Penerbit Surat Keterangan
Asal) dalam satu tahun
Jumlah Koordinasi dan
Sinkronisasi Layanan Penerbitan
SKA

Persentase sarana distribusi
perd yang dib

dan direvitalisasi

Jumlah sarana distribusi
perd yang dib

atau direvitalisasi

Jumlah sarana distribusi
perdagangan yang disediakan
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan/Revitalisasi Sarana
Distribusi Perdagangan yang
dibuat

Kegiatan

%

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

%

Kegiatan

25 %

2 Unit

2 Unit

Dokumen

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

100

100

100

100



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

P A g Perkiraan Realisasi
Realisasi asi Kinerja

Capaian Target Renstra
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja (2020) Target Perangkat Daerah s/d

program tahun berjalan

dan Realisasi

kegiatan Capaian

(Renja Program

Tingkat Perangkat dan

Realisasi Daerah Kegiatan
tahun s/d tahun

berjalan

Hasil
Program
dan Target
Keluaran LEE]
Kegiatan Perangkat
s/d DETTED]
dengan tahun
tahun 2020
2019

2 ! 3 ! 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9o | 10=(5+7+9) | 11-(10/4) |

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021

Urusan/Bidang Urusan Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra

Program/Kegiatan Program/Kegiatan/Sub (outcomes)/Kegiatan (output)
(Permendagri 13) Kegiatan (Permendagri 90

Pengawasan Pembangunan Relokasi

Sementara Pedagang Pasar 0 0
Review DED Revitalisasi Pasar 0 0
Pendukung Pembangunan Relokasi 0 0
Sementara Pedagang Pasar
Pengaspalan Pasar Parigi 0 0
Revitalisasi Pasar (DAK) 0 0
Pendukung Revitalisasi Pasar 0 0
e Jumlah sarana distribusi
E?:t”r'its;ipsgggolaanana:ara”a perdagangan yang difasilitasi 3 Pasar 0 0 0 0 3 3 100
gang pengelolaan
Terhadap P lol p lola sarana
Sarana Distribusi Perdagangan distribusi perdagangan yang 75 Orang 0 0 0 0 75 75 100
Masyarakat Di Wilayah Kerjanya meningkat kapasitasnya
Pembinaan dan Pengendalian Jumlah pengelola sarana distribusi
Pembinaan Pedagang Pasar Pengelola Sarana Distribusi perdagangan yang dibina dan 75 Orang 0 0 0 0 75 75 100
Perdagangan dikendalikan
Pemberdayaan Pengelola Sarana Jumlah pengelola sarana distribusi
Pendataan Pedagang Pasar Distribusi Perdagangan perdagangan yang diberdayakan 75 Orang 0 0 0 0 75 75 100
Pendataan Fasilitas Pasar 0 0
Pendataan dan Monitoring Toko 0 0
Swalayan
Peningkatan Pemahaman Undang- 0 0
undang Tentang Cukai Ilegal
0 0
PROGRAM STABILISASI HARGA Persentase barang kebutuhan
BARANG KEBUTUHAN POKOK pokok dan barang penting 71,41 % 0 0 0 0 71,41 71,41 100
DAN BARANG PENTING yang harganya stabil
Menjamin Ketersediaan Barang barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Jumlah barang kebutuhan pokok
- e pokok dan barang penting 18 0 0 0 0 18 18 100
Penting di tingkat Daerah yang terjamin ketersediannya dan
Kabupaten/ Kota penting

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi

dan Sinkronisasi Ketersediaan

Barang Kebutuhan Pokok dan 4 Kegiatan 0 0 0 0 4 4 100
Barang Penting di Tingkat Agen

dan Pasar Rakyat

Koordinasi dan Sinkronisasi
Ketersediaan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Koordinasi peningkatan hubungan
kerja dengan lembaga perlindungan
konsumen

Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah pelaksanaan Koordinasi
Peningkatan aksesibilitas Barang dan Sinkronisasi Peningkatan
Kebutuhan Pokok dan Barang Aksesibilitas Barang Kebutuhan 3 Kegiatan 0 0 0 0 3 3 100
Penting di Tingkat Agen dan Pasar Pokok dan Barang Penting di
Rakyat Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Pengendalian Ketersediaan Barang Jumlah pelaksanaan Pengendalian
Kebutuhan Pokok dan Barang Ketersediaan Barang Kebutuhan .
Penting di Tingkat Agen dan Pasar Pokok dan Barang Penting di 4 Kegiatan 0 0 0 0 4 4 100
Rakyat Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Pengendalian Harga, dan Stok Barang K
Barang Kebutuhan Pokok dan Pokok dan Barang Penting o1 Barang 0 0 0 0 21 21 100
Barang Penting Di Tingkat Pasar yang terkendali harga dan Pokok
Kabupaten/Kota stoknya
Peningkatan Pengawasan Peredaran Ee?atnt;uar; Hkarkgad daréStok Barang Jumlah pelaksanaan Pemantauan 5 Kegiat 0 0 0 0 5 5 100
Barang dan Jasa P:n;:nug :gdaoPglak:TJsaat:ng Harga dan Stok Barang Kebutuhan egiatan
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 16
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Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(Permendagri 13)

Operasi Pasar Murah (OPM)

Subsidi Operasi Pasar Murah (OPM)
(Banprov)

Fasilitasi penyelesaian
permasalahan-permasalahan
pengaduan konsumen

Pendataan dan Pemantauan Barang
Bersubsidi (LPG, BBM dan Pupuk)

Pelatihan Pengelolaan Komoditas
Ekspor dan Produk Unggulan (DBH-
CHT)

Pembinaan/Pelatihan Usaha
Pengolahan Bahan Pangan Potensi
Lokal (DBHCHT)

Sosialisasi Undang-Undang
Perlindungan Konsumen
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Kemetrologian

Pendampingan Tera/Tera Ulang
serta pengawasan BDKT

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan (Permendagri 90

Distribusi Barang Dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota

Pemantauan Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting Pada Pasar Rakyat yang
Terintegrasi Dalam Sistem Informasi
Perdagangan

Pelaksanaan Operasi Pasar reguler
dan Pasar Khusus yang Berdampak
Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Pengawasan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas
Dokumen Perizinan

Pengawasan Pengadaan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi

Pengawasan Penyaluran dan
Penggunaan Pupuk dan Pestisida
Bersubsidi

PROGRAM PENGEMBANGAN
EKSPOR

Penyelenggaraan Promosi dan
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor
Unggulan yang Terdapat Pada 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan
Usaha Produk Ekspor Unggulan
Kabupaten/Kota

Pameran Dagang Nasional

Pameran Dagang Lokal

Misi Dagang Bagi Produk Ekspor
Unggulan

Peningkatan Citra Produk Ekspor

Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

PROGRAM STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi Legal
Berupa Tera, Tera Ulang, dan
Pengawasan

Pelaksanaan Metrologi Legal,
Berupa Tera, Tera Ulang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Indikator Kin
(outcomes)/Ke

ja Program
tan (output)

Pokok dan Barang Penting pada
Pelaku Usaha Distribusi Barang

Jumlah pelaksanaan Pemantauan
Harga dan Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting Pada
Pasar Rakyat yang Terintegrasi

Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar
Reguler dan Pasar Khusus yang
Berdampak

Jumlah pupuk dan pestisida
yang diterima oleh masyarakat

Jumlah Dokumen Perizinan yang
diperiksa kelengkapan
legalitasnya

Jumlah pengadaan pupuk dan
pestisida bersubsidi yang diawasi
Jumlah penyaluran dan
penggunaan pupuk dan pestisida
bersubsidi yang diawasi
Persentase peningkatan nilai
ekspor

Jumlah Produk Ekspor
L lan yang ingk
penjualannya

Jumlah Usaha Produk Ekspor
Unggulan yang dibina dan
dikembangkan

Jumlah pameran dagang nasional
yang diselenggarakan dan diikuti
Jumlah pameran dagang lokal
yang diselenggarakan dan diikuti
Jumlah Produk Ekspor Unggulan
yang difasilitasi misi dagang
Jumlah Produk Ekspor yang
ditingkatkan citranya

Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang
dibina

Persentase UTTP yang tertib
ukur

Jumlah UTTP yang ditera, tera
ulang, dan diawasi

Jumlah pelaksanaan Metrologi
Legal berupa, Tera, Tera Ulang

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021

Realisasi
Target
Kinerja

Hasil

Program

dan

LGETED

Kegiatan

s/d
dengan
tahun
2019

Perangkat

asi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2020)

Target
LEE]

DETTED]
tahun
2020

Tingkat
Realisasi

Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah
tahun

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan

Realisasi
Capaian
Program
LEL]
Kegiatan
s/d tahun
berjalan

Tingkat
Capaian
Realisasi

Target
Renstra

| 4 | 5 [ e | 7 | 8=/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |

10

51,28

2000

40

Kegiatan

Kegiatan

Jenis
Pupuk

Dokumen

Jenis
Pupuk

Jenis
Pupuk

%

Produk

Jenis
Usaha

event
event
Produk

Produk
Pelaku
Usaha
%

Unit

Kegiatan

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pangandaran
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

10

51,28

2000

40

10

51,28

2000

40

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



Urusan/Bidang Urusan
erintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan
(Permendagri 13)

Pengadaan Kendaraan
Kemetrologian (DAK)

Pengadaan Kendaraan Pengawasan
Kemetrologian

Pengadaan Peralatan Kemetrologian
(DAK)

Pembangunan Gedung UPT
Kemterologian Daerah

Pengadaan tanah untuk sarana UPT
Kemeterologian Daerah

Pengadaan Alat Ukur Alat Ukur,
Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP) (Banprov)
Penyusunan DED sarana Gedung
Kemetrologian Daerah

Promosi Produk-produk Unggulan

Sosialisasi Standar Mutu Produk
(SNI)

Sosialisasi Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri

Pengawasan Mutu Dagangan
Pedagang Kakilima dan Asongan
Penyusunan Raperda Retribusi
Pedagang Kakilima

Pemindahan PKL Pantai Barat dan
Timur

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan (Permendagri 90

Pengawasan/Penyuluhan Metrologi
Legal

Penyidikan Metrologi Legal

PROGRAM PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PRODUK DALAM
NEGERI

Pelaksanaan Promosi,

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)

Jumlah pelaksanaan
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi
Legal

Jumlah pelaksanaan penyidikan
metrologi legal

Persentase produk lokal yang
meningkat omsetnya

P an dan P an
Penggunaan Produk Dalam
Negeri

Pelaksanaan Promosi Penggunaan
Produk Dalam Negeri Di Tingkat
Kabupaten/Kota

Pemasaran dan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Di Tingkat Kabupaten/Kota

Peningkatan Sistem dan Jaringan
Informasi Perdagangan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN MENENGAH

produk lokal yang
meningkat omsetnya

Jumlah promosi penggunaan
produk lokal yang dilaksanakan

Jumlah Pelaksanaan Pemasaran
dan Promosi Penggunaan Produk
Lokal

Jumlah pengunjung sistem dan
jaringan informasi perdagangan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021

2000

Kegiatan

Kegiatan

%

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Orang

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pangandaran

Realisasi
Target
Kinerja

Hasil

Program

dan

LGETED

Kegiatan

s/d
dengan
tahun
2019

18

Perangkat

asi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2020)

Target
LEE]

DETTED]
tahun
2020

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Tingkat
Realisasi

Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah
tahun

2000

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan

Realisasi
Capaian
Program
LEL]
Kegiatan
s/d tahun
berjalan

0

Tingkat
Capaian
Realisasi

Target
Renstra

%2 ! 2 ! 3 ! 4 | 5 | 6 | 7 | 8=/ | 9o | 10=(5+7+9) | _11-(10/4) |

0

100

100

100

100



Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan
(Permendagri 13)

Pembinaan, Pengawasan, dan
Penghargaan Koperasi Berprestasi

Pembinaan dan Pengawasan

Pengadaan Kendaraan Operasional
Pengawasan dan Pembinaan
Koperasi

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan (Permendagri 90

PROGRAM PELAYANAN IZIN
USAHA SIMPAN PINJAM

Penerbitan Izin Usaha Simpan
Pinjam untuk Koperasi Dengan
Wilayah Keanggotaan Dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha
Simpan Pinjam dan Pembukaan
Kantor Cabang, Cabang Pembantu
dan Kantor Kas Koperasi Simpan
Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Pembukaan
Kantor Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor Kas
Koperasi Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha
Pembukaan Kantor Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor Kas Koperasi
Simpan Pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kotai

PROGRAM PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI
Pemeriksaan dan Pengawasan
Koperasi, Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,
Kemandirian, Ketangguhan, serta
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi
terhadap Peraturan Perundang-
Undangan Kewenangan Kabupaten /
Kota

PROGRAM PENILAIAN
KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Penilaian Kesehatan Koperasi
Simpan Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaanya dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan
KSP/USP Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Indikator Kin
(outcomes)/Ke

ja Program
tan (output)

Persentase Peningkatan Izin
Usaha Simpan Pinjam
Persentase Penerbitan Izin
Usaha Simpan Pinjam untuk
Koperasi Dengan Wilayah
Keanggotaan Dalam Daerah
Kabupaten/Kota yang
terlayani

Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin
Usaha Simpan Pinjam dan
Pembukaan Kantor Cabang,
Cabang Pembantu dan Kantor Kas
Koperasi Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase Penerbitan Izin
Pembukaan Kantor Cabang,
Cabang Pembantu dan Kantor
Kas Koperasi Simpan Pinjam
untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota yang
Terlayani

Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin
Usaha Pembukaan Kantor Cabang,
Cabang Pembantu dan Kantor Kas
Koperasi Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase Koperasi yang
patuh

Jumlah koperasi yang patuh
terhadap peraturan
perundang-undangan

Jumlah koperasi yang diawasi

Jumlah koperasi yang diperiksa

Persentase Koperasi sehat dan
cukup sehat

Jumlah Koperasi yang sehat
dan cukup sehat

Jumlah koperasi yang dinilai
kesehatannya

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

48,61

35

72

72

3,03

33

Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021

%

%

Kegiatan

%

Kegiatan

%

Koperasi

Koperasi
Aktif

Koperasi
Aktif

%

Koperasi

Koperasi

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pangandaran

Realisasi
Target
Kinerja

Hasil

Program

dan

LGETED

Kegiatan

s/d
dengan
tahun
2019

0

19

asi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2020)

Target
LEE]
Perangkat
DETTED]
tahun
2020

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Tingkat
Realisasi

0

Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah
tahun

48,61

35

72

72

3,03

33

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan

Realisasi
Capaian
Program
LEL]
Kegiatan
s/d tahun
berjalan

0

48,61

35

72

72

3,03

33

Tingkat
Capaian
Realisasi

Target
Renstra

%2 ! 2 ! 3 ! 4 | 5 | 6 | 7 | 8=/ | 9o | 10=(5+7+9) | _11-(10/4) |

0

100

100

100

100

100

100

100
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Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Target Perangkat Daerah s/d
program tahun berjalan
dan Realisasi
kegiatan Capaian
(Renja Program
Perangkat dan
Daerah Kegiatan
tahun s/d tahun
berjalan

Realisasi
Target
Kinerja

Hasil

Program

dan Target

Keluaran LEE]

Kegiatan Perangkat

s/d DETTED]
dengan tahun
tahun 2020
2019

3 ! 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | o | 10=(5+7+9) | _11=(10/4) ]

asi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2020)

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(Permendagri 13)

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan (Permendagri 90

Indikator Kin
(outcomes)/Ke

ja Program
tan (output)

Tingkat
Capaian
Realisasi

Target
Renstra

Tingkat
Realisasi

Penghargaan Kesehatan KSP/USP

Pembinaan, Pengawasan, dan
Penghargaan Koperasi Berprestasi

Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENDIDIKAN DAN

Jumlah koperasi yang
mendapatkan penghargaan

Persentase Peningkatan SDM

1

Koperasi

0

0 0

0

1 1

100

Pengelola Koperasi 7,78 % 0 0 0 0 7,78 7,78 100
LATIHAN PERKOPERASIAN bersertifikat
Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian Bagi Koperasi
yang Wilayah Keanggotaan

Jumlah SDM pengelola Pengelol
koperasi yang meningkat 25 a 0 0 0 0 25 25 100

dalam Daerah Kabupaten/ Kota kapasitasnya Koperasi
Peningkatan Pemahaman dan "
" : . Jumlah SDM pengelola koperasi
Pelatihan manajemen pengelolaan Pengetahuan Perkoperasian Serta e e Pengelola
Koperasi/KUD Kapasitas dan Kompetensi SDM yarg_glfasmta& pendidikan dan 30 Koperasi 0 0 0 0 30 30 100
Koperasi pelatihan
Sosialisasi Prinsip-prinsip 0 o

Pemahaman Perkoperasian

Penyelenggaraan Pelatihan
Manajemen Administrasi Keuangan 0 0
KSP / USP Koperasi

Peningkatan SDM pengelola

koperasi dan anggotanya 0 0
Pemberdayaan dan peningkatan
peran Dekopinda Kabupaten 0 0
Pangandaran
Pelatihan dan Uji Kompetensi
" 0 0
Pengelolaan Koperasi
Petugas Penyuluh Koperasi 0 0
Lapangan
Dana Peningkatan Kapasitas 0 0
Koperasi dan UMKM (DAK)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Persentase Pertumbuhan
PERLINDUNGAN KOPERASI Volume Usaha 23,61 % 0 0 0 0 23,61 23,61 100
Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi yang Jumlah koperasi yang -
Keanggotaannya dalam Daerah ingk Y 17 Koperasi 0 0 0 0 7 7 100
Kabupaten/ Kota
Pemberdayaan Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah, Akses
Penyelenggaraan Pelatihan Pasar, Akses Pembiayaan, .
Manajemen kelembagaan Koperasi Penguatan Kelembagaan, Penataan ;?g;l,—zha k:lf:r:adSIazad?I?ndun i 72 Koperasi 0 0 0 0 72 72 100
Pondok Pesantren Manajemen, Standarisasi, dan 4 9
Restrukturisasi Usaha Koperasi
Kewenangan Kabupaten
Peningkatan dan Pengembangan 0 0
Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
Penyelenggaraan pelatihan
manajemen keuangan KSP/USP 0 0
Koperasi
Pembangunan Kantor Dekopinda 0 0
Kabupaten Pangandaran (Banprov)
Desa Koperasi (Banprov) 0 0
PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH, USAHA Persentase pertumbuhan o
KECIL, DAN USAHA MIKRO wirausaha baru 0.1 o 0 0 0 0 01 01 100
(UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro
yang Dilakukan Melalui Jumlah wirausaha baru 1000 =~ Wirausa 0 0 0 0 1000 1000 100
Pendataan, Kemitraan, ha baru
Kemudahan Perijinan,
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 20
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P A g Perkiraan Realisasi
Realisasi asi Kinerja

Capaian Target Renstra
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Kinerja (2020) Target Perangkat Daerah s/d

program tahun berjalan
dan Realisasi
kegiatan Capaian
(Renja Program
Tingkat Perangkat dan
Realisasi Daerah Kegiatan
tahun s/d tahun
berjalan

Hasil
Program
dan Target
Keluaran LEE]
Kegiatan Perangkat
s/d DETTED]
dengan tahun
tahun 2020
2019

3 ! 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | o | 10=(5+7+9) | _11=(10/4) ]

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021

Urusan/Bidang Urusan Urusan/Bidang Urusan
erintahan Daerah Dan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra

Program/Kegiatan Program/Kegiatan/Sub (outcomes)/Kegiatan (output)
(Permendagri 13) Kegiatan (Permendagri 90

Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan

. . . . . Pelaku
Validasi dan Pemutakhiran Data Pendataan Potensi dan Jumlah usaha mikro yang potensi
UMKM Pengembangan Usaha Mikro dan pengembangannya 45000 UNsliakfl\g 0 0 0 0 45000 45000 100
Penyelenggaran Pelatihan 0 0
Kewirausahaan
Pendataan dan Penyusunan Profil 0 0
UMKM
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Jumlah usaha mikro yang Pelaku
Usaha Mikro difasilitasi kemitraan 120 Uslaha 0 0 0 0 120 120 100
Mikro
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Jumlah usaha mikro yang Pelaku
Usaha Mikro difasilitasi kemudahan perizinan 120 Ul\jiil:z 0 0 0 0 120 120 100
Pemberdayaan Kelembagaan Jumlah usaha mikro yang Pelaku
Potensi dan Pengembangan Usaha diberdayakan kelembagaan 30 Usaha 0 0 0 0 30 30 100
Mikro potensi dan pengembangannya Mikro
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pelaku
Para Pemangku Kepentingan dalam dengan pemangku kepetingan 30 Usaha 0 0 0 0 30 30 100
Pemberdayaan Usaha Mikro dalam pemberdayaan usaha mikro Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase usaha mikro yang Py
UMKM meningkat omsetnya 0,05 %o 0 0 0 0 0,05 0,05 100
Pengembangan Usaha Mikro -
dengan Orientasi Peningkatan i':':nn;::\ u:i:‘:nri':k;:tyang 5 Pelaku 0 0 0 0 5 5 100
Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Y 9
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Jumlah usaha mikro yang
. Usaha kecil dalam Pengembangan difasilitasi pengembangan
:‘Z’;ﬁepnr‘;’j‘:‘f;" Sarana Promosi Produksi dan Pengolahan, Produksi dan Pengolahan, 30 Pelaku 0 0 0 0 30 30 100
Pemasaran, SDM, serta Desain dan Pemasaran, SDM, serta Desain
Teknologi dan Teknologi
Sosialisasi HAKI Kepada Usaha 0 0
Mikro Kecil Menengah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0 0
Sosialisasi HAKI Kepada Usaha 0 0
Mikro Kecil Menengah
Bintek Usaha Kecil Menengah 0 0
Monitoring dan Evaluasi 0 0
Pengembangan Usaha Kecil 0 0
Menengah
Pengembangan Sarana Pemasaran 0 0
Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Pembangunan Pusat Layanan Usaha 0 0
Terpadu
Fasilitasi Promosi dan Pameran bagi 0 0
UMKM
Sertifikasi SHAT 0 0
Pelatihan Berbasis Kompetensi 0 0
Fasilitas Pameran Tingkat Lokal 0 0
(DBHCHT)
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 21
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Urusan/Bidang Urusan Urusan/Bidang Urusan
erintahan Daerah Dan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Program/Kegiatan/Sub

(Permendagri 13) Kegiatan (Permendagri 90

2 2 |
Fasilitasi Promosi dan Pameran bagi
UMKM

Kendaraan Promosi

Sumber: Hasil Analisis 2022

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Realisasi et dan Realisasi Kinerja fereirasnjRealisas.
eagsas) 5 J Capaian Target Renstra
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu
- " Target Perangkat Daerah s/d
Kinerja (2020) >
Hasil program tahun berjalan
Target Kinerja P asi .ED] Realisasi
A q s Capaian Program rzgram kegiatan Capaian -
(ofl"‘:g:::;z; /K}z::g:al:‘rt(ag‘::;t) (Renstes Keluaanra n 1:;3 'eat (Reni Rrogram ;:r;nzli(::
Perangkat Daerah) q J Tingkat Perangkat dan pa A
Kegiatan Perangkat h A Realisasi
Tahun 2016-2021 Realisasi Daerah Kegiatan
s/d DETIED] Target
(%) tahun s/d tahun
dengan tahun berialan Renstra
tahun 2020 d (%)
2019
3 | 34 | 5 |6 | 7 | 8=(7/6) | o | 10=(5+7+9) [ 11=(10/4) |
0 0
0 0
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Pengukuran realisasi kinerja tahun tahun 2021 dilakukan dengan
membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja.
Indikator kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pangandaran adalah Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi
UMKM, Persentase Koperasi Aktif, Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM,
Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB. Pengukuran
dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui system
pengumpulan data kinerja dari tiap-tiap bidang di Dinas Koperasi UKM
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran sedangkan dokumen-

dokumen yang menjadi sumber data sebagai berikut:
a) Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.

Nilai AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian diperoleh
dari hasil evaluasi LAKIP Nilai AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan
dan Perindustrian oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran tahun

sebelumnya.
b) Persentase Koperasi Aktif

Sumber untuk data ini dapat dilihat pada http://nik.depkop.go.id/

dengan syarat melakukan RAT. Dalam website resmi dari Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini terlihat jumlah koperasi dan

jumlah koperasi aktif.
c) Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM

Untuk mengetahui Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM dilakukan
pendataan. Pendataan ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan dalam
periode bulam Maret sampai dengan September 2018, dengan
penambahan data usaha mikro yang diajukan selama tahun 2019 ke
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian melalui Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan

Perdagangan.
d) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB.

Data ini bias dilihat pada Kabupaten Dalam Angka yang dikeluarkan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS)

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 23
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Tabel 2.2
Perbandingan Antara
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

o o | e e

__-I_

Meningkatnya

Nilai AKIP Dinas

Akuntabilitas Perdagangan
Kinerja Dinas  dan Koperasi = 85,00% 88,19% 103,75%
Perdagangan dan UMKM
Koperasi UMKM
2. Meningkatnya laju Persentase
pertumpuhan Koperasi Aktif 34,48% 89,02% 258,19%
ekonomi sektor
koperasi
3.  Meningkatnya laju Persentase
pertumbuhan Usaha Mikro o o o
ekonomi sektor terhadap UMKM 27,00%  96,02%  98,99%
mikro
4. | Meningkatnya laju Persentase
pertumbuhan sektor pertumbuhan
perdagangan yang sektor 6,98% -3,58% | -51,29%
berkualitas perdagangan
dalam PDRB
Sumber: LKjIP, Disdagkop 2022
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00% ~
-20,00% ) ) ) )
Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
Akuntabilitas laju pertumbuhan laju pertumbuhan laju pertumbuhan
Kinerja Dinas ekonomi sektor ekonomi sektor sektor
Perdagangan dan koperasi mikro perdagangan
Koperasi UMKM yang berkualitas
m Target 85,00% 34,48% 97,00% 6,98%
m Realisasi 88,19% 89,02% 96,02% -3,58%
Gambar 2.1
Perbandingan Antara
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 24

Kabupaten Pangandaran



g Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Penjelasan
1) Nilai AKIP Perdagangan dan Koperasi UMKM.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 1 RPJM Kabupaten
Pangandaran tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi,
maka Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian menetapkan
tujuan sebagai berikut: Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan
indikator tujuan Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam
dalam sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM
Perdagangan dan Perindustrian dengan indicator sasaran Nilai AKIP

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.

Nilai AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian pada
tahun 2019 ditargetkan 85 dan realisasinya 88,19. Nilai 88,19 ini
dicapai untuk penilaian LKjIP periode tahun 2019.

Dalam Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Pangandaran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan

Perindustrian pada tahun 2019 memiliki nilai 88,19.

Berdasarkan kriteria  yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3

Nilai Akuntabilitas Kinerja

e

1 >90-100 Sangat Memuaskan
2 A >80-90 Memuaskan

3 BB >70-80 Sangat Baik

4 B >60-70 Baik

5 CC >50-60 Cukup

6 >30-50 Kurang

7 0-30 Sangat Kurang

maka Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pangandaran pada tahun 2020, berperingkat A dengan predikat

“memuaskan”

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 25
Kabupaten Pangandaran



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kesatu

o e e
5 [ (6

ol > | 3 | (4 |

Meningkatnya Nilai AKIP Dinas
Akuntabilitas Perdagangan
Kinerja Dinas | dan Koperasi = 85,00% 88,19% @ 103,75%

Perdagangan dan UMKM
Koperasi UMKM
Sumber: LKjIP, Disdagkop 2021

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Akuntabilitas
Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, diperoleh kesimpulan
bahwa capaian kinerja sasaran kesatu adalah sangat baik, dengan
rata-rata presentase capaian sasaran sebesar 103,75 % (sangat
berhasil).

2) Persentase Koperasi Aktif

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 12 RPJM Kabupaten
Pangandaran tahun 2016-2021 yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan berkelanjutan, maka Dinas Koperasi UKM Perdagangan
dan Perindustrian menetapkan tujuan sebagai berikut: Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi sektor koperasi yang berkualitas yang dijabarkan
dalam dalam sasaran Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor
koperasi dengan indicator sasaran Persentase Koperasi Aktif.

Persentase Koperasi Aktif dapat dihitung menggunakan formula:

Prosentase K | Akeif = Lwmiah Koperast Aktiy - o,
rosentase Koperasi if = Seluruh Koperasi X ’

Sebagaimana diketahui pada tahun 2020

Jumlah Koperasi = 82 Koperasi

Jumlah Koperasi Aktif 73 koperasi

73
Prosentase Koperasi Aktif = a2~ 100%

Prosentase Koperasi Aktif = 89.02%

Persentase Koperasi Aktif adalah 89,02% dari 34,48% yang ditargetkan atau
mencapai 258.19%.

Data Koperasi Aktif dapat dilihat di http://nik.depkop.go.id/
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Tabel 2.5
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kedua

0,
Capaian
ol 2 3 |l @ [ e [ 6 |

1. | Meningkatnya laju Persentase
pertumbuhan Koperasi Aktif
ekonomi sektor
koperasi

Sumber: LKjIP, Disdagkop 2021

34,48% 89,02%  258,19%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Meningkatnya
laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi, diperoleh kesimpulan bahwa
capaian kinerja sasaran kesatu adalah sangat baik, dengan rata-rata

presentase capaian sasaran sebesar 258,18 % (sangat berhasil).

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pangandaran dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pangandaran di targetkan untuk mencetak Koperasi Sehat.
Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan
Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/I1V/2016
tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit
Simpan Pinjam Koperasi pada Tahun 2020 hanya 1 (satu) Koperasi yang
memperoleh predikat “Koperasi Sehat” yakni Koperasi Pegawai Republik
Indonesia (KPRI) Megah yang beralamat di JI. Padaherang No. 316/318 Desa
Pedaherang Kecamatan Padaherang. Dari Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi
Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
(KSPPS)/Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) dan Unit Usaha Simpan Pinjam
Pembiayaan Syariah (USPPS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Nomor
800/339/Disdagkop Tanggal 11 November 2020 bahwa berdasarkan penilaian
terhadap 7 (tujuh) aspek mulai dari permodalan, kualitas aktiva produktif,
manajemen, efisiensi, likuiditas , kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri

Koperasi terhadap KPRI megah diperoleh skor 81,80 dengan predikat “sehat”.
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Tabel 2.6
Hasil Pengukuran Kesehatan Koperasi
NO ASPEK PENILAIAN RASIO/NILAI[ SKOR _[Jumlah Kategori
A |PERMODALAN:
1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 37,84%: 300
2 Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko 369,46% 6,00 12,00 SEHAT
3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri Terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 45,00%: 3,00
B |KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF:
1 Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota terhadap total/volume pinjaman diberikan 100,47% 10,00
2 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan 1,00%! 400 2400 SEHAT
3 Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah 1143,65% 5,00
4 Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan 15,37%! 500
C [MANAJAMEN:
1 Manajemen Umum 250 250
2 Manajemen Kelembagaan 150 150
3 Manajemen Permodalan 3,00 3,00 ug SEHAT
4 Manajemen Aktiva 180 180
5 Manajemen Likuiditas 300 300
D |EFISIENSI
1 Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto 81,40%: 4,00 800 SEHAT
2 Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor 76,98%: 2,00 '
3 Rasio Efisiensi Pelayanan 0,00% 2,00
E [LIKUIDITAS
1 Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar 0,77% 250 7550 DALAM PENGAWASAN
2 Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima 80,14% 500
F |[KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN
1 Rasio Rentabilitas Aset 554% 150
2 Rasio Rentabilitas Modal Sendiri 9,66% 300 850 SEHAT
3 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan 122,85% 4,00
G |JATIDIRI KOPERASI SEHAT
1 Rasio Partisipasi Bruto 100,00% 700 10,00
2 Rasio Promosi Ekonomi Anggota 17,31% 3,00
TOTAL SKOR PENILAIAN KESEHATAN 81,80
KATEGORI PENILAIAN KESEHATAN SEHAT

3) Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 12 RPJM Kabupaten
Pangandaran tahun 2016-2021 yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan berkelanjutan, maka Dinas Koperasi UKM Perdagangan
dan Perindustrian menetapkan tujuan sebagai berikut: Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro yang berkualitas yang dijabarkan
dalam dalam sasaran Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sector mikro

dengan indicator sasaran Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM.

Untuk memperoleh Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM menggunakan

formula

Jumlah Usaha Mikro

x 1009
Seluruh UMKM /o

Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM =

Dari hasil pendataan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu
Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran tahun 2018

diperoleh data sebagai berikut:
Jumlah Usaha Mikro :10.371 unit
Jumlah UKMK :10.882 Unit

Pada tahun 2019 ada penambahan Usaha Mikro yang diperoleh dari Izin
Usaha Mikro Kecil yaitu sebanyak 537 Usaha Mikro, sehingga pada tahun
2019 terdapat 10.908 unit Usaha Mikro. Sedangkan Usaha kecil menjadi 492
unit, sehingga jumlah UMKM menjadi 11.360 unit. Sehinga untuk tahun 2019
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di peroleh data sebagai berikut:

Jumlah Usaha Mikro :10.908 unit

Jumlah UMKM :11.360 unit

Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM

Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM

10.908

11.360

96,00%

—— x 100%

Untuk tahun 2021 tidak ada pendataan UMKM sehingga masih menggunakan

data tahun 2019

Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM mencapai 96,00% dari yang
ditargetkan 97,00% atau capaian 98,99%.

Berikut hasil pedataan jumlah Usaha Mikro dan
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi

Kabupaten Pangandaran tahun 2018.
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LANGKAPLANCAR

KALIPUCANG

UMKM
UMKM

PADAHERANG

CIJULANG

Dinas Penanaman

dan Perdagangan

MANGUNJAYA

SIDAMULIH

CIMERAK

PERSENTASE

LAKI-LAKT
PEREMPUAN
USAHA MIKRO
PV 0O USAHA KECIL
ST UMKM USAHA MENENGAH
TOTAL
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERDAGANGAN DAN
e 10 3 53 20 2 19 10 1 9 3| 130 1%
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 T 0%
INDUSTRI PENGOLAHAN 71 | 146 | 369 | 440 | 196 | eso | 148 | 325 | 126 | 120 | %9 24%
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA o o > o o o o o o o 5 0%
PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR
ULANG, PEMBUANGAN DAN PEMBERSTHAN LIMBAH DAN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0%
SAMPAH
KONSTRUKST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN
PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR BESAR DAN 195 623
ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA 2w || s 2 = = N 2 [ B 272 = 2 9 o
MOTOR
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0%
NS (59N | PENYEDIAAN AKOMODAST DAN PENYEDIAAN MAKAN = o — v o s ey e —~ 177 p—
SI BAKU MINUM G
WYY AT | KOMUNIKAST 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0%
USAHA JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
JeIN= 8 REAL ESTAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
A JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0%
JASA PERSEWAAN, KETENAGAKERJAAN, AGEN
PERJALANAN DAN PEUNJANG USAHA LAINNYA 3 3 o 9 & 2 g 3 o g 8 02
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN
JAMINAN SOSIAL WAJIB © © © © 0 © 0 © © 0 0 0%
JASA PENDIDIKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 %
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 0 2 0 0 0 0 0 0 %
KEBUDAYAAN, HIBURAN DAN REKREASI 0 0 1 0 0 0 0 1 %
KEGIATAN JASA LAINNYA 3 2 2 Iy 3 o 8 T6 5 %
JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA;
KEGIATAN YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH
RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN SENDIRI MEMENUHI © © @ @ 0 @ 0 @ @ 0 0 0%
KEBUTUHAN SENDIRT
KEGIATAN BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKTRA
INTERNASIONAL LAINNYA © © © © 0 © 0 © © 0 0 0%
262 14 70 17 81 79 42 11 108 100
N 2 72 5 32 3 4 B 05 82 %
sb 230 | 357 | 197 | s22 | 372 | 10| 348 | ast | 204 | sso | %7 59%
sMp 75 | 182 | 35 | a7 | 172 | 410 | 1ss | 1os | 118 | 260 | P 229%
SMA 62 | 221 | 284 | 169 | 136 | 200 | 211 97 8 | 196 | 168 15%
PENL”\I‘DIK D3 1 7 5 14 B [5 %
b4 2 0 0 4 0 %
s1 7 1 2 26 10 2 2 20 | 17 %
52 2 0 T 3 1 7 %
LAINNYA 5 38 15 21 9 7 16 12 22 221 %
3 262 147 173 110 108
TOTAL 384 821 2 7 708 3 ez 794 42 . 9% 100%
BELUM KAWIN 4 5 16 14 10 17 9 4 37 18 134 1%
KAWIN 3s0 | 742 | 23| '3 | ees | 6L | 740 | 7a3 | 376 | 00 | 00 94%
WG Il CERAT HIDUP 10 21 29 36 B 27 14 11 7 30 103 2%
CERAIL MATI 20 53 48 26 21 71 a1 36 5 45 | 370 3%
262 147 173 110 108
TOTAL 384 821 7 2 705 2 813 794 429 0 77 100%

Sumber: LKjIP, Disdagkop 2021
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Tabel 2.7
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Ketiga

o smman | snahear | v o ¢

o > | 3 | @4 | (5 | (6 |

1.  Meningkatnya Ilaju Persentase

pertumbuhan Usaha Mikro o o o
ekonomi sektor terhadap UMKM 27,00% 26,02%  98,99%
mikro

Sumber: LKjIP, Disdagkop 2022

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Meningkatnya
laju pertumbuhan ekonomi sektor mikro, diperoleh kesimpulan bahwa
capaian kinerja sasaran kesatu adalah sangat baik, dengan rata-rata

presentase capaian sasaran sebesar 98,99 % (sangat berhasil).

4) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 12 RPIJM Kabupaten
Pangandaran tahun 2016-2021 vyaitu Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, maka Dinas Koperasi UKM
Perdagangan dan Perindustrian menetapkan tujuan sebagai berikut:
Terwujudnya Perdagangan Yang Berdaya Saing yang dijabarkan dalam
dalam sasaran Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang
berkualitas dengan indicator sasaran Persentase pertumbuhan sektor
perdagangan dalam PDRB.

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB dapat di hitung

meggunakan formula:

p . umbih it d _ Nilai PBRD sektor Perdagangan tahun n — Nilai PBRD sektor Perdagangan tahunn — 1 100%
Tosentase pertumuhan sektor peraagangan = Nilai PBRD sektor Perdagangan tahunn — 1 X °

Untuk capaian Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

yang ditagetkan 6,78% dengan realisasi -3,58% atau capaian -50,29%.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Keempat

Wo| e | indorar | Tarer | mestast| ¢,
9 Capaian

o | 3 | D | 5 | (6
1. Meningkatnya laju Persentase
pertumbuhan sektor pertumbuhan

perdagangan yang sektor 6,98% -3,58%  -50,29%
berkualitas perdagangan
dalam PDRB

Sumber: LKjIP, Disdagkop 2022

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Meningkatnya
laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas, diperoleh

kesimpulan bahwa capaian kinerja sasaran keempat adalah minus,
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dengan rata-rata presentase capaian sasaran sebesar -50,29 % (kurang
baik).

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian
indikator kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tahun
2019, diperoleh informasi bahwa capaian kinerja Dinas Koperasi UKM
Perdagangan dan Perindustrian tahun 2019 berhasil mencapai target yang
telah ditetapkan, bahkan beberapa indicator kinerja capaiannya melebihi target

yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan dan
penurunan kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Pangandaran adalah:
1) Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.

Nilai AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian pada tahun
2020 ditargetkan A dan realisasinya A. Faktor-faktor yang menyebabkan
keberhasilan atau peningkatan Nilai AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan

dan Perindustrian adalah:

a. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan
dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.

b. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara
penghitungannya.

c. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

A. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

a. Masih adanya indikator kinerja yang tidak mencapai target, namun

III

masih dalam rentang "“sangat berhasil”, yaitu indeks kepuasan

masyarakat terhadap layanan Bappeda

B. Upaya perbaikan

a. Pengukuran kinerja menggunakan aplikasi
b. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, dan
semesteran)

2) Persentase Koperasi Aktif
A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan
a. Adanya kegiatan pembinaan, pengawasan terhadap koperasi
b. Meningkatnya kemampuan SDM Koperasi
c. Sosialisasi pemahaman perkoperasian

B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran
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Ada dua cara untuk meningkatkan Persentase koperasi aktif yaitu dengan
cara menambah koperasi yang aktif atau dengan cara membubarkan

koperasi yang tidak aktif.
Upaya perbaikan

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pematauan kepada koperasi

yang tidak aktif

3) Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM

A.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan

a. Adanya pendataan usaha mikro kecil dan menengah

b. Peningkatan pemahaman untuk mengembangkan wirausaha baru
Catatan penting dalam pencapaian sasaran

Dengan adanya pencetakan wirausaha baru diharapkan pertumbuhan

usaha mikro akan menjadi cepat.
Upaya perbaikan

Pembinaan UMKM dan mencetak wirausaha baru

4) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

A.

B.

C.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan
a. Mengadakan operasi pasar

b. Pemantauan kegiatan perdagangan

Catatan penting dalam pencapaian sasaran

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB dihitung oleh
Badan Pusat Statistik

Upaya perbaikan

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian

suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Dinas Koperasi UKM

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran.

Indikator Kineija Utama merupakan pedoman, untuk:

1) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);

2) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan;

3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kineija;
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4) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah;
5) Evaluasi Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah;

6) Pemantauan dan Pengendalian Kineija Pelaksanaan Program dan Kegiatan
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Tabel 2.9 T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
Kabupaten Pangandaran

SPM/ . . . .
standar Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
nas:on LELLUT] LELLUT] Tahun Tahun Tahun LELLUT] LT LELLUT] AIELE
a 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2022
@4 /6 ' ® | @ ' | (9 | (@0 | (1) | (12) |

Persentase
1 koperasi aktif 50% 32,69 33,65 34,48 36,95 33,96% 89,02% 90,00% 90,50%

Persentase Usaha
2 Mikro
dan Kecil

Ekspor Bersih
Perdagangan**

Sumber: Hasil Analisis, 2022

700 100 125 130 135 4.574 4.750 5.000 5.250
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Sebagaimana telah disampaikan dalam kinerja pelayanan Dinas
Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran di
dalam menjalankan urusan pemerintahan telah mengacu pada aturan yang
berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas mempunyai fungsi
sebagai berikut:
1) perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas selama ini secara
umum Dinas Perdagangan dan Kopearsi UMKM telah melaksanakan tugasnya
dengan baik dengan memanfaatkan SDM, sarana dan prasarana yang ada,
tetapi bukan berarti dalam pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan suatu
kendala atau hambatan, ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :
1. Permasalahan di Bidang Koperasi
- Kesadaran anggota dalam berkoperasi masih perlu ditingkatkan
- Sumber Daya Manusia pengelola koperasi masih perlu ditingkatkan
- Jiwa Kewirausahaan para pengelola usaha kecil dan menengah relatif
masih kurang
- Kurangnya media pemasaran produk UMKM
2. Permasalahan di Bidang Perdagangan
- Dampak Globalisasai membawa dampak dan pengaruh yang cukup
signifikan terhadap perkembangan dan persaingan di sektor perdagangan
dalam negeri
- Pengawasan dan pemantauan yang lebih baik terhadap barang-barang
yang beredar di pasaran masih perlu ditingkatkan agar
masyarakat/konsumen mendapat perlindungan
3. Permasalahan di Bidang Pasar
- Masih banyaknya pasar Desa yang belum di revitalisasi

- Pengelolaan pendapatan dari retribusi kioa belum optimal

Kendala seperti terungkap diatas diupayakan dengan mengoptimalkan

sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki agar tercapai
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tujuan, sasaran dan Program yang telah disepakati bersama. Untuk lebih
meningkatkan program-program pembangunan khususnya di bidang Koperasi,
Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan perlu adanya peningkatan sarana,
prasarana dan Sumber Daya manusia yang memadai sehingga terjadi

pertumbuhan perekonomian yang signifikan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pangandaran sebagai organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran dan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pangandaran serta Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata
Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM. Dalam Dokumen Rencana Kerja
memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja
sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok
dan fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM. Di samping itu dokumen
rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta
kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja
ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan
perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam
proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan
kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal,
eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang

dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
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Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pangandaran tahun 2022, merupakan rencana pembangunan
tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tahun 2022 seperti yang
tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Perdagangan dan Koperasi UMKM
Kabupaten Pangandaran tahun 2016 - 2021.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan
program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun
2022, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD
tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan
karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan -
peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dalam
mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun rancangan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas
Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tahun
2022 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya

pembangunan di daerah adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.10 T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2023
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Program/Kegiatan/Sib Kegiatan

DINAS PERDAGANGAN DAN
KOPERASI UMKM

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERDAGANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA

Per an, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

m Indikator Kinerja

Diskop
dagin

Diskop
dagin

Diskop
dagin

Diskop
dagin

Diskop
dagin

Diskop
dagin

Diskop
dagin

Diskop
dagin
Diskop
dagin
Diskop
dagin

Diskop
dagin

Diskop
dagin

Diskop
dagin

RANCANGAN AWAL RKPD

1. Persentase sarana prasarana
kantor yang terpenuhi

2. laporan

dengan kualitas baik

3. Persentase peningkatan
kompetensi aparatur

4. Persentase perencanaan dan
evaluasi kinerja yang berkualitas

1. Persentase perencanaan kinerja
yang disusun tepat waktu

2. Persentase dokumen
penganggaran kinerja yang
disusun tepat waktu

3. "
kinerja yang disusun tepat waktu
Jumlah dokumen perencanaan
perangkat daerah yang tersusun
Jumlah Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD yang
dilaksanakan

Jumlah Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang
dilaksanakan

Jumlah Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD yang dilaksanakan

Jumlah Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD yang
dilaksanakan

Jumlah Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD yang
dilaksanakan

Jumlah evaluasi yang dilaksanakan dan
dilaporkan

Persentase unit kerja yang
menyusun laporan kinerja
keuangan dengan baik

Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi
penyediaan gaji dan tunjangan

Jumlah penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah koordinasi SKPD yang
dilaksanakan

Jumlah koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
dilaksanakan

Jumlah bahan pemeriksaan yang
dikelola dan disiapkan

Jumlah laporan keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
yang tersusun

100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

2 Dokumen

5 Kegiatan
dan 1
Dokumen

5 Kegiatan
dan 1
Dokumen
5 Kegiatan
dan 1
Dokumen
5 Kegiatan
dan 1
Dokumen

15 Kegiatan
dan 3
Dokumen

3 Laporan

100%

19 Orang

12 Dokumen

12 Kegiatan
dan 12
Laporan

12 Kegiatan
dan 1
Laporan

3 Dokumen

2 Laporan

79.372.994.200

76.192.994.200

4.362.994.200

109.000.000

85.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

10.000.000

6.000.000

2.694.288.000

2.603.088.000

31.000.000

5.000.000

50.000.000

2.000.000

1.200.000

DINAS PERDAGANGAN DAN
KOPERASI UMKM

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERDAGANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA

Per an, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan DPA-
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
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Diskopdagin

Diskopdagin

Diskopdagin

Diskopdagin

Diskopdagin

Diskopdagin

Diskopdagin

Diskopdagin

Diskopdagin

Diskopdagin

Diskopdagin

Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sib Kegiatan Indikator Kinerja

1. Persentase sarana prasarana
kantor yang terpenuhi

2. Per laporan

dengan kualitas baik

3. Persentase peningkatan
kompetensi aparatur

4. Persentase perencanaan dan
evaluasi kinerja yang berkualitas

1. Persentase perencanaan
kinerja yang disusun tepat waktu

2. Persentase dokumen
penganggaran kinerja yang
disusun tepat waktu

3. Per

kinerja yang disusun tepat wakt:
Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Persentase unit kerja yang menyusun
laporan kinerja keuangan dengan
baik

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan

100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

3 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

3 Laporan

3 Laporan

100 %

19 Orang/Bulan

12 Dokumen

1 Laporan

2 Laporan

Target Capaian Pagu Indikatif

95.276.620.732

92.052.512.122

4.312.304.142

53.899.600

30.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

5.000.000

6.000.000

2.726.255.839

2.688.598.439

25.240.400

10.227.000

2.190.000
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RANCANGAN AWAL RKPD

ANALISIS HASIL KEBUTUHAN

Program/Kegiatan/Sib Kegiatan m Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sib Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Penyusunan Pelaporan dan Analisis

Diskop

Jumlah laporan dan analaisis prognosis

Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Prognosis Realisasi Anggaran dagin Realisasi Anggaran yang disusun 2 Dokumen 2.000.000
L " . Jumlah barang milik daerah pada L " . -
Administrasi Barang Milik Daerah an o, Administrasi Barang Milik Daerah Presentase barang milik daerah pada o
pada Perangkat Daerah ::;’:ngkat daerah dalam kondisi 100% 38.100.000 pada Perangkat Daerah perangkat daerah dalam kondisi baik 100 % 30.618.400
- Jumlah Perencanaan Kebutuhan
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Diskop - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan . " Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
Barang Milik Daerah SKPD dagin Sii[lasr:JQank Daerah SKPD yang 2 Dokumen 2.000.000 Barang Milik Daerah SKPD Diskopdagin Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 2.200.000
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Diskop Jumiah koordinasi dan Penilaian 1 Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik 13\22222 ﬁﬁsﬁgeﬂaaslijzina:‘sair
: Barang Milik Daerah SKPD yang dan 1 1.000.000 Diskopdagin . o o 1 Laporan 1.100.000
Daerah SKPD dagin dilaksanakan Laporan Daerah SKPD Koordinasi Penilaian Barang Milik
P Daerah SKPD
Pembinaan, Pengawasan, dan Diskol Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan 2 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik Daerah da inp Pengendalian Barang Milik Daerah pada dan 2 1.700.000 Pengendalian Barang Milik Daerah Diskopdagin
pada SKPD 9 SKPD yang dilaksanakan Laporan pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Diskop i:?;?:;g;?_:zg'a;;liiagal::xups:;:n 12 Laporan 2.400.000 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Diskopdagin
Barang Milik Daerah pada SKPD dagin SKPD yang dilakukan . . Barang Milik Daerah pada SKPD
7 Jenis
Penatausahaan Barang Milik Daerah Diskop Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah " " Jumlah Laporan Penatausahaan
pada SKPD dagin | yang dikelola 399 31.000.000 |45 skPD Diskopdagin | g5 rang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 27.318.400
Unit/Buah
Administrasi Pendapatan Daerah Persentase peningkatan retribusi o Administrasi Pendapatan Daerah Persentase peningkatan retribusi o
Kewenangan Perangkat Daerah yang diterima Perangkat Daerah 100% 238.000.000 Kewenangan Perangkat Daerah yang diterima Perangkat Daerah 100 % 138.504.800
Pendataan dan Pendaftaran Objek Diskop Jumlah Objek Retribusi Daerah yang : Pendataan dan Pendaftaran Objek . "
Retribusi Daerah dagin didata 2,358 Objek 35.000.000 Retribusi Daerah Diskopdagin 30.000.000
Penetapan Wajib Retribusi Daerah gésgfgp Jumlah waijib retribusi yang ditetapkan 2 Objek 175.000.000 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah Diskopdagin | 1umiah Dokumen Ketetapan Retribusi 1 Dokumen 113.046.400
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Diskop Jumlah pengelolaan retribusi yang di Pelaporan Pengelolaan Retribusi . " Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi
Daerah dagin japorkan 12 Laporan 28.000.000 Daerah Diskopdagin Daerah 12 Dokumen 25.458.400
Administrasi Kepegawaian Persentase Administrasi umum Administrasi Kepegawaian Persentase Administrasi kepegawaian
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang baik 100% 59.210.000 Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang baik 100 % 60.147.317
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Diskop Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Pengadaan Pakaian Dinas Beserta " " Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapannya dagin Kelengkapannya yang diadakan 44 Set 31.460.000 Atribut Kelengkapannya Diskopdagin Atribut Kelengkapan 1 Paket 31.232.917
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Diskop Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem 12 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Informasi Kepegawaian dagin Er;;:;?‘se;éipegawalan yang Ldaapr:)rlazn 25.000.000 Informasi Kepegawaian Diskopdagin Ezgezisvl;si::aaan Sistem Informasi 12 Dokumen 28.914.400
. N Diskop Jumlah Pegawai yang Pensiun yang
Pemulangan Pegawai yang Pensiun dagin dipulangkan 2 Orang 2.750.000
Administrasi Umum Perangkat Cakupan Administrasi Umum o Administrasi Umum Perangkat Cakupan Administrasi Umum o
Daerah Perangkat Daerah 100% 442.745.000 Daerah Perangkat Daerah 100 % 481.299.051
s " . Jumlah Komponen Instalasi - " Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Diskop - . Penyediaan Komponen Instalasi . . P
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dagin Llstrlk/Pengrangan Bangunan Kantor 7 Jenis 1.422.000 Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Diskopdagin Llstrlk/l?ene_rangan Bangunan Kantor 1 Paket 1.561.967
yang disediakan yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Diskop Jumlah Peralatan dan Perlengkapan . Penyediaan Peralatan dan . . Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor dagin Kantor disediakan 110 Jenis 65.962.000 Perlengkapan Kantor Diskopdagin Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 72.557.821
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga D'SKOP Jl.”"la.h Peralatan Rumah Tangga yang 20 Jenis 16.500.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Diskopdagin Jumiah Paket Pgral_atan Rumah 1 Paket 17.802.479
dagin disediakan Tangga yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Diskop Jumlah Barang Cetakan dan . Penyediaan Barang Cetakan dan " . Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan dagin Penggandaan yang disediakan 6 Jenis 47.875.000 Penggandaan Diskopdagin Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 52.662.170
. " : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Diskop Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan . Penyediaan Bahan Bacaan dan . . s
Peraturan Perundang-undangan dagin Perundang-undangan yang disediakan 10 Jenis 12.408.000 Peraturan Perundang-undangan Diskopdagin PD?;':;?;'EgnPerundang Undangan yang 120 Dokumen 13.464.000
s N Diskop Jumlah Bahan/Material yang . . - . . Jumlah Paket Bahan/Material yang
Penyediaan Bahan/Material dagin disediakan 20 Jenis 8.250.000 Penyediaan Bahan/Material Diskopdagin Disediakan 1 Paket 8.893.314
Fasilitasi Kunjungan Tamu E:;igp Jumlah kunjungan tamu 1000 Orang 11.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Diskopdagin JT‘;EISI" Laporan Fasilitasi Kunjungan 12 Laporan 12.091.000
. . . 140 Kegiatan - Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Penyelenggara_an Rapat Koordinasi Dlsk_op Jumlah Rz?pat Koordlnas_l dan dan 257.548.000 Penyelenggar;an Rapat Koordinasi Diskopdagin Rapat Koordinasi dan Konsultasi 120 Laporan 260.773.500
dan Konsultasi SKPD dagin Konsultasi SKPD yang diselenggarakan dan Konsultasi SKPD
140 Laporan SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem . . . . Dukungan Pelaksanaan Sistem
h y . Diskop Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis y h y . . . Jumlah Dokumen Penatausahaan
Pemerintahan Berbasis Elektronik dagin Elektronik yang dilaksanakan 1Sistem 21.780.000 Pemerintahan Berbasis Elektronik Diskopdagin Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 20.982.400
pada SKPD pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah -
Penunjang Urusan Pemerintah Pt?r'sentase pengadaan B'arar'ng 100% 447.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Persentase pengadgan ‘Barang Milik 100 % 457.346.800
Milik Daerah yang terealisasi Daerah yang terealisasi
Daerah Daerah
. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Perorangan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Diskop . " Pengadaan Kendaraan Perorangan . . " ! "
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dagin atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 2 Unit 70.000.000 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Diskopdagin Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit 61.200.000

disediakan
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RANCANGAN AWAL RKPD

ANALISIS HASIL KEBUTUHAN

Program/Kegiatan/Sib Kegiatan m Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sib Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Jumlah Unit Kendaraan Dinas

Pengadaan Kendaraan Dinas Diskop Jumlah Kendaraan Dinas Operasional , Pengadaan Kendaraan Dinas . . " "
Operasional atau Lapangan dagin atau Lapangan yang diadakan 2 Unit 70.000.000 Operasional atau Lapangan Diskopdagin g%i';?s::l atau Lapangan yang 2 Unit 66.998.000
Diskop 3 Jenis
Pengadaan Mebel dagin Jumlah mebel yang diadakan dan 25.000.000 Pengadaan Mebel Diskopdagin Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit 25.275.600
9 7 Unit/Buah
" " " " 5 Jenis " " "
Pepgadaan Peralatan dan Mesin Dlskop Jumlahv Peralatan dan Mesin Lainnya dan 150.000.000 Pe_ngadaan Peralatan dan Mesin Diskopdagin Ju_mlah Unit Per_alat;n dan Mesin 12 Unit 163.873.200
Lainnya dagin yang diadakan " Lainnya Lainnya yang Disediakan
15 Unit/Buah
: 2 Unit "
Pengadaan Gedung Kantor atau Diskop Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Pengadaan Gedung Kantor atau . " Jumlah Unit Gedung Kantor atau .
Bangunan Lainnya dagin Lainnya yang diadakan d?/lnz 132.000.000 Bangunan Lainnya Diskopdagin Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 140.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase jasa penunjang urusan o, Penyediaan Jasa Penunjang Persentase jasa penunjang urusan o
Urusan Pemerintahan Daerah pemeri yang di: i 100% 176.244.200 Urusan Pemerintahan Daerah pemerintahan yang disediakan 100 % 193.631.720
; Diskop Jumlah Jasa Surat Menyurat yang . . . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Surat Menyurat dagin disediakan 3200 Buah 3.751.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Diskopdagin Surat Menyurat 12 Laporan 4.102.000
. P . - . . P Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Diskop Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya 2 Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, . . o :
. o N - o e 60.720.000 " P Diskopdagin Komunikasi, Sumber Daya Air dan 24 Laporan 66.587.520
Daya Air dan Listrik dagin Air dan Listrik disediakan dan 12 Bulan Sumber Daya Air dan Listrik Listrik yang Disediakan
s . 12 Bulan dan . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
E«;:\t/gglaan Jasa Pelayanan Umum dD;SI?gp JL;r:Ia!;\isJeag;:aerI]ayanan Umum Kantor 5 Orang atau 111.773.200 E::Z:S'aan Jasa Pelayanan Umum Diskopdagin Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 122.942.200
9 yang 3 Layanan Disediakan
Pemeliharaan Barang M Daerah . Pemeliharaan Barang Milik .
jang Urusan Pemer Persentase prasarana yang baik 100% 158.407.000 | Daerah Penunjang Urusan hersentase prasarana yang baik dan 100 % 170.600.615
Daerah Y g Pemerintahan Daerah 4 9
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumiah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Diskop Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 1 Unit 45.302.000 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Diskopdagin atau Kendaraan Dinas Jabagtan an 1 Unit 49.825.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan dagin Perorangan Dinas atau Kendaraan . : Perorangan Dinas atau Kendaraan pdag P I nyang : :
N - P - Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang disediakan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya " .
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Diskop Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 8 Unit 89.100.000 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Diskopdagin ;t:g:]laL: ge:d:r:aaa”nD'Siasefi)r?ae::ﬂgzal 7 Unit 98.003.500
Kendaraan Dinas Operasional atau dagin Kendaraan Dinas Operasional atau . . Kendaraan Dinas Operasional atau pdag diba arEangPa'a\L dgn PZrizinann a . "
Lapangan Lapangan yang disediakan Lapangan Yy ] Y
Pemeliharaan Mebel D's@p Jumlah mebel yang dikelola 105 Unit 3.300.000 Pemeliharaan Mebel Diskopdagin JumlahAPer»aIatan dan Mesin Lainnya 10 Unit 16.500.000
dagin yang Dipelihara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Diskop Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya " Pemeliharaan Peralatan dan Mesin . . Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan "
Lainnya dagin yang dikelola 35 Unit 15.000.000 Lainnya Diskopdagin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 6.272.115
Pemellharaan/RehablIlta;l Gedung Dlslfop Ju[nlah Gedung_ Kanto_r_ dap Bangunan 2 Unit dan ... 5.705.000 Pemel|haraan/RehablI|tas_| Gedung Diskopdagin Persentase prasarana yang baik dan 100 % 170.600.615
Kantor dan Bangunan Lainnya dagin Lainnya yang direhabilitasi M2 Kantor dan Bangunan Lainnya layak fungsi
Persentase sarana distribusi PROGRAM PENINGKATAN Persentase sarana distribusi
;?gf.ﬁgﬂ;?gggfgmg:ﬁmm perdagangan yang dibangun dan 25,00% 70.450.000.000 SARANA DISTRIBUSI perdagangan yang dibangun dan 26,92 % 622.998.640
direvitalisasi PERDAGANGAN direvitalisasi
Jumlah sarana distribusi cbril e
dan p . dan Jumlah sarana distribusi perdagangan "
Sarana Distribusi Perdagangan zierl:vai?aal?sgaasri‘ yang dibangun dan 2 Unit 70.350.000.000 Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun atau direvitalisasi 1 Unit 518.789.960
Jumlah sarana distribusi perdagangan 1 Unit
yang disediakan
Penyediaan Sarana Distribusi g::'a Penyediaan Sarana Distribusi Kab. Jumiah Sarana Distribusi
Perdagangan 9 Jumlah Dokumen Perencanaan 70.300.000.000 Perdagangan Pangandaran 1 unit 518.789.960
ndaran D Perdagangan
Pembangunan/Revitalisasi Sarana 3 Dokumen
Distribusi Perdagangan yang dibuat
Fasilitasi Pengelolaan Sarana g::'a Jumlah sarana distribusi perdagangan 3 Pasar 50.000.000 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Kab.
Distribusi Perdagangan nda?an yang difasilitasi pengelolaan : : Distribusi Perdagangan Pangandaran
Pembinaan Terhadap Pengelola Jumlah pengelola sarana distribusi Terhadap Jumlah pengelola sarana distribusi
Sarana Distribusi Perdagangan p yang i 75 Orang 100.000.000 Sarana Distribusi Perdagangan perdagangan yang meningkat 75 Orang 104.208.680
Masyarakat Di Wilayah Kerjanya kapasitasnya Masyarakat Di Wilayah Kerjanya kapasitasnya
Pembinaan dan Pengendalian Kab. Jumlah pengelola sarana distribusi Pembinaan dan Pengendalian Kab Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan
Pengelola Sarana Distribusi Panga perdagangan yang dibina dan 75 Orang 50.000.000 Pengelola Sarana Distribusi Pan.andaran dan Pengendalian kepada Pengelola 1 Dokumen 49.208.800
Perdagangan ndaran dikendalikan Perdagangan 9 Sarana Distribusi Perdagangan
Kab. TR Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan
febeeyeet ergdloSorne | g | Jmeh pngele satere st |75 orng
gang ndaran P 'gangan yang Y 9ang 9 Sarana Distribusi Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA Per barang PROGRAM STABILISASI HARGA Persentase barang kebutuhan pokok
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN pokok dan barang penting yang 71,43% 540.000.000 BARANG KEBUTUHAN POKOK dan barang penting yang harganya 66,67 % 160.799.852
BARANG PENTING harganya stabil DAN BARANG PENTING stabil
Menjamin Ketersediaan Barang Jumlah barang kebutuhan pokok 18 barang Menjamin Ketersediaan Barang Jumlah barang kebutuhan pokok 18 barang
Kebutuhan Pokok dan Barang N e Kebutuhan Pokok dan Barang - L
- e dan barang penting yang terjamin pokok dan 195.000.000 " e dan barang penting yang terjamin pokok dan 195.000.000
Penting di tingkat Daerah Kketersediannya entin Penting di tingkat Daerah ketersediannya entin
Kabupaten/ Kota Yy p 9 Kabupaten/ Kota Yy P 9
Koordinasi dan Sinkronisasi Kab Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Koordinasi dan
Ketersediaan Barang Kebutuhan i Sinkronisasi Ketersediaan Barang : Ketersediaan Barang Kebutuhan Kab. Sinkronisasi Ketersediaan Barang
Pokok dan Barang Penting di Tingkat :(ajg?aan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 4 Kegiatan 65.000.000 Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pangandaran Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 4 Laporan 56.880.752

Agen dan Pasar Rakyat

di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Agen dan Pasar Rakyat
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RANCANGAN AWAL RKPD

ANALISIS HASIL KEBUTUHAN

Program/Kegiatan/Sib Kegiatan m Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sib Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Koordinasi dan sinkronisasi

Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan

: Py Kab. Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas
Peningkatan aksesibilitas Barang .
di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rakyatg 9 9
Pengendalian Ketersediaan Barang Kab. i:ﬂ?slgi?:ﬁsg;a;ng Plfgt?iziaalgagokuk
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Panga dan Barang Penting di Tingkat Agen 4 Kegiatan 65.000.000
di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat ndaran 9 9 9 9
dan Pasar Rakyat
Pengendalian Harga, dan Stok Pengendalian Harga, dan Stok
Barang Kebutuhan Pokok dan z:wl;:r::ra:egnﬁ?‘hut::an Pokok 21 Barang 270.000.000 Barang Kebutuhan Pokok dan ;u;r:lsa:r::ra:eg"fi?‘but::an Pokok 21 Barang 400.000.000
Barang Penting Di Tingkat Pasar terkendaligha a dgrystogkn a Pokok " " Barang Penting Di Tingkat Pasar terkendaligha a dg:stogkn a Pokok : "
Kabupaten/Kota 9 Y Kabupaten/Kota 9 Y
Pemantauan Harga dan Stok Barang Jumlah Laporan Pemantauan Harga
Pemantauan Harga dan Stok Barang Jumlah pelaksanaan Pemantauan
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kab. Harga dan Stok Barang Kebutuhan . Kebgtuhan Pokok dan Barangv . . Kab. dan Stok Barang_ Kebutuhan Pokok
MR Panga f 5 Kegiatan 75.000.000 Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi dan Barang Penting pada Pelaku 4 Laporan 74.988.600
Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang d Pokok dan Barang Penting pada Pelaku B Dal 1 (Sat Pangandaran Usaha Distribusi B dalam 1
Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota ndaran Usaha Distribusi Barang arang Dalam 1 (Satu) saha Distribusi Barang dalam
Kabupaten/Kota (Satu) Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kab Jumlah pelaksanaan Pemantauan
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pan.a Harga dan Stok Barang Kebutuhan 5 Kegiatan 120.000.000
Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi nd. ? n Pokok dan Barang Penting Pada Pasar 9 . 3
Dalam Sistem Informasi Perdagangan ara Rakyat yang Terintegrasi
Pelaksanaan Operasi Pasar reguler Kab. Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Pelaksanaan Operasi Pasar reguler Kab i:\:;al?r;{eLBS\OeI;—aga:e:?akss:rnzﬁ\r}siger::
dan Pasar Khusus yang Berdampak Panga Reguler dan Pasar Khusus yang 1 Kegiatan 75.000.000 dan Pasar Khusus yang Berdampak Panéandaran Berdampgak dalam 1 (Satu) yang 4 Laporan 28.930.500
Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota ndaran Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengawasan Pupuk dan Pestisida N "
M Pl Jumlah pupuk dan pestisida yang 4 Jenis
::rbsu':,b:t'en/:(:t':gkat Daerah diterima oleh masyarakat Pupuk 75.000.000
" " Kab. il
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Jumlah Dokumen Perizinan yang
Dokumen Perizinan zg:?:n diperiksa kelengkapan legalitasnya 5 Dokumen 25.000.000
Kab. -
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Jumlah pengadaan pupuk dan pestisida .
Pestisida Bersubsidi ﬁzg?:n bersubsidi yang diawasi 4 Jenis Pupuk 25.000.000
Pengawasan Penyaluran dan Kab. Jumlah penyaluran dan penggunaan
Penggunaan Pupuk dan Pestisida Panga pupuk dan pestisida bersubsidi yang 4 Jenis Pupuk 25.000.000
Bersubsidi ndaran diawasi
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase peningkatan nilai o PROGRAM PENGEMBANGAN " o o
EKSPOR ekspor 10 % 319.500.000 EKSPOR Persentase peningkatan nilai ekspor 12 % 49.882.000
Penyelenggaraan Promosi dan Penyelenggaraan Promosi dan
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Jumlah Produk Ekspor Unggulan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Jumlah Produk Ekspor Unggulan yang
Unggulan yang Terdapat Pada 1 yang meningkat penjualannya 3 Produk 319.500.000 Unggulan yang Terdapat Pada 1 meningkat penjualannya 3 Produk 49.882.000
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kab.
Jumlah Usaha Produk Ekspor Unggulan .
Produk Ekspor Unggulan Panga o . 3 Jenis Usaha 50.000.000
Kabupaten/Kota ndaran yang dibina dan dikembangkan
Kab. " (P
Pameran Dagang Nasional Panga ‘:j'.“m:ah pamirangagzrl?( naslonal yang 1 event 200.000.000 Pameran Dagang Nasional Eab‘ d éul"nlahPPelaku Uéaha yang Difasilitasi 2 Pellaku Usaha 49.882.000
ndaran iselenggarakan dan diikuti angandaran lalam Pameran Dagang
Pameran Dagang Lokal E:g.a Jumiah pameran dagang lokal yang 1 event 50.000.000
9ang nda?an diselenggarakan dan diikuti . .
. " Kab.
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Jumlah Produk Ekspor Unggulan yang
Unggulan EZZ?:n difasilitasi misi dagang 3 Produk 7.500.000
Peningkatan Citra Produk Ekspor g:r?.a Jumiah Produk Ekspor yang 3 Produk 7.000.000
9 P nda?an ditingkatkan citranya : :
Kab.
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Panga | Jamah Pelaku Usaha Ekspor yang 3 Pelaku 5.000.000
ndaran IDINa saha
PROGRAM STANDARDISASI DAN . PROGRAM STANDARDISASI DAN )
PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase UTTP yang tertib ukur 51,28% 380.500.000 PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase UTTP yang tertib ukur 52,56 % 111.348.440
Pelaksanaan Metrologi Legal " Pelaksanaan Metrologi Legal ’
Berupa Tera, Tera Ulang, dan illl:xlahdl:l'l;rzay"‘a':gidltera, tera 2000 Unit 380.500.000 Berupa Tera, Tera Ulang, dan é\;:\l:igx;'sl;P yang ditera, tera ulang, 2100 Unit 111.348.440
Pengawasan 9, Pengawasan
n Kab. n . Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Jumlah pelaksanaan Metrologi Legal . Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Kab. - ¥ ’ .
Tera, Tera Ulang :zgg:n berupa, Tera, Tera Ulang 40 Kegiatan 280.500.000 Tera, Tera Ulang Pangandaran 'I;\i;r;l::nugl,agsn Alat Perlengkapan 2100 Unit 111.348.440
" Kab. Jumlah pelaksanaan :
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Panga Pengawasan/Penyuluhan Metrologi 5 Kegiatan 50.000.000 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Kab. Persentase UTTP yang tertib ukur 52,56 % 111.348.440
Legal ndaran Legal Legal Pangandaran
Kab. Jumlah pelaksanaan penyidikan
Penyidikan Metrologi Legal Panga metrologi legal 3 Kegiatan 50.000.000
ndaran etrologi lega
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Program/Kegiatan/Sib Kegiatan m

PROGRAM PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PRODUK DALAM
NEGERI

Promosi, an
dan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri

Pelaksanaan Promosi Penggunaan
Produk Dalam Negeri Di Tingkat
Kabupaten/Kota

Pemasaran dan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri Di
Tingkat Kabupaten/Kota

Peningkatan Sistem dan Jaringan
Informasi Perdagangan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH

PROGRAM PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI
Pemeriksaan dan Pengawasan
Koperasi, Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,
Kemandirian, Ketangguhan, serta
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi
terhadap Peraturan Perundang-
Undangan Kewenangan Kabupaten /
Kota

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN
KSP/USP KOPERASI

Penilaian Kesehatan Koperasi
Simpan Pinjam/Unit Simpan
injam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaanya dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan
KSP/USP Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penghargaan Kesehatan KSP/USP
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENDIDIKAN DAN
LATIHAN PERKOPERASIAN
Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian Bagi Koperasi yang
Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/ Kota
Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan Perkoperasian Serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM
Koperasi

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI
Pemberdayaan dan Perlindungan
Koperasi yang Keanggotaannya
dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Pemberdayaan Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah, Akses
Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten

PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,
DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Kab.
Panga
ndaran

Kab.
Panga
ndaran

Kab.
Panga
ndaran

Kab.
Panga
ndaran

Kab.
Panga
ndaran

Kab.
Panga
ndaran
Kab.
Panga
ndaran

Kab.
Panga
ndaran

Kab.
Panga
ndaran

RANCANGAN AWAL RKPD

Indikator Kinerja

Persentase produk lokal yang
meningkat omsetnya

Jumlah produk lokal yang
meningkat omsetnya

Jumlah promosi penggunaan produk
lokal yang dilaksanakan

Jumlah Pelaksanaan Pemasaran dan
Promosi Penggunaan Produk Lokal

. .
Jumiahpe Fgu jung sistem-da
Persentase Koperasi yang patuh

Jumlah koperasi yang patuh
terhadap peraturan perundang-
undangan

Jumlah koperasi yang diawasi

Jumlah koperasi yang diperiksa

Persentase Koperasi yang
i status

Jumlah koperasi yang meningkat
status kesehatannya

Jumlah koperasi yang dinilai
kesehatannya

Jumlah koperasi yang mendapatkan
penghargaan

Persentase SDM Pengelola
Koperasi bersertifikat

Jumlah SDM pengelola koperasi
yang meningkat kapasitasnya

Jumlah SDM pengelola koperasi yang
difasilitasi pendidikan dan pelatihan

Persentase koperasi yang

Jumlah koperasi yang

Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sib Kegiatan _

1%

2 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

1 Sistem

48,61%

35 Koperasi

72 Koperasi
Aktif

72 Koperasi
Aktif

3,03%

1 Koperasi

33 Koperasi

1 Koperasi

7,78%
25

Pengelola
Koperasi

30 Pengelola
Koperasi

23,61%

volume usahanya

Jumlah koperasi yang diberdayakan
dan dilindungi

Persentase usaha mikro yang
meningkat omsetnya

17

72 Koperasi

1,10%

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

140.000.000

140.000.000

15.000.000

50.000.000

75.000.000

3.180.000.000

250.000.000

250.000.000

200.000.000

50.000.000

250.000.000

250.000.000

200.000.000

50.000.000

180.000.000

180.000.000

180.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.200.000.000

ANALISIS HASIL KEBUTUHAN

Loka:

PROGRAM PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PRODUK DALAM
NEGERI

Pelaksanaan Promosi,
Pemasaran dan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam
Negeri

Pelaksanaan Promosi Penggunaan
Produk Dalam Negeri Di Tingkat
Kabupaten/Kota

Kab.
Pangandaran

Pemasaran dan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri Di
Tingkat Kabupaten/Kota

Kab.
Pangandaran

Peningkatan Sistem dan Jaringan Kab.
Informasi Perdagangan Pangandaran

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN MENENGAH
PROGRAM PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI
Pemeriksaan dan Pengawasan
Koperasi, Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,

Kemandirian, Ketangguhan, serta Kab.
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Pangandaran
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENDIDIKAN DAN

LATIHAN PERKOPERASIAN

Pendidikan dan Latihan

Perkoperasian Bagi Koperasi

yang Wilayah Keanggotaan

dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Peningkatan Pemahaman dan

Pengetahuan Perkoperasian Serta Kab.
Kapasitas dan Kompetensi SDM Pangandaran
Koperasi

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI
Pemberdayaan dan Perlindungan
Koperasi yang Keanggotaannya
dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Pemberdayaan Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah, Akses
Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten

PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH, USAHA

Kab.
Pangandaran
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Indikator Kinerja

Persentase produk lokal yang
meningkat omsetnya

Jumlah produk lokal yang meningkat
omsetnya

Jumlah UMKM yang Melaksanakan
Promosi Penggunaan Produk Dalam
Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah UMKM yang Melakukan
Pemasaran Produk Dalam Negeri
Melalui Kemitraan dengan Retail,
Marketplace, Perhotelan dan Jasa
Akomodasi

Jumlah Data dan Informasi Sistem
dan Jaringan Informasi Perdagangan

Persentase Koperasi yang patuh

Jumlah koperasi yang patuh terhadap
peraturan perundang-undangan

Jumlah Koperasi yang Telah
Dilakukan Pengawasan Kekuatan,
Kesehatan, Kemandirian,
Ketangguhan, serta Akuntabilitas
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Persentase Peningkatan SDM
Pengelola Koperasi bersertifikat

Jumlah SDM pengelola koperasi yang
meningkat kapasitasnya

Jumlah SDM yang Memahami
Pengetahuan Perkoperasian

Persentase Pertumbuhan Volume
Usaha

Jumlah koperasi yang meningkat
volume usahanya

Jumlah SDM yang Memahami
Pengetahuan UKM dan
Kewirausahaan

Persentase pertumbuhan wirausaha
baru

Target Capaian Pagu Indikatif

1,5% 93.589.500

3 Buah 93.589.500

5 UMKM 19.996.500

5 UMKM 49.933.000

1 Dokumen 23.660.000

3.224.108.610

50,68 % 199.939.440

37 Koperasi 199.939.440

40 Unit Usaha 199.939.440

35% 79.999.660

25 Pengelola 79.999.660
Koperasi

25 orang 79.999.660

5% 199.999.904

18 Koperasi 199.999.904

102 orang 199.999.904

15 % 709.401.780
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/

RANCANGAN AWAL RKPD ANALISIS HASIL KEBUTUHAN

Program/Kegiatan/Sib Kegiatan m Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sib Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Pemberdayaan Usaha Mikro yang
i Melalui

Kemitraan, Kemudahan Perijinan,

Jumlah usaha mikro yang

KECIL, DAN USAHA MIKRO

(UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro yang
i Melalui

Kemitraan, Kemudahan

1000 Wirauasah

Penguatan Kelembagaan dan meningkat omsetnya 120 UMKM 1.200.000.000 ;zlriejri:::, :ae:?i::tla(:ordinasi Jumlah wirausaha baru a Baru 709.401.780
Koordinasi dengan Para dengan Pgara Pemangku
Pemangku Kepentingan Kepentingan
Jumlah Unit Usaha yang Produktif,
Bernilai Tambah, Memiliki Akses
. Kab. . N " Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan .
Pendataan Potensi dan Jumlah usaha mikro yang didata 45000 Pelaku Pendataan Potensi dan Kab. ! v : 20000 Unit
Pengembangan Usaha Mikro Panga potensi dan pengembangannya Usaha Mikro 350.000.000 Pengembangan Usaha Mikro Pangandaran Ke\emba_gaqn, Penataan Maqa]erpen, Usaha 252.603.200
ndaran Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Melalui Kemitraan g:r?-a Jumlah usaha mikro yang difasilitasi 120 Pelaku 600.000.000 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Kab. Jumlah Unit Usaha yang Telah 10000 Unit 288.337.180
Usaha Mikro ndagan kemitraan Usaha Mikro : B Usaha Mikro Pangandaran Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Usaha : :
P . Kab. . T P . .
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Jumlah usaha mikro yang difasilitasi 120 Pelaku Fasilitasi Kemudahan Perizinan Kab. Jumlah Usaha Mikro yang Telah .
Mikro zz;?:n kemudahan perizinan Usaha Mikro 100.000.000 Usaha Mikro Pangandaran Mendapatkan Perizinan 4000 Unit Usaha 59.915.000
" Kab. Jumlah usaha mikro yang " Jumlah Unit Usaha yang Telah
s::‘g::\daeynita)gnKEaI:TJ';:g:aPCI‘ikPro;enSI Panga diberdayakan kelembagaan potensi Uighpae:::il:o 100.000.000 Z:T';Z;dae\;:zgnKe;ﬁTJZ:E:agi:f;enS' Eaarl?‘andaran Menerima Pembinaan dan 100 Unit Usaha 108.546.400
9 9 ndaran dan pengembangannya 9 9 9 Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Kab. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi 30 Pelaku Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Kab Persentase pertumbuhan wirausaha
Para Pemangku Kepentingan dalam Panga dengan pemangku kepetingan dalam " 50.000.000 Para Pemangku Kepentingan dalam i P 15 % 709.401.780
" o Usaha Mikro . Pangandaran baru
Pemberdayaan Usaha Mikro ndaran pemberdayaan usaha mikro Pemberdayaan Usaha Mikro
Persentase Usaha Mikro yang naik o, PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase usaha mikro yang o, o
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Kkelas 0,05% 1.000.000.000 UMKM meningkat omsetnya 0,1% 0,1%
Pengemga:ir;gnat:sli!saha_ Mikro Jumlah usaha mikro yang naik 5 Pelaku 1.000.000.000 Pengemg?ir;gnat:slilsahg Mikro Jumlah usaha mikro yang omsetnya 100 Pelaku 100 Pelaku Usaha
Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil kelas Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil meningkat Usaha Mikro Mikro
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha Jumlah usaha mikro yang difasilitasi Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha Jumlah_UmF Usaha Mikro yang
kecil dalam Pengembangan Produksi Kab. pengembangan Produksi dan kecil dalam Pengembangan Produksi Kab. Terfasilitasi dalam Pengembangan
Panga 30 Pelaku 1.000.000.000 . Produksi dan Pengolahan, 100 Unit Usaha 100 Unit Usaha
dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, ndaran Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Pangandaran Pemasaran, SDM. serta Desain dan
serta Desain dan Teknologi Desain dan Teknologi serta Desain dan Teknologi Teknologi . ’
PROGRAM PERENCANAAN DAN Persentase Pengembangan Industri
PEMBANGUNAN INDUSTRI yang Ditangani 60 % 595.580.970
Penyusunan dan Evaluasi Persentase Kegiatan Penyusunan dan
Rencana Pembangunan Industri Evaluasi Rencana Pembangunan 60 % 595.580.970
Kabupaten/Kota Industri Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Pembangunan Kab. Jumlah Dokumen Rencana
Industri Kabupaten/Kota Pangandaran Pembangunan Industri 1 Dokumen 150.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kab Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Pelaksanaan Pembangunan Sumber Pan-andaran Sinkronisasi, dan pelaksanaan 16 Dokumen 74.950.250
Daya Industri 9 Pembangunan Sumber Daya Industri
Pelaksanaan Pembang_unan Sarana Pangandaran Pembangunan Sarana dan Prasarana 21 Dokumen 130.630.720
dan Prasarana Industri ;
Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kab Jsl;rw(lf;'ng:;un;:: ;';:'llsﬁ?qgfr"nas"
Pelaksanaan Pemberdayaan Industri P. i P 4 1 N P 20 Dokumen 240.000.000
dan Peran Serta Masyarakat angandaran emberdayaan Industri dan Peran
Serta Masyarakat
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN Persentase Industri Kecil dan o
USAHA INDUSTRI menengah yang berizin 100 % 70.000.000
Penerbitan Izin Usaha Industri
(IVUI), Izin Perluasan Usaha
Industri (IPUI), Izin Usaha :
Kawasan Industri (IUKI) dan é‘l‘fra"s'ﬁggl ';ficz'i'n‘;f"r“ Ni'f”engah vang 25 Dokumen 70.000.000
Izin Perluasan Kawasan Industri p ¥
(IPKI) Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Verifikasi Teknis Pemenuhan
Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kesesuaian Persyaratan Teknis
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Kab Perizinan Berusaha Sektor Industri
Sistem Informasi Industri Nasional Pan‘andaran dan/atau dalam rangka Perluasan 25 Dokumen 35.000.000
(SIINas) yang Terintegrasi dengan 9 Usaha untuk Bidang Usaha dengan
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan
Terintegrasi Secara Elektronik Tinggi, Melalui SIINas yang
Terintegrasi dengan Sistem 0SS
Koordinasi dan Sinkronisasi Kab Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Pengawasan Perizinan di Bidang Panéandaran dan Sinkronisasi Pengawasan 25 Dokumen 35.000.000

Industri dalam Lingkup IUI, IPUI,
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Perizinan di Bidang Industri dalam



—

RANCANGAN AWAL RKPD

Indikator Kinerja

Sumber: Hasil Analisis, 2022
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ANALISIS HASIL KEBUTUHAN

get e - q f
Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sib Kegiatan

IUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL

Penyediaan Informasi Industri
untuk Informasi Industri untuk
IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan
dan Analisis Data Industri, Data

Kawasan Industri serta Data Lain Kab.
Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Pangandaran
Sistem Informasi Industri Nasional

(SIINas)
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Lingkup Perizinan Usaha Industri,

Perizinan Perluasan Usaha Industri,

Perizinan Kawasan Industri dan

Perizinan Perluasan Kawasan Industri

Kewenangan Kabupaten/Kota

Persentase Jumlah Data Informasi

Industri Kabupaten Pangandaran 20 %
yang diiformasikan

Jumlah Informasi Industri yang

Tersedia 20 Data
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi

Pengumpulan, Pengolahan dan

Analisis Data Industri, Data Kawasan 6 Dokumen

Industri serta Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota Melalui Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINas)

Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

143.978.000

143.978.000

124.000.000
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas
Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kebupaten Pangandaran Tahun
2020, disamping berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah
(RENSTRA PD) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kebupaten
Pangandaran Tahun Tahun 2016-2021, juga mengakomodasi usulan para

pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat.

Berbagai usulan dari masyarakat yang muncul di Musrenbang Desa
kemudian dibawa dalam Musrenbang Kecamatan, lalu diteruskan ke Perangkat

Daerah sesuai tupoksi.

Dari situ kemudian akan ditelaah untuk dibahas di dalam lingkup Perangkat
Daerah untuk ditindaklanjuti dalam draft Renja PD pada tahun yang akan datang.
Berbagai pertimbangan akan diambil untuk meneruskan atau menunda program
atau kegiatan usualan dari masrayarakat, mulai dari ketersediaan anggaran,
sampai pada bahan pendukung berupa proposal baik untuk pelatihan dan bantuan
peralatan, bukan kewenangan/ tidak diakomodir/ penyesuaian indikator dan

target/ penyesuian pendanaan. Untuk lebih jelasnya ada di tabel 2.11

Tabel 2.11 T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Pangandaran

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

L T i R o
Kegiatan Kinerja Volume
1.  PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA
DISTRIBUSI
PERDAGANGAN
Pembangunan dan
Pengelolaan
Sarana Distribusi
Perdagangan
Penyediaan Sarana Desa Jumlah Kios = 40 Unit Dikaji ulang
Distribusi Kertaharja
Perdagangan Kecamatan
Cimerak
Desa Jumlah 1 Unit Dikaji ulang
Kertaharja Pasar
Kecamatan
Cimerak
Desa Suka Jumlah Kios | 5 Unit Dikaji ulang
Maju
Kecamatan
Mangunjaya
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Program/ L . Indikator Besaran/
A okasi " .
Kegiatan Kinerja Volume

Desa Jumlah 1 Unit Dikaji ulang
Pangandaran Pasar Ikan

Desa Jumlah 1 Unit Dikaji ulang
Bangunjaya Pasar

Kecamatan

Langkaplancar
2. PROGRAM
PENGEMBANGAN
UMKM
Pengembangan
Usaha Mikro
dengan Orientasi
Peningkatan Skala
Usaha Menjadi
Usaha Kecil
Fasilitasi Usaha
mikro Menjadi Usaha
kecil dalam
Pengembangan
Produksi dan
Pengolahan,
Pemasaran, SDM,
serta Desain dan

Teknologi
Sarana Pemasaran Desa Babakan @ Jumlah 1 Unit Dikaji ulang
UMKM Kecamatan Sarana

Pangandaran Pemasaran
Sumber: Hasil Analisis, 2022
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TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan
3.1.1 Kebijakan Nasional
3.1.1.1 Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian ki-
nerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM,
maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarah-
kan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu “Koperasi dan
UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan
Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”. Maju
bermakna Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri
bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.
Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi
Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari
Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:
1) Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan

Modern.
2) Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Ber-
saing di Pasar Domestik dan Global.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan

tujuan dan sasaran Kementerian Koperasi dan UMKM. Adapun tujuan dan sasaran

Kementerian Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

e
] LU ELVALEEIC]

Terwujudnya Koperasi . Modernisasi Koperasi
Generasi Baru yang . Melahirkan Wirausaha
Maju dan Modern Baru (New Enterpreuner)

Mewujudkan Koperasi 1. Persentase Kontribusi

Modern yang Berdaulat, PDB sektor Koperasi

Mandiri dan Maju 2. Jumlah Koperasi Model
Baru dan Modern
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N
] L ELVALEEIC

2. | Terwujudnya UMKM
yang Mampu Bersaing
di Pasar Domestik dan
Global,

3. | Terwujudnya

Kementerian Koperasi
dan UKM yang
Profesional dan

Berkinerja Tinggi

Mewujudkan UMKM Naik
Kelas yang Berdaulat dan
Mampu Bersaing di Pasar
Domestik dan Global

Menyediakan Kebijakan
Pengembangan Koperasi
dan UMKM yang Efektif
Menyelenggarakan
Kebijakan  Pengemban-
gan Koperasi dan UMKM
melalui Program/
Kegiatan yang Efektif,
Efisien, Bermanfaat dan
Berkelanjutan
Menyelenggarakan
Pengendalian Penga-
wasan Kebijakan
Pengembangan Koperasi
dan UMKM

Mewujudkan
profesionalisme Aparatur
Sipil Negara Kementerian
Koperasi dan UKM
Mewujudkan Sistem Data

dan Informasi
Pengembangan Koperasi
dan UMKM yang

Terintegrasi
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintah Kementerian
Koperasi dan UKM vyang
Baik

Mewujudkan
Akuntabilitas Kinerja dan
Anggaran  Kementerian
Koperasi dan UKM vyang
Baik

. Pertumbuhan  Start-up
berbasis Koperasi

1. Integrasi UMKM dalam
Global Value Chains
(GVC)

2. UMKM Naik Kelas
(Scalling Up)

1. Persentase Kontribusi

PDB sektor UMKM

2. Persentase Total Nilai
Ekspor UMKM

3. Persentase Total
Investasi UMKM

4, Persentase UKM Naik
Kelas

5. Pertumbuhan Tenaga
Kerja UMKM

6. Rasio Kewirausahaan

1. Indeks Reformasi
Birokrasi, Kementerian
Koperasi dan UKM

2. Nilai Akuntabilitas
Kinerja Kementerian
Koperasi dan UKM.

Indeks Kualitas Kebijakan

Pengembangan Koperasi dan

UMKM

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap Pro-

gram/Kegiatan

Pengembangan Koperasi dan

UMKM

Nilai Hasil Evaluasi
Pelaksanaan Program/
Kegiatan Pengembangan

Koperasi dan UMKM

Indeks Profesionalisme ASN
Kementerian Koperasi dan
UKM

Kualitas Integrasi Data dan
Informasi Pengembangan
Koperasi dan UMKM

1. Indeks
Birokrasi

2. Tingkat Maturitas Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dan
Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

2. Opini Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)

Reformasi

Sumber: Renstra Kememterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2020-2024, 2021
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Berkaitan hal tersebut diatas, untuk operasionalisasi pencapaian sasaran
strategis diperlukan penajaman secara perspektif, melalui penentuan Sasaran
Utama dan Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024,
yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Perspektif Stakeholder
Terwujudnya Koperasi dan
UMKM yang Maju, Berdaulat dan
Mandiri dalam mendukung
A Perekonomian Nasional !
ss1 ss2.
Perspektif Customers Perspektif Stakeholder
Terwujudnya UMKM yang
Terwujudnya Koperasi Modern mampu bersaing di pasar

Domestik dan Global

1 1) 1 1

Ss3 Ss4 Ss5 Sse
Perspektif Internal Process Perspektif Internal Process Perspektif Internal Process Perspektif Internal Process
Terwujudnya Terwujudnya Penciptaan Terintegrasinya Produk UKM Terwujudnya Scaling Up UMKM
Modernisasi Koperasi Entrepreneur Baru ke dalam Global Value Chain (Pengembangan Usaha
(Pengembangan Koperasi) (Pengembangan Kewirausahaan) (Pengembangan UKM) Mikro)
Perspektif Learn & Growth Perspektif Learn & Growth Persp. Learn & Growth
Human Capital Information Capital Financial Capital
Terwujudnya ASN Tersedianya Sistem Data Terwujudnya Birokrasi Terwujudnya Pengelolaan
Kementerian KUKM yang dan Informasi KUMKM Kementerian KUKM yang Kinerja dan Anggaran yang
Profesional Berorientasi Layanan Prima Akuntabel

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2021
Gambar 3.1
Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024

Selanjutnya, untuk Indikator Kinerja Utama Kementerian Koperasi dan
UKM Tahun 2021-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:
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Perspektif Stakeholder

1. 5% - 6% Kontribusi PDB Koperasi
[ y 2. 33,88% - 59,56% Kontribusi PDB UMKM

1K1 K2

Perspektif Customers Perspektif Stakeholder

20%-23% Pertumbuhan

: 2,5% UKM terdigitalisasi
volume usaha koperasi

t

IK3

Perspektif Internal Process

1. 400 Koperasi Model Baru
2. 5-10% Koperasi Berinovasi
dan Memanfaatkan Teknologi

t

IK7

Perspektif Learn & Growth
Human Capital
>90% Nilai Indeks

profesionalisme ASN
Kementerian Koperasi dan UKM

t

1K4

Perspektif Internal Process
1. 0,25-0,5% Rasio Kewirausahaan
Nasional
2. 50-100 Start up Berbasis

Koperasi

Perspektif Learn & Growth
Information Capital

100% Informasi dan Data
KUMKM yang Tervalidasi

t

IKS
Perspektif Internal Process

7 Komoditas Berorientasi
Ekspor UKM

t

Perspektif Learn & Growth
Organization Capital
Nilai reformasi birokrasi

Kementerian Koperasi dan UKM
dalam kategori A atau diatas 80

t

IK6

Perspektif Internal Process

1. 9,49%-19,94%
total nilai ekspor
2. 33,75% UMKM Naik Kelas

t

K10

Perspektif Learn & Growth
Financial Capital
SAKIP Kemenkop dan UKM
dalam kategori A dan opini BPK
atas laporan keuangan Kemenkop

dan UKM dalam kategori WTP

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2021

Gambar 3.2
Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional di bidang Koperasi dan
UMKM Tahun 2020-2024 serta sasaran prioritas Program Kerja Presiden Tahun
2020-2024, maka Arah Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang akan
dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 terbagi ke
dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu:
1. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas (Scalling Up)
2. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global
3. Reformasi Tata Kelola dan UKM

Pengembangan Koperasi

yang
BerorientasiLayanan Prima (Kebijakan Lintas Bidang).

Ketiga arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut akan dilak-
sanakan secara terarah dengan fokus Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun
2020-2024 yaitu:

1) Prioritas pengembangan Koperasi dan UMKM pada sektor riil (produksi) yang
berorientasi ekspor dan substitusi impor;

2) Pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan dengan pendekatan komunitas,
kelompok atau klaster berdasarkan sentra produksi;

3) Pengembangan dilakukan secara lintas sektoral dan mengedepankan kemi-
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traan;
4) Pengembangan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan
level UMKM;
5) Modernisasi dan inovasi teknologi;
Berdasarkan lima (5) strategi pengembangan Koperasi dan UMKM tersebut,
akan diimplementasikan melalui empat (4) agenda perubahan, yaitu:
1. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
2. Mendorong UMKM Naik Kelas (Scaling Up);
3. Melahirkan Wirausaha Baru (New Entrepreneur);
4

. Modernisasi Koperasi.

3.1.1.2 Kementerian Perdagangan

Visi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 vyaitu "Kementerian
Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk
Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong.” Kementerian Perdagangan memiliki peran yang
cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi
untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu
Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri
dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatkan kinerja
ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan
pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas. Visi ini akan
didukung dengan misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan yaitu:

1) Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;

2) Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan

3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor
Perdagangan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan
tujuan dan sasaran Kementerian Perdagangan. Adapun tujuan dan sasaran
Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran
Kementerian Perdagangan

T S N
] Tujuan/Sasaran

Peningkatan kinerja Neraca Perdagangan

ekspor non-migas dan

jasa;
Meningkatnya 1. Neraca perdagangan
Pertumbuhan Ekspor | 2. Pertumbuhan ekspor rill
Barang Non Migas yang barang dan jasa
Bernilai Tambah dan Jasa 3. Pertumbuhan ekspor
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SN
) Tujuan/Sasaran

barang non migas

. Rasio ekspor jasa
terhadap PDB
5. PTA/FTA/CEPA yang
disepakati
2. | Peningkatan konsumsi Pertumbuhan PDB  Sub-
nasional yang sektor
mendukung Perdagangan Besar
pertumbuhan dan Eceran, bukan
ekonomi; Mobil dan Sepeda
Motor

Terwujudnya stabilisasi = Inflasi pangan bergejolak
harga dan ketersediaan

barang

kebutuhan pokok

Terwujudnya konsumen @ Indeks Perlindungan
berdaya dan pelaku = Konsumen dan Tertib

usaha yang Niaga (IPKTN)

bertanggung jawab

Meningkatnya pasar 1. Pertumbuhan PDB Sub-
produk dalam negeri sektor Perdagangan Besar

dan Eceran, bukan Mobil
dan Sepeda Motor

2. Kontribusi produk dalam
negeri dalam konsumsi
rumah tangga nasional

Optimalnya peranan 1. Pertumbuhan nilai
Perdagangan Berjangka transaksi  Perdagangan
Komoditi (PBK), Sistem Berjangka Komoditi
Resi Gudang (SRG), dan (PBK)

Pasar Lelang Komoditas 2. Pertumbuhan nilai Resi
(PLK) Gudang yang diterbitkan

3. Pertumbuhan  Realisasi
Nilai Transaksi Pasar
LelangKomoditas (PLK).
3. | Terwujudnya tata Indeks Reformasi

kelola pemerintahan di Birokrasi

Kementerian

Perdagangan yang baik

dan berkualitas;

Meningkatkan kinerja = 1. Indeks Reformasi
Kementerian Birokrasi

Perdagangan yang 2. Unit kerja pelayanan
bersih, akuntabel, dan publik yang
professional mendapatkan  predikat

“Wilayah  Bebas dari
Korupsi  (WBK) atau
Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM)”
3. Nilai Hasil Evaluasi AKIP
4. Opini BPK  terhadap
Laporan Keuangan

5. Tingkat kematangan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(SPBE)

Meningkatnya kapabilitas Indeks

Sumber Daya Manusia Profesionalisme SDM

(SDM) Perdagangan Perdagangan
Sumber: Renstra Kememterian Perdagangan 2020-2024, 2021
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Dalam mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong, RPJMN 2020-2024 sebagai landasan
utama pembangunan Indonesia selama lima tahun kedepan telah menuangkan 5
(lima) Arahan Presiden yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan,
Kementerian Perdagangan memiliki 12 arah kebijakan yang dijabarkan ke dalam
pokok pikiran sebagai berikut:

1) Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor

2) Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama
Perdagangan Internasional

3) Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok

4) Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

5) Peningkatan pemberdayaan konsumen

6) Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib
niaga, tertib mutu, dan tertib ukur

7) Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri

8) Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan
peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang
(SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)

9) Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan

10) Penguatan Pelayanan Publik Prima

11) Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis
Kajian

12) Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

3.1.1.3 Kementerian Perindustrian

Rencana strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun
dengan mengacu pada RPIJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional Tahun 2015 - 2035, dan Kebijakan Industri Nasional 2020-2024.
Renstra Kementerian Perindustrian merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan
fungsi Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden.
Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin
dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam membangun industri yaitu
Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut,
Kementerian Perindustrian telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang
dibagi ke dalam beberapa perspektif yaitu:

1. Stakeholders Perspective;

2. Customer Perspective;
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3. Internal Process Perspective; dan

4. Learn & Growth Perspective.

Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan indikator-indikator dari
masing-masing sasaran strategis tersebut sehingga pencapaian dari masing-
masing sasaran strategis dapat terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaran
strategis tersebut Kementerian Perindustrian melaksanakan 9 (sembilan) program
yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi Pembangunan
nasional.

Arah rencana pembangunan industri nasional dimaksudkan untuk
mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan
struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM vyang
berkualitas. Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 juga diarahkan
kepada pengembangan 10 industri prioritas, khususnya pada implementasi
Making Indonesia 4.0 lebih difokuskan pada 5 sektor industri, yaitu:

1. Industri makanan dan minuman;

2. Industri tekstil dan busana;

3. Industri otomotif;

4. Industri kimia; dan

5. Industri elektronika.

Disamping itu, arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024
disusun berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-
2035 dilaksanakan melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri,
yaitu:

Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
Kebijakan Pemberdayaan Industri;

Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal; dan

Kebijakan RB.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri nasional tidak hanya

o v A W=

bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian
Perindustrian saja, akan tetapi juga keberhasilan Kementerian/Lembaga maupun
instansi lain yang mendukung dan menjadi aspek penting lainnya, karena sektor
industri pengolahan nonmigas bukan sektor yang dapat berdiri sendiri melainkan
sangat berhubungan erat dengan sektor lain. Kesuksesan pembangunan industri
nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari

pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas.
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3.1.2 Provinsi Jawa Barat
3.1.2.1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023, yaitu

“Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”,
dalam menwujudakn visi tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Kecel Menengah
Provinsi Jawa Barat menyokong misi Gubernur pada poin 4 yakni Meningkatkan
Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Ummat yang Sejahtera dan Adil.

Dalam upaya pencapaian visi misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan
sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Tujuan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat

EI R R e

Mewujudkan Koperasi Prosentase Pertumbuhan
dan Usaha Kecil yang Kredit
berdaya saing dan
berkontribusi pada
perekonomian daeah
dan kesejahteraan
masyarakat
Meningkatnya Kinerja Persentase Koperasi yang
Kelembagaan Koperasi mengakses kredit
dan Usaha Kecil
Persentase UMKM yang
naik Kelas

Sumber: Perubahan Renstra 2018-2023 Diskuk Jawa Barat, 2021

Srategi dan arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa

Barat dalam upaa pencapaian tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dengan arah kebijakan Peningkatan
Pemahaman Anggota Melalui Diklat Perkoperasian dan Peningkatan Kualitas
SDM Koperasi dalam memanfaatkan ICT dan Jaringan Pemasaran;

2. Peningkatan kapasitas Kelembagaan dengan arah kebijakan Peningkatan
Koperasi Aktif, Peningkatan kepatuhan Koperasi untuk Menerapkan Nilai dan
Prinsip Koperasi, Peningkatan Kemandirian Koperasi;

3. Peningkatan Kualitas Usaha dengan arah kebijakan Pengembangan Jaringan
Usaha dan Pemasaran Koperasi untuk Menjangkau Pasar Terutama dalam
Promosi Produk, Akses Informasi Pasar dan Saluran Pemasaran,
Pengembangan Kapasitas Koperasi untuk Berinovasi dalam Pengembangan
dan Layanan bagi Anggota;

4. Peningkatan Akses Pemasaran UMKM dengan arah kebijakan Peningkatan
Akses Pemasaran Berbasis ICT, Peningkatan Kualitas Produk UMKM,
Peningkatan Jejaring Usaha UMKM dan Peningkatan Iklim Usaha di Pesantren.
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3.1.2.2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jawa Barat, sebagai provinsi terbesar penduduknya serta perkembangan
infrastruktur yang pesat, memiliki potensi yang besar untuk mengukuhkan
keunggulan industri dan perdagangannya, menjadi juara dan memberikan
dampak pada visi Gubernur Jawa Barat yaitu:

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan

Kolaborasi”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jawa Barat menyokong misi gubernur pada poin 4 vyaitu “Meningkatkan
Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera Dan Adil
Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi
Serta Pelaku Pembangunan”. Pada misi tersebut terdapat poin penting yang
menjadi tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu meningkatkan
produktivitas industri, baik Industri Kecil Menengah (IKM) maupunIndustri Besar
dengan memfasilitasi pelaku industri di Jawa Barat untuk kemajuannya. Selain itu,
peran di yang ada di Jawa Barat sehingga kapasitas produk yang dihasilkan
semakin meningkat yang harus diiringi dengan perdagangan serta Reposisi
Kedudukan Dinas Visi Jabar Juara serta dalam Era Industri baru. Upaya
mewujudkan visi dan Misi ke-4 Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan oleh
Gubernur, diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan
dan sasaran tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RJPMD) sebagai arahan saat pelaksanaannya. Salah satu latar belakang
Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023, yakni adanya pendemi
COVID 19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan
pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Di tinjau dari dimensi
ekonomi, dampak pandemic Covid 19 ditandai dengan perlambatan konsumsi
ekonomi masyarakat, penurunan investasi, penurunan output di berbagai sector
terutama manufaktur, kontruksi dan jasa. Tujuan dan sasaran Provinsi Jawa Barat
untuk mewujudkan visi dan misinya.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Tujuan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat

INDIKATOR
m TUJUAN SASARAN TUJUAN/SASARAN

Meningkatnya Daya Kontribusi Industri Jawa
Saing Industri Jawa Barat terhadap Nasional
Barat

Meningkatnya PDRB industri non migas

pertumbuhan industri
manufaktur Jawa Barat

2 Meningkatnya peran Laju Pertumbuhan
perdagangan dalam Perdagangan Jawa Barat
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INDIKATOR
m TUJUAN SASARAN TUJUAN/SASARAN

stabilitas perekonomian

Jawa Barat
Meningkatnya ekspor Laju pertumbuhan ekspor
non migas Jawa Barat non migas
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB
perdagangan Sektor Perdagangan

dalam negeri
Sumber: Perubahan Renstra 2018-2023 Disindag Jawa Barat, 2021
Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran diatas maka Dinas Industri

dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menetapkan strategi dan arah

kebijakannya. Adapun strategi dalam pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing industri dengan arah kebijakan Mengembangkan
industri unggulan Jawa Barat, perwilayahan industri, sumber daya industri,
sarana dan prasarana industri dan meningkatkan pemberdayaan industry;

2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri dengan arah kebijakan Meningkatkan
system dan jaringan distribusi barang; menjaga stabilitas harga dan
ketersediaan stok barang kebutuhan pokok; meningkatkan pemasaran dan
penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan ekspor dan menjaga neraca
perdagangan; revitalisasi/membangun pasar rakyat; dan perlindungan
konsumen; Memperluas infrastruktur dan teknologi bagi peningkatan daya
saing usaha ekonomi kreatif;

Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi

Jawa Barat juga ditentukan dari prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2020-2023 yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat. Isu prioritas yang terkait dengan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Pemulihan dan pertumbuhan

ekonomi kerakyatan berbasis inovasi yang diarahkan untuk mendukung

penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di sektor industri dan perdagangan.

3.1.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, penelaahan visi, misi, dan program
Bupati dan Wakil Bupati dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pemahaman atas
arah pembangunan Kabupaten Pangandaran yang akan dilaksanakan dalam sisa
waktu perencanaan. Penelaahan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-
faktor penghambat dan pendorong bagi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
dalam memberikan pelayanan mengenai urusan Perdagangan dan Koperasi UMKM
di Kabupaten Pangandaran yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi

pembangunan Kabupaten Pangandaran dalam sisa waktu perencanaan yang ada.
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Visi mencerminkan arah pembangunan atau keadaan masa depan daerah
yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke mendatang. Pada penjabaran
visi harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang
dapat diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah
pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan pertimbangan kondisi daerah
Kabupaten Pangandaran, permasalahan-permasalahan pembangunan,
tantangan-tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan terkait
visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi
Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 adalah:

"Pangandaran Juara Menuju Wisata Bekelas Dunia yang

Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”

Agar rumusan visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka
perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana yang
telah disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pangandaran

Pokok -
Penjelasan
Pokok Visi

“Pangandaran Juara Pangandaran Pangandaran juara mencerminkan kondisi

Menuju Wisata | Juara masyarakat yang terpenuhi secara layak akan
Berkelas Dunia yang kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik,
Berpijak Pada Nilai hingga keamanan yang mencangkup aspek-
Karakter Bangsa” aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal.

Dalam hal ini digambarkan melalui tingkat
kualitas pendidikan, indeks pembangunan
manusia, tingkat pendapatan per kapita, dan
indikator-indikator yang lain.

Pariwisata Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin

Pangandaran diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala

yang berkelas nasional namun ditekankan pada skala

dunia internasional.  Pariwisata  Berkelas Dunia
menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten
Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara
sinergis dan berkualitas dengan melakukan
inovasi-inovasi berkelanjutan pada
pengembangan pariwisata, sehingga tidak
hanya berkembang secara nasional namun juga
mencapai tingkat internasional.

Berdasarkan Nilai (value) merupakan dasar dari semangat

nilai-nilai juang serta pola hidup masyarakat yang
memiliki peran penting dalam sebuah proses
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Pokok -
A\ Penjelasan
Pokok Visi

karakter pembangunan. Pada nilai-nilai karakter

bangsa bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang
menjadi pedoman hidup dalam rangka
mencapai derajat kemanusiaan yang lebih
tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, penuh
kedamaian, serta kebahagiaan. Karakteristik
masyarakat Kabupaten Pangandaran vyang
mawas diri dan memiliki sikap silih asah
mencerminkan masyarakat yang Kabupaten
Pangandaran yang hidup bersama dan saling
mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta
berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan
menjadi modal besar bagi pembangunan
Kabupaten Pangandaran kedepannya.

(Sumber: Ranwal RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026, 2021)

Ketiga pokok-pokok visi di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam misi
pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.
Penjabaran misi pembangunan akan memperjelas serta mempertegas arah
pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

Misi merupakan penjabaran dari visi yang kemudian disusun dalam rangka
implementasi terkait langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan
Visi daerah. Visi yang telah dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi, selanjutnya
disajikan dalam bagian keterkaitannya antara visi dan misi pembangunan
Kabupaten Pangandaran pada kurun waktu lima tahun ke depan. Keterkaitan
tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

Misi 1: Mewujudkan kehidupan
masyarakat yang beriman taqwa dan
mewujudkan kerukunan kehidupan
beragama

Misi 2: Mengembangkan wisata dengan
memperluas akses dan penataan
berkelanjutan

Misi 3: Mengembangkan aksesibilitas
kesehatan dan pendidikan sampai
perguruan tinggi dan peningkatan
kesejahteraan pendidik dan tenaga

“Pangandaran Juara
Menuju Wisata Pangandaran Juara
Berkelas Dunia yang
Berpijak Pada Nilai
Karakter Bangsa”

Pariwisata
Pangandaran yang
berkelas dunia
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kependidikan serta peningkatan
kompetensi lulusan

Misi 4: Meningkatkan ketahanan
ekonomi dan sosial yang berkeadilan
berbasis potensi lokal

Misi 5: mewujudkan reformasi birokrasi
yang melayani, efektif, efisien, dan
akuntabel

Misi 6: Peningkatan pembangunan
infrastruktur, penataan ruang, dan
mitigasi bencana yang terintegrasi dan
berkelanjutan

Berdasarkan nilai-
nilai karakter bangsa

Sumber: Ranwal RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pangandaran, 2021)

Pada hasil pemetaan Misi sesuai dengan pokok-pokok Visi di atas, maka

dihasilkan enam Misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran selama tahun 2021-

2026, yaitu sebagai berikut:

1.

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan
Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama

Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang penting
dalam proses pembangunan di suatu daerah. Nilai-nilai keagamaan yang
berakulturasi dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat akan membentuk
karakter sosial yang khusus atau khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten
Pangandaran yang ramah, mawas diri, dan memiliki sikap silih asah
mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup
bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya
mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal teramat besar bagi
pembangunan Kabupaten Pangandaran di masa depan. Bertumpu pada nilai-
nilai tersebut, dapat diyakini akan memunculkan tatanan masyarakat yang
tenteram, tertib, toleransi dan saling menghargai terhadap kesetaraan
gender.
Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan
Berkelanjutan

Pariwisata merupakan sektor yang diandalkan dalam pertumbuhan
ekonomi dan berkontribusi pada peluang perluasan lapangan Kerja.
Pembangunan berbasis pengembangan wisata memberikan kesadaran bahwa
investasi pembangunan berbasis wisata merupakan sebuah kerangka yang
dapat digunakan pemerintah untuk menggali serta mengembangkan industri

pariwisata secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini
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akan fokus pada upaya pengembangan dan penguatan daya tarik wisata di
Kabupaten Pangandaran.

3. Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai
Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan

Sebagai bentuk perwujudan memperluas akses masyarakat dalam
peningkatan kualitas pendidikan hingga perguruan tinggi dan peningkatan
kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai sebuah kesepakatan bahwa
manusia merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan.
Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini juga
memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan pada penguatan
kualitas sumber daya manusia atau human resource akan berkontribusi besar
memberikan dampak bagi percepatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam
misi kedua ini terfokus pada penguatan sumber daya manusia yaitu pada
pengembangan aksesbilitas pendidikan sampai perguruan tinggi dan
peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan
kompetensi lulusan.

4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan
Berbasis Potensi Lokal

Stabilitas dan ketahanan ekonomi dapat ditentukan dari kondisi makro
ekonomi yang meliputi kebijakan jangka menengah ke panjang, kinerja
pemerintah dan juga perilaku masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ketahanan
ekonomi daerah dilihat melalui indikator laju inflasi, PDRB, dan lain
sebagainya, sehingga dalam hal ini peningkatan ketahanan ekonomi dan
sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal. Hal ini guna mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran melalui
peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda
perekonomian.

5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan
Akuntabel

Penerapan prinsip-prinsip birokrasi sudah seharusnya terfokus pada
melayani masyarakat tanpa memandang siapa yang dilayani untuk
mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
merupakan syarat wajib bagi percepatan pembangunan daerah. Untuk
mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan upaya suatu pembaharuan
dan perubahan yang mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintah
harus dengan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah
dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan proses serta hasil akhir

(output) yang menggambarkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan.
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6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan
Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi, Dan Berkelanjutan
Misi keenam ini terfokus pada pentingnya pemenuhan kualitas
infrastruktur dasar yang merata, kualitas lingkungan hidup yang baik bagi
masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. Dalam
pelaksanaan pembangunan pada segala sektor dukungan dari ketersediaan
infrastruktur yang memadai dan merata harus diperhatikan. Pada hal ini
Kabupaten Pangandaran membutuhkan adanya daya dukung infrastruktur
sebagai pendorong pengembangan sektor pariwisata, dan sektor potensial
lainnya. Di samping itu, Kabupaten Pangandaran sebagai daerah rawan
bencana perlu adanya untuk mewujudkan masyarakat yang tanggung
bencana sebagai upaya dalam pengurangan risiko bencana. Selanjutnya,
untuk menghindari dampak negatif dari pembangunan dan dampak dari pasca
bencana bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan
berkelanjutan menjadi bagian penting dalam rangkaian misi ini.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya Yyang akan
dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Kesimpulannya adalah Visi Kepala Daerah
akan terwujud melalui misi dan perencanaan pembangunan pada Perangkat
Daerah khususnya dengan memperkuat Program Unggulan yang telah ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

Mengingat pentingnya tujuan dan sasaran pada Renstra, maka perlu
adanya sinkronisasi antara tujuan dan sasaran dengan janji politik kepala daerah
terpilih. Sehingga, tujuan dan sasaran dengan janji politik bupati akan
terkolaborasikan dan saling mendukung guna mencapai pembangunan daerah
yang diinginkan. Selain itu, urgensi sinkronisasi janji politik dengan tujuan dan
sasaran Renstra yakni adanya sinkronisasi antara kepala daerah dengan
perangkat daerah yang akan menjalankan roda pemerintahan. Berikut ini
disajikan tabel sinkronisasi antara janji politik bupati dengan tujuan dan sasaran
Renstra.

Tabel 3.7
Korelasi Sasaran Renstra dengan Janji Politik Bupati Terpilih

1 Meningkatan Kinerja - Revitalisasi pasar rakyat
Perdagangan Daerah - Membuat toko Pangandaran Juara

2 Pengembangan Iklim Usaha - Peningkatan kemandirian pengusaha mikro
Yang Kondusif Bagi UMKM dan kecil

- Peningkatan dukungan dan fasilitasi bagi
wirausaha baru
- Mencetak lima ribu wirausaha muda dan
pengembangan pelaku industri kreatif
Sumber: Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pangandaran, 2021
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Berdasarkan tabel diatas, maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
Kabupaten Pangandaran memiliki tanggungjawab untuk mensukseskan program
unggulan Kepala Daerah terpilih yaitu Revitalisasi pasar rakyat, Membuat toko
Pangandaran Juara, Peningkatan kemandirian pengusaha mikro dan kecil,
Peningkatan dukungan dan fasilitasi bagi wirausaha baru yang fokus untuk
mendukung ketercapaian dari misi 4 (empat) RPJMD Kabupaten Pangandaran
tahun 2021-2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan Visi-Misi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 maka
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran mendukung
untuk visi pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 yang
telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026 vyaitu
“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada
Nilai Karakter Bangsa”. Hal tersebut diwujudkan melalui misi 4 (empat)
“Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis
potensi lokal” dan misi 5 (lima) “"Mewujudkan reformasi birokrasi yang
melayani, efektif, efisien, dan akuntabel”. Berikut ini adalah cascading
Daerah yang menunjukkan posisi dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
Kabupaten Pangandaran dalam mendukung dan mewujudkan Pembangunan

Daerah kedepan.

CASCADING MISI 4

Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi Iokal

TUJUAN Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat

INDIKATOR

SO Angka Pertumbuhan Ekenomi Persentase Penduduk Miskin
eirgatm | Mot | weriane
SASARAN Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan permukiman .
Gl daya samg penanganan
tenaga kerja PPKS
'pi':'s'ﬁAnlsR PDRB Perkapita Indek: Ketahanan
angan Rasio Rumah Tingkat Persentase
Nilai Investasi pada Layak Huni Pengangguran PPKS yang
realisasi investasi Rasio Kewirausahaan Terbuka Mandiri
PMDN dan PMA

Sumber: Raperda RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, 2021

Gambar 3.3
Cascading Misi 4 RPIJMD
Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026
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CASCADING MISI 5

Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel

TUJUAN Meningkatkan kapasitas tata kelela pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima

INDIKATOR

TUIUAN Indeks Reformasi Birokrasi

O Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang
pemerintahan yang baik (good governance) cepat dan responsif

INDIKATOR Nilai LHE AKIP Indeks Pengelolaan Keuangan
SASARAN / Daerah

Tingkat Maturitas SPIP Indeks Profesionalitas ASN

J

Indeks Pelayanan Publik

Indeks SPBE Nilai LAKE Kabupaten

J

URUSAN

.
.

Gambar 3.4

Cascading Misi 5 RPIJMD
Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026

Berpijak pada keterkaitan tersebut, maka tujuan dan sasaran yang dirumuskan
dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran
tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021-2026

KONDISI TARGET KINERJA TUJUAN/
TUJUAN SASARAN INDI R SATUAN | AWAL SASARAN PADA TAHUN KE

AR 2020 2022 | 2023 [ 2024 [ 2025 [ 2026
1 Optimalisasi PDRB Sektor Milyar 2.243,97 2.440,99 2.243.97 2.454.37 2.585,97| 2.717,57 2.849,16
Pertumbuhan Perdagangan Rp

Ekonomi Sektor
Sektor Unggulan

Meningkatan Persentase % 5 5,5 6 7 8 9 10
Kinerja Pertumbuhan
Perdagangan Usaha
Daerah Perdagangan
Optimalisasi Rasio % 2,54 3,50 3,75 3,95 4,15 4,3 4,5
Pertumbuhan Kewirausahaan
Ekonomi Sektor
Sektor Unggulan
Pengembangan ' Persentase % 15 15 15 15 15 15 15
Iklim Usaha Pertumbuhan
Yang Kondusif | Usaha Mikro
Bagi UMKM
Meningkatkan Persentase % 42.68 43,90 45.12 46.34 47.56 48.78 49,25
Kapasitas Koperasi Yang
Usaha Koperasi = Meningkat
Kualitasnya
2 | Meningkatkan Nilai LHE AKIP Nilai 66,73 66,90- 67,25- 69,25- 72,25- 76,25- 81,00-
kualitas dan 67,15 69,00 72,00 76,00 81,00 85,50
kapasitas tata
kelola
pemerintahan
yang baik
(goodgovernance)
Meningkatnya  Nilai LHE AKIP Nilai 90,05 67,00 69,00 71,00 75,00 77,00 82,00
Akuntabilitas Dinas
Kinerja Perdagangan dan

Perdagangan Koperasi UMKM
dan Koperasi
UMKM

Sumber: Renstra Diskopdagin 2021-2026, 2022
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Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah
daerah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Perdagangan dan

Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.

3.2.2 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.
Adapun tujuan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran

yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 yaitu:
1) Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola Dinas Perdagangan dan
Koperasi UMKM

Untuk menilai pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator kinerja:
1) PDRB Sektor Perdagangan
2) Rasio Kewirausahaan

3) Nilai LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

3.2.3 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Sasaran adalah penjabaran dari suatu tujuan secara terukur yaitu sesuatu
yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu oleh instansi

pemerintah untuk merumuskan yang lebih spesifik, terukur.

Adapun sasaran langsung yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan

Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1) Meningkatan Kinerja Perdagangan Daerah

2) Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM

3) Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi

4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM

Untuk menilai pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator

kinerja:

1) Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan

2) Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro

3) Persentase Koperasi Yang Meningkat Kualitasnya

4) Nilai LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
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3.2.4 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian
kebijakan

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan
dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran melalui Rencana Strategis Tahun
2021-2026, maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten
Pangandaran menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait
penyelenggaraan urusan penunjang Perdagangan dan Koperasi UMKM melalui
program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 50 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya
dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran berdasar isu
strategis yang telah diidentifikasi dalam bab III Renstra ini. Berdasarkan analisis
tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran

dalam kurun waktu sisa perencaanan mendatang adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan
Meningkatkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Pengembangan Ekspor

HwN =

Meningkatkan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

o

Penciptaan Entepreneur Baru
7. Meningkatkan Kualitas Koperasi Sektor Riil

8. Meningkatkan Kinerja Aparatur Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

3.2.5 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan
untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai
tujuan dan sasaran. Arah kebijakan yang diambil Dinas Perdagangan dan Koperasi

UMKM Kabupaten Pangandaran adalah:

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat

3. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
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Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri

Pemberdayaan Kewirausahaan

Mengembangkan SDM dan kualitas produk Usaha Mikro

Mengembangkan kelembagaan Koperasi

Mengembangkan SDM Koperasi

Mengembangkan potensi usaha Koperasi

Pemantauan Kinerja Sumberdaya Aparatur Dinas Perdagangan dan Kopearsi

UMKM Kabupaten Pangandaran

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas

Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran dalam lima tahun

mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI Daerah :  Pangandaran Juara Menuju Wisata Bekelas Dunia yang Berpijak

Pada Nilai Karakter Bangsa

MISI 1V :  Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis

Potensi Lokal

1. Optimalisasi Meningkatan Kinerja Meningkatkan Pembangunan
Pertumbuhan Perdagangan Sarana dan Pengelolaan
Ekonomi Sektor Daerah Distribusi Sarana Distribusi
Unggulan Perdagangan Perdagangan

Pembinaan

Terhadap

Pengelola Sarana

Distribusi

Perdagangan

Masyarakat
Meningkatkan Menjamin
Stabilisasi Ketersediaan
Harga Barang Barang
Kebutuhan Kebutuhan Pokok
Pokok Dan dan Barang
Barang Penting Penting

Pengendalian
Harga, dan Stok
Barang
Kebutuhan Pokok
dan Barang
Penting
Pengawasan
Pupuk dan
Pestisida
Bersubsidi
Pengembangan Penyelenggaraan
Ekspor Promosi dan Misi
Dagang Bagi
Produk Ekspor
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VISI Daerah

MISI 1V

Pangandaran Juara Menuju Wisata Bekelas Dunia yang Berpijak

Pada Nilai Karakter Bangsa

Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis

Potensi Lokal

. Meningkatkan
kualitas dan
kapasitas tata
kelola
pemerintahan yang
baik
(goodgovernance)

Pengembangan
Iklim Usaha Yang
Kondusif Bagi UMKM

Meningkatkan
Kapasitas Usaha
Koperasi

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Perdagangan dan
Koperasi UMKM

Meningkatkan
Standardisasi
dan
Perlindungan
Konsumen
Meningkatkan
Penggunaan
dan Pemasaran
Produk Dalam
Negeri

Penciptaan
Entepreneur
Baru

Meningkatkan
Kualitas
Koperasi Sektor
Riil

Meningkatkan
Kinerja
Aparatur Dinas
Perdagangan
dan Koperasi
UMKM

Unggulan

Pelaksanaan
Metrologi Legal
Berupa Tera, Tera
Ulang, dan
Pengawasan
Pelaksanaan
Promosi,
Pemasaran dan
Peningkatan
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri
Pemberdayaan
Kewirausahaan
Mengembangkan
SDM dan kualitas
produk Usaha
Mikro
Mengembangkan
kelembagaan
Koperasi
Mengembangkan
SDM Koperasi
Mengembangkan
potensi usaha
Koperasi
Pemantauan
Kinerja
Sumberdaya
Aparatur Dinas
Perdagangan dan
Kopearsi UMKM
Kabupaten
Pangandaran

Sumber: Renstra Diskopdagin 2021-2016, 2022

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis
daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah

kebijakan untuk mencapai sasaran RPIJMD.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah
adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat
daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil
(outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah

Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk
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mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi
pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan
pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan
kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan
pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah

dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh
perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah
Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024. Penyajian program dan kegiatan
dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang

menjadi kewenangan.

Rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel T-C.33,

sebagaimana terlihat berikut.
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Tabel 3.10 T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
y iaang Lru — Catatan S—
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Outout Target Capaian Kinerja Paqu Indikatlf Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Danal
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Kegi P Keluaran Sub . . 9 Sumber Dana Pagu Indikatif
egiatan Program . Hasil Kegiatan (Rp.) Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 6.687.304.306 8.764.658.113
17 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.312.304.142 5.023.658.113
17 1]2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.899.600 59.290.000
Jumlah Dokumen Persentase perencanaan  |Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan o " o o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan o
dengan kualitas baik Perencanaan Perangkat  |kinerja yang disusun tepat |Semua Kecamatan, 100 % 3 Dokumen {100 % DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100 %
Daerah waktu Semua Kelurahan
Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17| 1|21 | 1|Penyusunan Dokumen aparatur 100% 32.999.920 kompetensi aparatur 100% 36.300.000
Perencanaan Perangkat Daerah
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi ’
Jumlah Dokumen RKA-
Persentase laporan keuangan SKPD dan Laporan Hasil Ef]ff:ta;: perencanaan gzzuzaggigfﬂjg; 100 tookumen |100°% PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan [0 o
dengan kualitas baik Koordinasi Penyusunan jayang s : o o DAERAH (PAD) dengan kualitas baik o
waktu Semua Kelurahan
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan N
7 112012 Dokumen RKA-SKPD aparatur 100% 2199.960 kompetensi aparatur 100% 2420000
Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
PN . 100 % P N 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD dan | Persentase perencanaan  |Kab. Pangandaran,
::r:szr:wtiizli?ap: La‘a?kkeuangan Laporan Hasil Koordinasi  [kinerja yang disusun tepat |Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen {100 % Eiggﬁm;ﬁg?su :eer:szr:izzlls:sogkkeuangan 100 %
9 Penyusunan Dokumen waktu Semua Kelurahan 9
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
17 11201 |3 Dokumen Perubahan RKA-SKPD Persentase peningkatan kompetensi 100 % 2.199.960 Persentasg peningkatan 100% 2.420.000
aparatur kompetensi aparatur
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi §
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Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Kode Program/ Kegiatan/ Sub . Target Capaian Kinerja . g:;a:::n Target Capaian Kinerja K Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Loka5|_0utput Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Dana 9 Pagu Indikatif
Kegiatan Program P Hasil Kegiatan (Rp.) Tolok Ukur Target Rp)
Jumiah Dokumen DPA- Persentase perencanaan  |Kab. Pangandaran
Persentase Ilaporar? keuangan SKPDldan. Laporan Hasil Kinerja yang disusun tepat |Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen 100 % PENDAPATAN ASLI Persentase [aporar] keuangan 100 %
dengan kualitas baik Koordinasi Penyusunan waktu Semua Kelurahan DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- | Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17 1]2.01 |4 SKPD aparatur 100 % 2.199.960 kompetensi aparatur 100 % 2.420.000
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana o
} 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD dan | Persentase perencanaan  |Kab. Pangandaran
Persentase laporan keuangan ; A Y . ’ o o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan o
dengan kualitas baik Laporan Hasil Koordinasi | kinerja yang disusun tepat |Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen {100 % DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100 %
Penyusunan Dokumen waktu Semua Kelurahan
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
17 112.01 |5 Persentase peningkatan kompetensi o 2.199.960 Persentase peningkatan o 2.420.000
Perubahan DPA- SKPD aparatur 100 % kompetensi aparatur 100 %
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana o
} 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
y Persentase perencanaan  |Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan dan Laporan Hasil o " o o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan o
dengan kualitas baik Koordinasi Penyusunan kinerja yang disusun tepat | Semua Kecamatan, 100 % 8 Laporan 100 % DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100 %
AP waktu Semua Kelurahan
L Laporan Capaian Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan dan Ikhtisar Realisasi
17 112.01 | 6 |Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD 5.499.960 6.050.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - -
Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
100 % f 100 %
aparatur kompetensi aparatur
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana N
) 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
. |Persentase perencanaan  Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi |,." " : o o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 0
dengan kualitas baik Kinerja Perangkat Daerah | neia yang disusun tepat | Semua Kecamatan, 1100 % 3Laporan 1100 % DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100%
waktu Semua Kelurahan
NP Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17| 1201 |7 S‘;Z';f' Kinerja Perangkat aparatur 100% 6.599.880 kompetensi aparatur 100% 7.260.000
Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
oo " 100 % S - (100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
17 1]2.02 A i Keuangan Perangkat Daerah 2.726.255.839 2.646.828.642
Jumlah Orang yang Persentase unit kerja yang |Kab. Pangandaran,
;‘ersemase Ilaporan keuangan Menerima Gaji dan menyusun laporan kinerja | Semua Kecamatan, 100 % 19 Orang/Bula 100 % PENDAPATAN ASLI Persentase [aporan_ keuangan 100 %
lengan kualitas baik . h n DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
Tunjangan ASN keuangan dengan baik Semua Kelurahan
) " . Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17 112.02 | 1 /F;gr:\‘yedlaan Gaji dan Tunjangan aparatur 100% 2.688.598.439 kompetensi aparatur 100% 2.583.996.642
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas §
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana N
) 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
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. Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub . Target Capaian Kinerja . Pentin Target Capaian Kinerja K Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Loka5|_0utput Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Dana 9 Pagu Indikatif
Kegiatan Program P Hasil Kegiatan (Rp.) Tolok Ukur Target Rp)
Jumlah Dokumen T
Persentase unit kerja yang |Kab. Pangandaran,
i
Keuangan SKPD keuangan dengan baik Semua Kelurahan
Pelaksanaan Penatausahaan dan - - -
P P Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17 11202 |3 gig%leanNenﬁka& Keuangan aparatur 100 % 25.240.400 kompetensi aparatur 100 % 37.510.000
Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
evaluasi kinerja yang berkualitas 100% evaluasi kinerja yang berkualitas 100%
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi ’
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan -
y .. |Persentase unitkerja yang |Kab. Pangandaran,
it
Keuangan Akhir Tahun keuangan dengan baik Semua Kelurahan
Koordinasi dan Penyusunan SKPD
17 112.02 | 5|Laporan Keuangan Akhir Tahun - - 10.227.000 - 12.100.000
SKPD Persentase peningkatan kompetensi 100 % Persentase peningkatan 100 %
aparatur ° kompetensi aparatur °
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan R
o Persentase unit kerja yang |Kab. Pangandaran,
it
Keuangan keuangan dengan baik Semua Kelurahan
Koordinasi dan Penyusunan Bul il
17| 1[2.02 | 7|Laporan Keuangan Bulanan/ te‘ﬁ;”g&’ggwu anan/Semes 2.190.000 2420000
Triwlanan/ Semesteran SKPD Persentase peningkatan kompetensi 100 % Persentase peningkatan 100 %
aparatur ° kompetensi aparatur °
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
17 1[2.03 Adminit i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 30.618.400 49.401.000
Jumlah Rencana Persentase barang milik Kab. Pangandaran,
s;:;szr;tiie;Iliitig:g‘lkkeuangan Kebutuhan Barang Milik daerah pada perangkat Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen {100 % Eiggﬁm;’:’;?su zsgszr:iz(;:;::g;kkeuangan 100 %
9 Daerah SKPD daerah dalam kondisi baik _|Semua Kelurahan g
Penyusunan Perencanaan Persentase peningkatan kompetensi 100 % Persentase peningkatan 100 %
17 112.03 | 1|Kebutuhan Barang Milik Daerah [aparatur ° 2.200.000 kompetensi aparatur ° 2.420.000
SKPD Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
PN . 100 % P N 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Laporan Hasil
Penilaian Barang Milik Persentase barang milik Kab. Pangandaran,
::;szr;tiiealli?;)::)a;r;kkeuangan Daerah dan Hasil daerah pada perangkat Semua Kecamatan, 100 % 1 Laporan 100 % ;iggﬁm;ﬁg?su zs;szr:iizlligs[:;kkeuangan 100 %
Koordinasi dan Penilaian B 9 Koordinasi Penilaian daerah dalam kondisi baik |Semua Kelurahan 9
17| 1|208 | 3| ooranas! dan Fenfaian Barang Barang Mili Daerah SKPD 1.100.000 1.210.000
Milik Daerah SKPD - - -
Persentase peningkatan kompetensi 100 % Persentase peningkatan 100 %
aparatur ° kompetensi aparatur ’
Persentase perencanaan dan 100% Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
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Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Kode Program/ Kegiatan/ Sub . Target Capaian Kinerja o Catatan Target Capaian Kinerja K Danal
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Loka5|_0utput Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Dana Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program P Hasil Kegiatan (Rp.) Tolok Ukur Target Rp)
Persentase sarana prasarana kantor 100% Persentase sarana prasarana 100%
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Persentase laporan keuangan Jumizh Laporan Persentase barang millk Kab. Pangandaran, PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan
dengan kualitaps baik 9 Penatausahaan Barang daerah pada perangkat Semua Kecamatan, 100 % 12 Laporan 100 % DAERAH (PAD) dengan kualit:s baik 9 100 %
9 Milik Daerah pada SKPD _|daerah dalam kondisi baik | Semua Kelurahan 9
- Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17| 1]203 | g|Feratausanaan Sarang Mk Japaratur 100% 27.318.400 kompetensi aparatur 100% 37510000
P Persentase perencanaan dan 100% Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
17 1[2.04 A i Penda Daerah Ki Perangkat Daerah 138.504.800 262.680.000
Jumlah Dokumen Persentase peningkatan Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan - . o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan
- Ketetapan Retribusi retribusi yang diterima Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen {100 % h 100 %
dengan kualitas baik Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
. - Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17| 1]2.04 | g|Penciapan Wajb Retrbusi aparatur 100% 113.046.400 kompetensi aparatur 100% 192,500,000
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumlah Laporan Persentase peningkatan | Kab. Pangandaran,
::r:szr:iiealli?:: Lzr;kkeuangan Pengelolaan Retribusi retribusi yang diterima Semua Kecamatan, |10 % 12 Dokumen {100 % ;E\ggﬁm;ﬁg)%u seefzriiz:ffsﬁkke“angan 100 %
9 Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan 9
.. |Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17 112.04 |7 E:I;g?]ran Pengelolaan Retribusi aparatur 100% 25.458.400 kompetensi aparatur 100% 33.880.000
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas 0
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
17 1[2.05 A i Kepeg Perangkat Daerah 60.147.317 567.003.900
Jumlah Paket Pakaian Persentase Administrasi  |Kab. Pangandaran,
s:rrfz:'ii?i?:: Laar;kkeuangan Dinas beserta Atribut umum Perangkat Daerah | Semua Kecamatan, 100 % 1 Paket 100 % Bi’ggzm&g;\su ;’eerrlszr:]tiizlliii::[)a;kkeuangan 100 %
9 Kelengkapan yang baik Semua Kelurahan 9
. Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17 112.05 | 2 Ezggggiizb:?f;;nqga;n a aparatur 100% 31.232.917 kompetensi aparatur 100% 32.336.600
gKapannya I persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumiah Dokumen Hasil Persentase Administrasi  [Kab. Pangandaran
Persentase laporan keuangan Koordinasi dan umum Peranakat Daerah Serﬁua Kgcamatany 100 % 12 Dokumen 1100 % PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 100 %
dengan kualitas baik Pelaksanaaan Sistem ana baik 9 Semua Kelurahan | ’ ’ DAERAH (PAD) dengan kualitas baik ’
Informasi Kepegawaian yang
Koordinasi dan Pelaksanaan Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17 1]2.05 | 4 Sistem Informasi Kepegawaian | aparatur 100 % 28.914.400 kompetensi aparatur 100 % 43.318.000
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi §
17 1(2.06 Admini: i Umum Perangkat Daerah 481.299.051 538.343.919
Penyediaan Komponen Instalasi Persentase laporan keuangan f:srgr;:rlil;tergk}fsg:gzﬁnan Cakupan Administrasi Kab. Pangandaran, PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan
171|206 | 1|ListikPenerangan Bangunan | = 221488 PSR (CHanG B K O eranoat Doarahy | Semua Kecamatan, 100 % 1 Paket 100 % 1,561,967 | aceat dAD At L) 1720620
Kantor lengan kualitas bai angunan Kantor yang mum Perangkat Daerah | = han (PAD) lengan kualitas bai
Disediakan
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Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Kode Program/ Kegiatan/ Sub . Target Capaian Kinerja o Catatan Target Capaian Kinerja K Danal
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Loka5|_0utput Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Dana Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program P Hasil Kegiatan (Rp.) Tolok Ukur Target Rp)
Persentase peningkatan kompetensi 100% Persentase peningkatan 100%
aparatur ° kompetensi aparatur °
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100% Persentase sarana prasarana 100%
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumlah Paket Peralatan . . Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan dan Perlengkapan Kantor Cakupan Administrasi Semua Kecamatan 100 % 1 Paket 100 % PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 100 %
dengan kualitas baik yang Disediakan Umum Perangkat Daerah Semua Kelurahan ’ DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
. Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17| 1]206 | 2|pervedaan Peraaian dan aparatur 100% 72.557.821 kompetensi aparatur 100% 79.814.020
gKap Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Persentase laporan keuangan ‘Fj{lmzp _Pr:rl:et zer;ar:atan Cakupan Administrasi ézzuzalzgigﬁrti? 100 % 1 Paket 100 % PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 100%
dengan kualitas baik Disediakan 9ga yang Umum Perangkat Daerah oo = oo et ° ° DAERAH (PAD) dengan kualitas baik °
. Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17| 1206 |3 ?;:]‘yeg'aa” Peralatan Rumah | aratur 100% 17.802479 kompetensi aparatur 100% 19.965.000
99 Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi 0
Persentase laporan keuangan ‘élggzg nP:::tPBe?]rgagagn daan Cakupan Administrasi g:%uzaﬁgzgﬁggr‘]’ 100 % 1 Paket 100 % PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 100 %
dengan kualitas baik yang Disediakan Umum Perangkat Daerah Semua Kelurahan ! DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
. Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17 1/2.06 gzgyegﬁ(?:agarang Cetakan dan aparatur 100% 52.662.170 kompetensi aparatur 100% 57.928.750
99 Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumlah Dokumen Bahan Kab. Pangandaran
Persentase laporan keuangan Bacaan dan Peraturan Cakupan Administrasi . ’ o o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 0
dengan kualitas baik Perundang-Undangan Umum Perangkat Daerah g:gﬂ: EZ&:;;”‘ 100% 120 Dokumen 100 % DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100%
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan | Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
7 1206 Peraturan Perundang-undangan |aparatur 100% 13.464.000 kompetensi aparatur 100% 15.013.680
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Persentase laporan keuangan ‘él;:;r;“ﬂp:tgal an Cakupan Administrasi gz%uza}zgig:j:;g;’ 100 % 1 Paket 100 % PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 100 %
dengan kualitas baik Disedtaen oo Umum Perangkat Daerah | <°TH8 | SFeniZ ot o o DAERAH (PAD) dengan kualitas baik o
Persentase peningkatan kompetensi 100 % Persentase peningkatan 100 %
17 1/2.06 | 7|Penyediaan Bahan/Material aparatur ° 8.893.314 kompetensi aparatur ’ 9.982.500
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi ’
Persentase laporan keuangan Jumlah Laporan Fasilitasi ~ [Cakupan Administrasi Kab. Pangandaran, PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan
17 112.06 | 8|Fasilitasi Kunjungan Tamu - ; ] Semua Kecamatan, 100 % 12 Laporan (100 % 12.091.000 ) ; 100 % 13.310.000
dengan kualitas baik Kunjungan Tamu Umum Perangkat Daerah Semua Kelurahan DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
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Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
; Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub . Target Capaian Kinerja . Penting Target Capaian Kinerja K Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Loka5|_0utput Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Dana Pagu Indikatif
Kegiatan Program P Hasil Kegiatan (Rp.) Tolok Ukur Target Rp)
Persentase peningkatan kompetensi 100% Persentase_ peningkatan 100%
aparatur kompetensi aparatur
Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan
e " 100 % A - (100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana o
) 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Laporan
. . Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan Penyelenggaraan Rapat | Cakupan Administrasi o o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan o
N v . Semua Kecamatan, 100 % 120 Laporan {100 % . 100 %
dengan kualitas baik Koordinasi dan Konsultasi |Umum Perangkat Daerah Semua Kelurahan DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
SKPD
Penyelenggaraan Rapat Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
7 11206 Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |aparatur 100% 260.773.500 kompetensi aparatur 100% 262655.549
Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
o " 100 % S - (100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100%
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumlah Dokumen - Kab. Pangandaran
Persentase laporan keuangan . Cakupan Administrasi N PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan
. . Penatausahaan Arsip Semua Kecamatan, 100 % 12 Dokumen |100 % . h 100 %
dengan kualitas baik Dinamis pada SKPD Umum Perangkat Daerah Semua Kelurahan DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
- Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17 1/2.06 (1) P:g:tg;;a;)haan Arsip Dinamis aparatur 100% 20.982.400 kompetensi aparatur 100 % 25.000.000
P Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas 0
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana o
} 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Dokumen
Dukungan Pelaksanaan . . Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan 8 : Cakupan Administrasi o o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan o
dengan kualitas baik Sistem ‘Pemermtalhan Umum Perangkat Daerah Semua Kecamatan, 100% 1 Dokumen 1100 % DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100%
Berbasis Elektronik pada Semua Kelurahan
Dukungan Pelak ) Sistem SKPD
17 1/2.06 Pemerintahan Berbasis Elektronik | Persentase peningkatan kompetensi 100 % 20.510.400 Persentase peningkatan 100 % 26.353.800
pada SKPD aparatur i kompetensi aparatur °
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas 0
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana N
) 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
17 1]2.07 P laan Barang Milik Daerah P Urusan Pemerintah Daerah 457.346.800 495.182.700
Jumlah Unit Kendaraan
N Persentase pengadaan Kab. Pangandaran,
Persentase Ilaporar) keuangan Perorangan anas atau Barang Millk Daerah yang | Semua Kecamatan, 100% 1 Unit 100% PENDAPATAN ASLI Persentase Igporaq keuangan 100 %
dengan kualitas baik Kendaraan Dinas Jabatan h DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
yang Disediakan terealisasi Semua Kelurahan
Pengadaan Kendaraan - - _
17| 1]207 | 1|Perorangan Dinas atau :e;fz{‘l}fse peningkatan kompetensi 100 % 61.200.000 E;fegtt:: zer;'rr;fﬁf‘a” 100 % 70.262.700
Kendaraan Dinas Jabatan p P p
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana N
) 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Unit Kendaraan Persentase pengadaan Kab. Pangandaran,
Persentase I.aporar) keuangan Dinas Operasional atau Barang Milik Daerah yang  [Semua Kecamatan, 100 % 2 Unit 100 % PENDAPATAN ASLI Persentase '?‘p°“”? keuangan 100 %
dengan kualitas baik A o DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
Penqadaan Kend Di Lapangan yang Disediakan | terealisasi Semua Kelurahan
17 1(2.07 engadaan fiendaraan Linas Persentase peningkatan kompetensi o 66.998.000 Persentase peningkatan o 84.700.000
Operasional atau Lapangan 100 % ! 100 %
aparatur kompetensi aparatur
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
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Urusan/ Bidang U / Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
g Lrusan — Catatan —
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Outout Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Penting Target Capaian Kinerja K Danal
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan v Keluaran Sub S g Sumber Dana Pagu Indikatif
Kegiatan Program P Hasil Kegiatan (Rp.) Tolok Ukur Target Rp)
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana o
; 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Persentase pengadaan Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan Jumlah Paket Mebel yang L o . o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan o
dengan kualitas baik Disediakan Barang Milk Daerah yang  |Semua Kecamatan, 1100 % 7 Unit 100 % DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100%
terealisasi Semua Kelurahan
Persentase peningkatan kompetensi 100 % Persentase peningkatan 100 %
17| 1]2.07 | 5|Pengadaan Mebel aparatur ; 25.275.600 kompetensi aparatur ; 30.000.000
Persentase perencanaan dan 100% Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor Persentase sarana prasarana o
; 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Unit Peralatan dan [Persentase pengadaan Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan o i~ o ; o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan o
dengan kualitas baik Mlesml Lainnya yang Barang M!|Ik Daerah yang [Semua Kecamatan, 100 % 12 Unit 100 % DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100 %
Disediakan terealisasi Semua Kelurahan
. |Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17| 1|20 f:irr‘]%a‘;aa” Peralatan dan Mesin |, arayr 100% 163.873.200 kompetensi aparatur 100% 165.000.000
Y Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
AR " 100 % A - (100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumlah Unit Gedung Persentase pengadaan Kab. Pangandaran,
ssgsz:tiiealliz): Laarilkkeuangan Kantor atau Bangunan Barang Milik Daerah yang  |Semua Kecamatan, 100 % 2 Unit 100 % Ei’ggﬁm;ﬁg)l\su S:Ir]szr:]tiizllﬁlssg;kkeuangan 100 %
9 Lainnya yang Disediakan _|terealisasi Semua Kelurahan 9
Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17 1(2.07 gzzgﬁgginljﬁgugg Kantor atau aparatur 100% 140.000.000 kompetensi aparatur 100 % 145.200.000
9 y Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana o
) 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
17 1[2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 193.631.720 213.255.482
Jumlah Laporan Persentase jasa penunjang |Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan . N o o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan o
dengan kualitas baik Penyediaan Jasa Surat urusan pemerintahan yang |Semua Kecamatan, 100 % 12 Laporan  |100 % DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100 %
Menyurat disediaka Semua Kelurahan
Persentase peningkatan kompetensi 100 % Persentase peningkatan 100 %
17 112.08 | 1|Penyediaan Jasa Surat Menyurat |aparatur ° 4.102.000 kompetensi aparatur ° 4.538.710
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi ’
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Persentase jasa penunjang |Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan I - o o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 0
dengan kualitas baik KpmumkelasL‘ Sumber Daya urusan pemerintahan yang |Semua Kecamatan, 100 % 24 Laporan 100 % DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100 %
Air dan Listrik yang disediaka Semua Kelurahan
Penyediaan Jasa Komunikasi Disediakan
17 112.08 | 2 N A Persentase peningkatan kompetensi o 66.587.520 Persentase peningkatan o 73.471.200
Sumber Daya Air dan Listrik aparatur 100 % kompetensi aparatur 100 %
Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
AN - 100 % A - |100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana N
. 100 % h 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Laporan . )
) h Persentase jasa penunjang |Kab. Pangandaran,
Penyediaan Jasa Pelayanan Persentase laporan keuangan Penyediaan Jasa N o o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan o
17 112.08 | 4 Umum Kantor dengan kualitas baik Pelayanan Umum Kantor urusan pemerintahan yang |Semua Kecamatan, 100 % 12 Laporan (100 % 122.942.200 DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100 % 135.245.572
A disediaka Semua Kelurahan
yang Disediakan
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Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
; Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub . Target Capaian Kinerja . Penting Target Capaian Kinerja K Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Loka5|_0utput Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Dana Pagu Indikatif
Kegiatan Program P Hasil Kegiatan (Rp.) Tolok Ukur Target Rp)
Persentase peningkatan kompetensi 100% Persentase peningkatan 100%
aparatur ° kompetensi aparatur °
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100% Persentase sarana prasarana 100%
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
2| 17 1[2.09 Pemelit Barang Milik Daerah P Urusan Pemerintahan Daerah 170.600.615 191.672.470
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau Persentase jasa penunjang |Kab. Pangandaran,
Persentase I_aporan keuangan Kendaraan Dinas Jabatan |urusan pemerintahan yang |Semua Kecamatan, 100 % 1 Unit 100 % PENDAPATAN ASLI Persentase Iaporan_ keuangan 100 %
dengan kualitas baik yang Dipelinara dan disediaka Semua Kelurahan DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, and .
N . © dibayarkan Pajaknya
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak - n -
21 17 112.09 | 1 Kendaraan Perorangan Dinas Persentase peningkatan kompetensi 100 % 49.825.000 Persentase peningkatan 100 % 54.815.420
ngan Ui aparatur ° kompetensi aparatur °
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Persentase jasa penunjang |Kab. Pangandaran,
Persentase I_aporan keuangan Lapangan yang Dipelihara |urusan pemerintahan yang |Semua Kecamatan, 100 % 7 Unit 100 % PENDAPATAN ASLI Persentase 'ap"'a’? keuangan 100 %
dengan kualitas baik dan dibayarkan Pajak dan | disediaka Semua Kelurahan DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perizinannya
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan - - -
21 17 112,09 | 2| °7¢ . Persentase peningkatan kompetensi 98.003.500 Persentase peningkatan o 107.811.000
Perlzma_m Kendaraan Dinas aparatur 100 % kompetensi aparatur 100 %
Operasional atau Lapangan
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumlah Peralatan dan Persentase jasa penunjang |Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan . : o . o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 0
dengan kualitas baik 'g;i'l’i‘h:;””ya yang gir::jigf:me””’aha” yang 22232 ﬁgﬁi?ﬁ;ﬁ” 100% 10 Unit 100% DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100%
) Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
2| 17| 1]200 m:ii"[‘:if:"apera'ata” dan | aparatur 100% 16.500.000 kompetensi aparatur 100% 18.150.000
y Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumlah Gedung Kantor dan | Persentase jasa penunjang |Kab. Pangandaran,
Persentase '.a°°”"? keuangan Bangunan Lain%ya yang |urusan pemJerim:han yJangg Semua Kgcamatan 100 % 1 Unit 100 % PENDAPATAN ASLI Persentase Igporaq keuangan 100 %
dengan kualitas baik DipeliharalDirehabilitasi | disediaka Semua Kelurahan DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase peningkatan kompetensi 100 % Persentase peningkatan 100 %
21 17 112.09 | 9|{Gedung Kantor dan Bangunan aparatur ° 6.272.115 kompetensi aparatur ° 6.903.050
Lainnya Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
2| 17 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 199.939.440 255.000.000
2| 17 3]2.01 Pemeriksaan dan Peng Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keangg ya dalam Daerah Kabu | Kota 199.939.440 255.000.000
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. Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub . Target Capaian Kinerja . i Target Capaian Kinerja K Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Dana Penting Pagu Indikatif
P 9 9 9 Kegiatan Program P Hasil Kegiatan (Rp.) Tolok Ukur Target 9 Rp)
Jumlah Koperasi yang
Pengawasan Kekuatan, Telah Dilakukan
N Pengawasan Kekuatan, .
Kesehatan, Kemandirian, Kesehatan, Kemandirian Jumlah koperasi yang Kab. Pangandaran, PENDAPATAN ASLI
17 3]2.01 | 1|Ketangguhan, serta Akuntabilitas |Persentase Koperasi yang patuh Ketan uhén serta " |patuh terhadap peraturan | Semua Kecamatan, 50,68 % 40 Unit Usaha |37 Koperasi 199.939.440 DAERAH (PAD) Persentase Koperasi yang patuh |50,68 % 200.000.000
Koperasi Kewenangan ggunan, . perundang-undangan Semua Kelurahan
Akuntabilitas Koperasi
Kabupaten/Kota Ke
ewenangan
Kabupaten/Kota
17 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 79.999.660 80.000.000
17 5(2.01 Pendidikan dan Latihan Perkop Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabug /Kota 79.999.660 80.000.000
Peningkatan Pemahaman dan
17 502,01 Pengetahuan Perkoperasian serta | Persentase Peningkatan SDM \l{/:]emmlzrr]m:rr?i,\ggr?ggtahuan iggelf:sisszngpfnne%?:;Eat gz%uzaggzggg; r:] 359% 25 orang 25 Pengelola 79.999.660 PENDAPATAN ASLI Persentase Peningkatan SDM 35% 80.000.000
Ezng;t:is dan Kompetensi SDM | Pengelola Koperasi bersertifikat Perkoperasian kapasitasnya Semua Kelurahan Koperasi DAERAH (PAD) Pengelola Koperasi bersertifikat
17 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 199.999.904 200.000.000
17 6/2.01 Pemberdayaan dan Perlind Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab [Kota 199.999.904 200.000.000
Pemberdayaan Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah,
Akses Pasar, Akses Pembiayaan .
g ’ Jumlah SDM yang Jumlah koperasi yang Kab. Pangandaran,
17| 6|2.01 | 1|Fenguatan Kelembagaan, Persentase Pertumbuhan Volume | jo - ohami Pengetahuan | meningkat volume Semua Kecamatan,  |5% 1020rang |18 Koperasi 199.999.904 | PENDAPATAN ASLI Persentase Pertumbuhan 5% 200.000.000
Penataan Manajemen, Usaha UKM dan Kewirausahaan |usahanya (Koperasi) Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Volume Usaha
Standarisasi, dan Restrukturisasi Y P
Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
17 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 709.401.780 795.000.000
17 7/2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendat Kemitraan, K lahan Perizinan, P Kelemt dan Koordinasi dengan Para P ku Ki 709.401.780 795.000.000
Jumlah Unit Usaha yang
Produktif, Bernilai Tambah,
Memiliki Akses Pasar,
Akses Pembiayaan, Kab. Pangandaran
Pendataan Potensi dan Persentase pertumbuhan wirausaha  |Penguatan Kelembagaan, ] . ’ o 20000 Unit 1000 Wirausah PENDAPATAN ASLI Persentase pertumbuhan o
7 71201 Pengembangan Usaha Mikro baru Penataan Manajemen, Jumizh wirausaha baru Semua Kecamatan, 15% Usaha aBaru 252603200 DAERAH (PAD) wirausaha baru 15% 260.000.000
s Semua Kelurahan
Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
- ; Jumlah Unit Usaha yang Kab. Pangandaran, ) )
17| 7]201 | 2|femoentayoan MelaluiKemitoan | Porsentase pertumbuhan WIausaha | teiah ielaksanakan  |Jumiah wirausahabaru — |Semua Kecamtan, |15 % LhopoUnit 11000 Wirausah | 288 337 180 Ei’;gﬁm&g)’\su Persentase pertubuhan 15% 310.000.000
Kemitraan Usaha Mikro Semua Kelurahan
- . . Jumlah Usaha Mikro yang Kab. Pangandaran, . .
17 71201 | 3 LFJa5|I|ta5| _Kemudahan Perizinan | Persentase pertumbuhan wirausaha Telah Mendapatkan Jumlah wirausaha baru Semua Kecamatan, 15% 4000 Unit 1000 Wirausah 50.915.000 PENDAPATAN ASLI P_ersentase pertumbuhan 15% 60.000.000
saha Mikro baru - Usaha aBaru DAERAH (PAD) wirausaha baru
Perizinan Semua Kelurahan
Jumlah Unit Usaha yang
Pemberdayaan Kelembagaan ) Telah Menerima Kab. Pangandaran, . )
17| 7[201 | 4|Potensidan Pengembangan | oroentase PertumOuaN WIAUSENa | pernpingn gan Jumlah wirausahabaru | Semua Kecamatan, |15 % (hobnit 11000 Wirausah | 10g 546 400 Ei’;gﬁm&g)’\su Persentase pertubuhan 15% 110.000.000
Usaha Mikro Pendampingan Terhadap Semua Kelurahan
Usaha Mikro
17/ 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.185.659.380 2.200.000.000
17]  8[2.01 P bangan Usaha Mikro dengan Orientasi P Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.185.659.380 2.200.000.000
Fasiltasi Usaha Mikro Menjadi Jumiah Unit Usaha Mikro
Usaha Kecil dalam yang Terfasiltasi dalam Kab. Pangandaran.
17 8[2.01 | 1|Pengembangan Produksi dan Per;entase usaha mikro yang Pengembangan Produksi  |Jumlah usaha mlkro yang Semua Kecamatan, 0.1% 100 Unit 100 Pela!(u 1.185.659.380 PENDAPATAN ASLI Persgntase usaha mikro yang 0.1% 2.200.000.000
meningkat omsetnya dan Pengolahan, omsetnya meningkat Usaha Usaha Mikro DAERAH (PAD) meningkat omsetnya
Pengolahan, Pemasaran, SDM, Semua Kelurahan
) 8 Pemasaran, SDM, serta
serta Desain dan Teknologi . .
Desain dan Teknologi
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. Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Catatan
Kode Prograrr&lel;(ieagtiaa:lanl Sub Cansianp o Sub Kodiat il Kociat Lokasi Output Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumbor D Penting Target Capaian Kinerja K ] Da_na/
apaian Program eluaran Sub Kegiatan asil Kegiatan Kegiatan Program Kellluar_ar: Sub Hasil Kegiatan (Rp) umber Dana Tolok Ukur Target Pagu“!{r:]d)lkatlf
Bantuan Keuangan
Khusus dari
Pemerintah Provinsi
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.038.618.432 2.238.700.000
3 30 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 622.998.640 930.000.000
3] 30| 3[2.01 Pemtk dan Pengelolaan Sarana Distribusi P 518.789.960 830.000.000
" o Persentase sarana distribusi ... |Jumlah sarana distribusi Kab. Pangandaran, Persentase sarana distribusi
3| 30 3]12.01 Penyediaan Sarana Distribusi perdagangan yang dibangun dan Jumiah Sarana Distribusi perdagangan yang Semua Kecamatan, 26,92 % 1 unit 1 Unit 518.789.960 PENDAPATAN ASLI perdagangan yang dibangun 26,92 % 770.000.000
Perdagangan vitalicogi Perdagangan ) AT DAERAH (PAD) AN
direvitalisasi dibangun dan direvitalisasi | Semua Kelurahan dan direvitalisasi
3| 30 3]2.02 Pembi Terhadap P lola Sarana Distribusi Perd: Masyarakat di Wilayah Kerjanya 104.208.680 100.000.000
Jumiah Dokumen Hasil Jumlah pengelola sarana
Pembinaan dan Pengendalian Persentase sarana distribusi Pembinaan dan distribusFi) e? dagangan Kab. Pangandaran, PENDAPATAN ASLI Persentase sarana distribusi
3] 30 3]2.02 | 1|Pengelola Sarana Distribusi perdagangan yang dibangun dan Pengendalian kepada an men?n ka? 9 Semua Kecamatan, 26,92 % 1 Dokumen |75 Orang 49.208.800 DAERAH (PAD) perdagangan yang dibangun 26,92 % 50.000.000
Perdagangan direvitalisasi Pengelola Sarana )kla gsitasn g (Orang) Semua Kelurahan dan direvitalisasi
Distribusi Perdagangan P Y 9
Jumlah Dokumen Hasil
AT . Jumlah pengelola sarana R
Persentase sarana distribusi Pembinaan dan o Kab. Pangandaran, Persentase sarana distribusi
3| 30 3|2.02 Egmperqayaan Pengelola Sarana perdagangan yang dibangun dan Pengendalian kepada distribusi perdagangan Semua Kecamatan, 26,92 % 1 Dokumen |75 Orang 54.999.880 PENDAPATAN ASLI perdagangan yang dibangun 26,92 % 50.000.000
istribusi Perdagangan oo Y yang meningkat DAERAH (PAD) N ]
direvitalisasi Pengelola Sarana . Semua Kelurahan dan direvitalisasi
A kapasitasnya (Orang)
Distribusi Perdagangan
3 30 4 PROGRAM STABILISAS| HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 160.799.852 645.000.000
3| 30 412.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabug | Kota 56.880.752 195.000.000
Jumlah Laporan Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase barang kebutuhan pokok dan Sinkronisasi ;ﬂngirsg?azzb:e'ﬁzﬁ; Kab. Pangandaran. Persentase barang kebutuhan
3l 30 4|2.01 Ketersediaan Barang Kebutuhan d ) Ketersediaan Barang o . ’ o PENDAPATAN ASLI ’ o
i g lan barang penting yang harganya yang terjamin Semua Kecamatan, 66,67 % 4 Laporan 18 Barang 56.880.752 pokok dan barang penting yang (66,67 % 65.000.000
Pokok dan Barang Penting di h Kebutuhan Pokok dan ; DAERAH (PAD) :
N stabil T ketersediannya (barang Semua Kelurahan harganya stabil
Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Barang Penting di Tingkat okok dan penting)
Agen dan Pasar Rakyat P penting
3| 30 412.02 P Jalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabug IKota 103.919.100 400.000.000
Jumlah Laporan
Pemantauan Harga dan Stok Pemantauan Harga dan
Barang Kebutuhan Pokok dan Persentase barang kebutuhan pokok | Stok Barang Kebutuhan 'J:%T(l)ih dgirggga’:eb;;mﬁn Kab. Pangandaran, PENDAPATAN ASLI Persentase barang kebutuhan
3] 30 412.02 | 1|Barang Penting pada Pelaku dan barang penting yang harganya | Pokok dan Barang Penting ang 9" |Semua Kecamatan, 66,67 % 4 Laporan 21 Barang 74.988.600 pokok dan barang penting yang 66,67 % 75.000.000
B ; yang terkendali harga dan DAERAH (PAD) ;
Usaha Distribusi Barang dalam 1 | stabil pada Pelaku Usaha stoknya (Barang Pokok) Semua Kelurahan harganya stabil
(Satu) Kabupaten/Kota Distribusi Barang dalam 1 ¥ 9
(Satu) Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Operasi Pasar Pelaksanaan Operasi Jumlah Barang Kebutuhan
3| 30| 4|20z | 3|Regulerdan PasarKhusus yang 52?5252?3 ESLTE% kyzt::gl:mg?ga%?k Pesar Regulerdan Pasar _[Pokok dan Barang Penting (€20 DROI0Ren | o, Laporan |21 Barang 28930.500 |FENDAPATAN ASLI Eﬁ&iﬁ”&iﬁ%’ﬁéﬁg"pﬁﬁﬁtgCiﬁg 66,67 % 75.000.000
: Berdampak dalam 1 (Satu) . Khusus yang Berdampak |yang terkendali harga dan ! ! DR DAERAH (PAD) y ’ A
stabil Semua Kelurahan harganya stabil
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) stoknya (Barang Pokok)
Kabupaten/Kota
3] 30 5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 49.882.000 169.500.000
3| 30 5/2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabup IKota 49.882.000 169.500.000
Jumlah Pelaku Usaha yang |Jumlah Produk Ekspor Kab. Pangandaran, . -
3| 30 5|2.01 | 2|Pameran Dagang Nasional Persentase peningkatan nilai ekspor | Difasilitasi dalam Pameran Unggulan yang meningkat |Semua Kecamatan, 12% 2 Pellaku 3 Produk 49.882.000 PENDAPATAN ASLI Persentase peningkatan nilai 12% 50.000.000
A Usaha DAERAH (PAD) ekspor
Dagang penjualannya (Produk) Semua Kelurahan
3] 30 6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 111.348.440 315.000.000
3| 30 6]2.01 Pelak Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan P 111.348.440 315.000.000
Pelaksanaan Metrologi Legal Token At Trmbang.dan|Jumiah UTTP yangdiera, |Kab. Pangandaran PENDAPATAN ASLI Persentase UTTP yang tertib
3| 30| 6[201 911698l | persentase UTTP yang tertib ukur . 9. tera ulang, dan diawasi | Semua Kecamatan, 52,56 % 2100Unit  [2100 Unit 111.348 440 yang 52,56 % 210.000.000
Berupa Tera, Tera Ulang Alat Perlengkapan Ditera Uni S Kelurah DAERAH (PAD) ukur
Ulang (Unit) emua Kelurahan
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Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
'9 — Catatan —
Kode Program/ Kegiatan/ Sub . Target Capaian Kinerja . Penting Target Capaian Kinerja K Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Loka5|_0utput Keluaran Sub . . Pagu Indikatif Sumber Dana Pagu Indikatif
Kegiatan Program P Hasil Kegiatan (Rp.) Tolok Ukur Target Rp)
30 7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 93.589.500 155.000.000
30 7/2.01 Pelal Promosi, P dan P K Penggunaan Produk Dalam Negeri 93.589.500 155.000.000
Jumlah UMKM yang
Pelaksanaan Promosi Melaksanakan Promosi Jumlah produk lokal yang  |Kab. Pangandaran,
30|  7]201 | 1|Penggunaan Produk Dalam Pers.e”tkaste p“’dfk lokal yang Penggunaan Produk Dalam |meningkat omsetnya Semua Kecamatan, |15 % 5 UMKM 3Buah 19.996.500 ;i’égﬁ?;ﬁg ASLI Pe’s,e”fste p'°dfk lokalyang | g 20.000.000
Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota meningkat omsetnya Negeri di Tingkat (Buah) Semua Kelurahan (PAD) meningkat omsetnya
Kabupaten/Kota
Jumlah UMKM yang
Melakukan Pemasaran
Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negeri Jumlah produk lokal yang  |Kab. Pangandaran,
30| 7|201 | 2|Penggunaan Produk Dalam ~|Perserntase produk lokalyang Melalui Kemitraan dengan | meningkat omsetnya Semua Kecamatan,  |1,5% SUMKM  |3Buah 49.933.000 Eiggﬁﬁ“;ﬁg)’*s“ Perseniase produk akal yang 154, 55.000.000
Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota eningkat omseinya Retail, Marketplace, (Buah) Semua Kelurahan ( eningkat omsetnya
Perhotelan dan Jasa
Akomodasi
. . . Jumlah Data dan Informasi |Jumlah produk lokal yang  |Kab. Pangandaran,
30| 7]201 ::ff}gr'”m%kjtgz j:;’:g‘ii” Jaringan ii'ﬁﬁgf;i‘?;ﬁifnkyfka' yang ISistem dan Jaringan meningkat omsetnya Semua Kecamatan, |15 % 1Dokumen |3 Buah 23.660.000 Biggﬁm;ﬁg)““ ;eefif]zf:teoﬁgggt‘r:‘yfka' yang 450, 80.000.000
nformasi Perdagangan (Buah) Semua Kelurahan
kil URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 809.558.970 1.017.212.073
3 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 595.580.970 697.500.000
3 2(2.01 Peny dan Evaluasi R Pemb Industri Kab [Kota 595.580.970 697.500.000
Terlaksananya Kegiatan
Penyusunan Rencanal Persentase Pengembangan Industri | Jumlah Dokumen Rencana |Penyusunan dan Evaluasi Kab. Pangandaran, o o PENDAPATAN ASLI Persentase Pengembangan o
3 21201 11 Ezgf:;gﬁ?:;;ndusm yang Ditangani Pembangunan Industri Rencana Pembangunan ::mﬁ: ﬁ:ﬁﬁ;ﬂ;:n' 60% 1 Dokumen 160 % 150.000.000 DAERAH (PAD) Industri yang Ditangani 60% 22.000.000
Industri Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil .
31 2l201 |3 golor: inasi, Sigkrogisasi, dan Persentase Pengembangan Industri goordirllaksi, Sinkronisasi, ;ﬂ;ﬁ::z:y:;:e&zﬁgg gab PaEgandar{an, 0% 16 Dok 60°% 74.950.250 PENDAPATAN ASLI Persentase Pengembangan 60 % 150.000.000
: Se aksanaan remoangunan yang Ditangani an pelaksanaan Rencana Pembangunan ermua recamatan, 0 okumen 0 DA DAERAH (PAD) Industri yang Ditangani ° R
umber Daya Industri Pembangunan Sumber Industri Semua Kelurahan
Dava Industri ndustri Kabupaten/Kota
)k
. ‘}J(%Erlz;aDsoikgmipo:izz"si Terlaksananya Kegiatan Kab. Pangandaran
Persentase Pengembangan Industri dan Pelakéanaan ' |Penyusunan dan Evaluasi Sen;ua Kecamatan' 60 % 21 Dokumen |60 % PENDAPATAN ASLI Persentase Pengembangan 60%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan yang Ditangani Pembangunan Sarana dan Rencana Pembangunan Semua Kelurahan ’ DAERAH (PAD) Industri yang Ditangani
31 2|2.01 | 4|Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Industri Industri Kabupaten/Kota 130.630.720 85.000.000
Sarana dan Prasarana Industri
Bantuan Keuangan
Khusus dari
Pemerintah Provinsi
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi, | Terlaksananya Kegiatan Kab. Pangandaran
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Persentase Pengembangan Industri  [dan Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Sen;ua Kecamatan' 60 % 20 Dokumen |60 % PENDAPATAN ASLI Persentase Pengembangan 60%
31 212,01 Pelaksanaan Pemberdayaan yang Ditangani Pemberdayaan Industri Rencana Pembangunan Semua Kelurahan ’ 240.000.000 DAERAH (PAD) Industri yang Ditangani 300.000.000
: Industri dan Peran Serta dan Peran Serta Industri Kabupaten/Kota DA DA
Masyarakat Masyarakat
DBH Cukai Hasil
Tembakau (CHT)
3 3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 70.000.000 90.000.000
3 3]2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUl), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) K gan Kabuy [Kota 70.000.000 90.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Jumlah Dokumen Hasil
Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Fasilitasi Verifikasi Teknis
Kewenapgan Kabupatgn/Ko!a ) N Pemenuhan Kese;uaian Dievaluasinya Pelaksanaan |Kab. Pangandaran N
31 3l201 aala‘m Sistem Informasi Industri | Persentase Industri Kgcﬂ dan Per_syaratan Teknis Rencana Pembangunan Semua Kecamatan, 100% 25 Dokumen |25 Dokumen 35.000.000 PENDAPATAN ASLI Persentase Industri K(_et:ll dan 100% 40.000.000
asional (SlINas) yang menengah yang berizin Perizinan Berusaha Sektor | X DAERAH (PAD) menengah yang berizin
Terintegrasi dengan Sistem Industri dan/atau dalam ndustr Semua Kelurahan
g g
Pelayanan Perizinan Berusaha rangka Perluasan Usaha
Terintegrasi Secara Elektronik untuk Bidang Usaha
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 81

Kabupaten Pangandaran




Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

. Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub ) Target Capaian Kinerja L Penting Target Capaian Kinerja K Danal
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Loka5|_0utput Keluaran Sub . . Pagu Indikatif Sumber Dana Pagu Indikatif
Kegiatan Program P Hasil Kegiatan (Rp.) Tolok Ukur Target Rp)
dengan Risiko Usaha
Menengah-Tinggi dan
Tinggi, Melalui SlINas yang
Terintegrasi dengan Sistem
088
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Koordinasi dan Sinkronisasi Perlzmap d Bldanq Ilndustn
Pengawasan Perizinan di Bidang P tase Industri Kecil d aalarr]n %IILQK?F_) F;,e”.z'.”‘"‘” Dievaluasinya Pelaksanaan |Kab. Pangandaran, PENDAPATAN ASLI P tase Industri Kedil d
31| 3[201 | 2|Industi dalam Lingkup IUL, IPUI, | %1557 52 PES 78 GAn Penasn Usaha indiet | Rencana Pembangunan | Semua Kecamatan, |100 % 25 Dokumen |25 Dokumen 36.000000| o oA o e boriy [ 100% 50.000.000
IUKI dan IPKI Kewenangan enengan yang be Pe uasan sana ndusirl, g et Semua Kelurahan (PAD) enengan yang be
Kabupaten/ Kota erlzma_n_Kawasan Industri
dan Perizinan Perluasan
Kawasan Industri
Kewenangan
Kabupaten/Kota
3] 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 143.978.000 229.712.073
31 4]2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI K Kabup [Kota 143.978.000 229.712.073
Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Pengumpulan, Fasilitasi Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan dan Analisis
Industri, Data Kawasan Industri | Persentase Jumlah Data Informasi | Data Industri, Data Tersedianya fasilitasi IKM | Kab. Pangandaran, PENDAPATAN ASLI Persentase Jumlah Data
31 412.01 | 1|serta Data Lain Lingkup Industri Kabupaten Pangandaran Kawasan Industri serta dalam memperoleh Semua Kecamatan, 20% 6 Dokumen |20 Data 124.000.000 DAERAH (PAD Informasi Industri Kabupaten 20% 139.000.000
Kabupaten/Kota Melalui Sistem | yang diiformasikan Data Lain Lingkup perizinan (IU1) Semua Kelurahan (PAD) Pangandaran yang diiformasikan
Informasi Industri Nasional Kabupaten/Kota Melalui
(SlINas) Sistem Informasi Industri
Nasional (SlINas)
Jumlah Dokumen Hasil
Diseminasi, Publikasi Data Persentase Jumlah Data Informasi [ Diseminasi dan Publikasi | Tersedianya fasilitasi IKM |Kab. Pangandaran, PENDAPATAN ASLI Persentase Jumlah Data
31 412.01 | 2|Informasi dan Analisa Industri Industri Kabupaten Pangandaran Data Informasi dan Analisis |dalam memperoleh Semua Kecamatan, 20% 3 Dokumen (20 Data 19.978.000 DAERAH (PAD) Informasi Industri Kabupaten 20% 30.212.073
Kabupaten/Kota Melalui SlINas  |yang diiformasikan Industri Kabupaten/Kota  |perizinan (IUI) Semua Kelurahan Pangandaran yang diiformasikan
Melalui SlINas
TOTAL| 8.535.481.708 12.020.570.186
Sumber: Hasil Analisis, 2022
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RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis
daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah

kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah
adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat
daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil
(outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah
Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk
mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi
pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan
pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan
kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan
pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah

dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh
perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah
Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024. Penyajian program dan kegiatan
dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang

menjadi kewenangan.
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2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN MENENGAH

2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Masukan : Jumlah Dana Rp 32.999.920
Keluaran :Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3
Dokumen
2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Masukan : Jumlah Dana Rp 2.199.960
Keluaran :Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD1
Dokumen
2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Masukan : Jumlah Dana Rp 2.199.960
Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD 1 Dokumen
2.17.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Masukan : Jumlah Dana Rp 2.199.960
Keluaran :Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1
Dokumen
2.17.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Masukan : Jumlah Dana Rp 2.199.960
Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD 1 Dokumen
2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Masukan : Jumlah Dana Rp 5.499.960
Keluaran :Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
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Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 3 Dokumen
2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Masukan : Jumlah Dana Rp. 7.726.000
Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3 Laporan
2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.635.279.439
Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan
ASN 19 Orang

2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

SKPD
Masukan : Jumlah Dana 25.106.000
Keluaran :Jumlah Dokumen Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen
2.17.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Masukan : Jumlah Dana -
Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD 12 Dokumen
2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Masukan : Jumlah Dana 10.227.000
Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
2.17.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Masukan : Jumlah Dana 0O
Keluaran :Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan
dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen
2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
Masukan : Jumlah Dana 2.190.000
Keluaran :Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan
Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD
2 Laporan

2.17.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
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Masukan :Jumlah Dana O
Keluaran :Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran 1 Dokumen
2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.17.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Masukan : Jumlah Dana 2.200.000
Keluaran :Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD 1 Dokumen
2.17.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Masukan :Jumlah Dana 1.100.000
Keluaran :Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
SKPD 1 Laporan
2.17.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah
pada SKPD
Masukan : Jumlah Dana O
Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1
Laporan
2.17.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD
Masukan : Jumlah Dana 0O
Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan
2.17.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Masukan : Jumlah Dana 27.184.000
Keluaran :Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD 12 Laporan
2.17.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat
Daerah
2.17.01.2.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
Masukan : Jumlah Dana O
Keluaran :Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Daerah 3 Dokumen
2.17.01.2.04.06 Penetapan Wajib Retribusi
Masukan : Jumlah Dana 112.240.000

Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 1
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Dokumen
2.17.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Masukan :Jumlah Dana 25.324.000
Keluaran :Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12
Dokumen
2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.17.01.2.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Masukan : Jumlah Dana 31.232.917
Keluaran :Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapan 1 Paket
2.17.01.2.04.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Masukan :Jumlah Dana 28.780.000
Keluaran :Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan
Sistem Informasi Kepegawaian 12 Dokumen
2.17.01.2.04.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Masukan :Jumlah Dana O
Keluaran :Jumlah Pegawai yang Pensiun yang dipulangkan O
Orang
2.17.01.2.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Masukan : Jumlah Dana 0O
Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan 200 Orang
2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor
Masukan : Jumlah Dana 1.561.967
Keluaran :Jumlah Paket Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan 1 Paket
2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Masukan : Jumlah Dana 72.557.821
Keluaran :Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan 1 Paket
2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Masukan : Jumlah Dana 17.802.479
Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang
Disediakan 1 Paket

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 89
Kabupaten Pangandaran



Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Masukan : Jumlah Dana 52.662.370
Keluaran :Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan 1 Paket
2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Masukan : Jumlah Dana 13.464.000
Keluaran :Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan  yang Disediakan 120
Dokumen
2.17.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
Masukan : Jumlah Dana 8.893.314
Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1
Paket
2.17.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu
Masukan : Jumlah Dana 12.095.500
Keluaran :Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12
Laporan
2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Masukan : Jumlah Dana 260.795.000
Keluaran :Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD 120 Laporan
2.17.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Masukan : Jumlah Dana 20.848.000
Keluaran :Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD 12 Dokumen
2.17.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD
Masukan : Jumlah Dana 20.376.000
Keluaran :Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1
Dokumen
2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
2.17.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Masukan : Jumlah Dana 61.200.000

Keluaran :Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau
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Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit
2.17.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Masukan : Jumlah Dana 66.198.000
Keluaran :Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan 2 Unit
2.17.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
Masukan : Jumlah Dana 25.275.600
Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit
2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Masukan : Jumlah Dana 166.326.300
Keluaran :Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Disediakan 12 Unit
2.17.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya
Masukan : Jumlah Dana 120.000.000
Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan 2 Unit
2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Masukan : Jumlah Dana 4.102.000
Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12
Laporan
2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Masukan : Jumlah Dana 66.587.520
Keluaran :Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24
Laporan
2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Masukan : Jumlah Dana 122.699.000
Keluaran :Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan 12 Laporan
2.17.01.2.09 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Masukan : Jumlah Dana 49.825.000
Keluaran :Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya 1 Unit
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2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Masukan : Jumlah Dana 98.074.500
Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya 8 Unit
2.17.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
Masukan : Jumlah Dana 0
Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit
2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Masukan : Jumlah Dana 16.500.000
Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
10 Unit
2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Masukan : Jumlah Dana 5.640.850
Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilit 1 Unit

2.17.03. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan,
serta Akuntabilitas Koperasi KewenanganKabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana 199.999.840
Keluaran : Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan
Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan,
serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota 40 Unit Usaha
2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan KepatuhanKoperasi terhadapPeraturan Perundang-
Undangan KewenanganKabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana O
Keluaran :Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan
Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kinerja 40 Unit Usaha
2.17.04. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
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2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan PenilaianKesehatan KSP/USPKoperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana 0
Keluaran :Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan
Penilaian Kesehatan 40 Unit Usaha
2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana O
Keluaran : Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan
Kesehatan 1 Unit Usaha
2.17.05. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Masukan : Jumlah Dana 79.999.820
Keluaran :Jumlah SDM vyang Memahami Pengetahuan
Perkoperasian 25 Orang
2.17.06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI
2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses
Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan
Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana 199.999.904
Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan
Kewirausahaan 102 Orang
2.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui

Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan
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Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Masukan : Jumlah Dana 252.913.200
Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah,
Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi,
dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota 20.000 Unit Usaha
2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
Masukan : Jumlah Dana 288.337.300
Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan
Kemitraan Usaha Mikro 10.000 Unit Usaha
2.17.07.2.01.03 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
Masukan : Jumlah Dana 59.950.000
Keluaran :Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan
Perizinan 4.000 Unit Usaha
2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha
Mikro
Masukan : Jumlah Dana 108.556.400
Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan
dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 100 Unit
Usaha
2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan
dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
Masukan : Jumlah Dana O
Keluaran :Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan
Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan
dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 30 Orang
2.17.08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan
Teknologi
Masukan : Jumlah Dana 2.143.766.820

Keluaran : Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam
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Pengembangan Produksi dan Pengolahan,

Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 100

Unit Usaha
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.03. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan
3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Masukan : Jumlah Dana 519.999.960
Keluaran :Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit
3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Masukan : Jumlah Dana 48.940.000
Keluaran :Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan 3 Unit
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan
Masukan : Jumlah Dana 54.999.880
Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian
kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1
Dokumen
3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Masukan : Jumlah Dana 54.999.880
Keluaran :Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian
kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdaganga 1

Dokumen

3.30.04. ROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING

3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

3.30.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
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Masukan

Keluaran

: Jumlah Dana 56.137.752
:Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi
Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang

Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4 Laporan

3.30.04.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar

Rakyat
Masukan

Keluaran

: Jumlah Dana 0

:Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat 4 laporan

3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang

Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Masukan

Keluaran

: Jumlah Dana 0
: Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau
Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang

Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4 Laporan

3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan

Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1

(satu) Kabupaten/Kota

Masukan

Keluaran

: Jumlah Dana 76.118.500

: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku
Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota 4 Laporan

3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan

Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam

Sistem Informasi Perdagangan

Masukan : Jumlah Dana O
Keluaran :Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar
Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi
Perdagangan 4 Laporan
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3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang
Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana 26.000.500
Keluaran :Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler
dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)

Kabupaten/Kota 1 Laporan

3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
3.30.04.2.03.01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
Masukan :Jumlah Dana O
Keluaran :Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen
Perizinan 1 Dokumen
3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Masukan : Jumlah Dana O
Keluaran :Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi 2 Laporan
3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida
Bersubsidi
Masukan : Jumlah Dana 0O
Keluaran :Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan
Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan

Realisasi Minimal 90% 2 Laporan

3.30.05. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran
Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
vang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan
Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana O
Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang
Dibina 4 Pelaku usaha
3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional
Masukan : Jumlah Dana 0
Keluaran :Jumlah Pelaku Usaha vyang Difasilitasi dalam

Pameran Dagang 2 Pelaku Usaha
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3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal
Masukan : Jumlah Dana 0
Keluaran :Jumlah Pelaku Usaha vyang Difasilitasi dalam
Pameran Dagang Lokal 2 Pelaku Usaha
3.30.05.2.01.04 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
Masukan : Jumlah Dana 0
Keluaran :Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi
Dagang Produk Ekspor Unggulan 0 Pelaku Usaha
3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor
Masukan : Jumlah Dana O
Keluaran :Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang
Disusun Menjadi Materi Promosi 2 Produk
3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
Masukan : Jumlah Dana O
Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina 2 Pelaku

Usaha

3.30.06. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang,
dan Pengawasan
3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Masukan :Jumlah Dana 101.516.340
Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat
Perlengkapan Ditera Ulang 2.100 Unit
Masukan : Jumlah Dana O
Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang
Dibina 100 orang
3.30.06.2.01.03 Penyidikan Metrologi Legal
Masukan : Jumlah Dana O

Keluaran : Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal 5 Unit

3.30.07. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK
DALAM NEGERI
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri
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3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di
Tingkat Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana 0O
Keluaran :Jumlah UMKM vyang Melaksanakan Promosi
Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota 5 uMKM
3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
di Tingkat Kabupaten/Kota
Masukan :Jumlah Dana O
Keluaran :Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk
Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail,
Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi 5
UMKM
3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Masukan : Jumlah Dana 23.660.000
Keluaran :Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan
Informasi Perdagangan 1 Dokumen
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3.31.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana 152.320.450
Keluaran :Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1
Dokumen
3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan
Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
Masukan : Jumlah Dana 50.036.700
Keluaran :Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan,
Penyebaran dan Perwilayahan Industri 21 Dokumen
3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber
Daya Industri
Masukan :Jumlah Dana 75.101.574
Keluaran :Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
16 Dokumen
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3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Industri
Masukan : Jumlah Dana 525.084.460
Keluaran :Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Industri 21 Dokumen
3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan
Industri dan Peran Serta Masyarakat
Masukan : Jumlah Dana 243.239.700
Keluaran :Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran
Serta Masyarakat 20 Dokumen
3.31.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
Masukan : Jumlah Dana 52.215.150
Keluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Industri 1 Dokumen

3.31.03. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan
Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri
(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
Kewenangan Kabupaten/Kota
3.31.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan
IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi
Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Masukan : Jumlah Dana 35.208.537
Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis
Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan  Teknis
Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam
rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan
Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui
SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem 0SS 25
Dokumen
3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang
Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/ Kota
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Masukan : Jumlah Dana 36.500.200

Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam
Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan
Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan
Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri

Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Dokumen

3.31.04. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri
untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri,
Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota
Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Masukan :Jumlah Dana 126.237.114
Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data
Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINas) 6 Dokumen
3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri
Kabupaten/Kota Melalui SIINas
Masukan : Jumlah Dana 19.986.600
Keluaran :Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi
Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota
Melalui SIINas 3 Dokumen
3.31.04.2.01.02 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam
Penyampaian Data ke SIINas
Masukan : Jumlah Dana 48.388.921
Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan
Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam

Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen
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PENUTUP

Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas
Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun

2022, akan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang pada hakekatnya
merupakan rencana capaian kinerja tahun yang bersangkutan, disusun dengan
memperhatikan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Dinas
Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 2016-2021 serta mengacu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 dan telah sesuaikan dengan
pemetaan Permendagri Nomer 90 tahun 2019. Bahwa untuk mencapai visi dan
misi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah/Rencana Stratejik Tahun 2016 — 2021 maka ditetapkan Program dan
Kegiatan tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengerahkan segala potensi
dan mengurangi keterbatasan/kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi.

2. Bahwa Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang rencana dilaksanakan
pada tahun 2023 dititikberatkan pada peningkatan efektifitas pelayanan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya pada bidang Perdagangan dan

Koperasi UMKM terutama untuk pemulihan ekonomi.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi UKM
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 yang disusun
dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan tahun 2023 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebagaimana dalam visi dan misi Perangkat Daearah.
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Parigi, 27 Juli 2022

Drs. TEDI GARNIDA, MM
220E¢ Perpbina Utama Muda, IV/c
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Lampiran 1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Kabupaten Pangandaran

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN

Urusan/ Bidang Urusan/

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

; Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub . Target Capaian Kinerja o ; Target Capaian Kinerja Kebutuhan Danal
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Loka5|_0utput Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Dana Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Ny Hasil Kegiatan (Rp.) Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 6.687.304.306 8.764.658.113
17 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.312.304.142 5.023.658.113
17(  1{2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.899.600 59.290.000
Jumlah Dokumen Persentase perencanaan  |Kab. Pangandaran,
::r:sear:iiealli?;: g;kkeuangan Perencanaan Perangkat  [kinerja yang disusun tepat |Semua Kecamatan, 100 % 3 Dokumen  |100 % ;iggﬁm;ﬁgfsu s:;:szr:iz(;||§::g;kkeuangan 100 %
9 Daerah waktu Semua Kelurahan 9
Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17| 1]2.01 | 1|Penyusunan Dokumen aparatur 100% 32.999.920 kompetensi aparatur 100% 36.300.000
Perencanaan Perangkat Daerah
Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
oo " 100 % S - (100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana 0
100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Dokumen RKA-
Persentase laporan keuangan SKPD dan Laporan Hasil E’iiresrggtaass P:i;ir;ﬁng ar;t g:%uza}zgigsnzgﬁ’ 100 % 1 Dokumen 1100 % PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 100 %
dengan kualitas baik Koordinasi Penyusunan Ja yang P h o o DAERAH (PAD) dengan kualitas baik o
waktu Semua Kelurahan
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
7 1)201 Dokumen RKA-SKPD aparatur 100% 2.198.960 kompetensi aparatur 100% 2420.000
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana N
100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD dan | Persentase perencanaan  |Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan . - o . o o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan o
dengan kualitas baik Laporan Hasil Koordinasi | kinerja yang disusun tepat |Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen {100 % DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100 %
Koordinasi dan P Penyusunan Dokumen waktu Semua Kelurahan
17 1[201 | 3|/ 00rcNas dan renyusunan Perubahan RKA-SKPD 2.199.960 2420000
Dokumen Perubahan RKA-SKPD - - -
Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
100 % f 100 %
aparatur kompetensi aparatur
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas ’
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Urusan/ Bidang Urusan/

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Kode Program/ Kegiatan/ Sub . Target Capaian Kinerja i g::;::n Target Capaian Kinerja Ket Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Loka5|_0utput Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Dana 9 Pagu Indikatif
Kegiatan Program P Hasil Kegiatan (Rp.) Tolok Ukur Target (Rp.)
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumiah Dokumen DPA- Persentase perencanaan  |Kab. Pangandaran
Persentase laporan keuangan SKPD dan Laporan Hasil o pe - Fang ’ o o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan o
- . A kinerja yang disusun tepat |Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen {100 % . . 100 %
dengan kualitas baik Koordinasi Penyusunan DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
waktu Semua Kelurahan
Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- | Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17 102,01 | 4 SKPD aparatur 100 % 2.199.960 kompetensi aparatur 100 % 2.420.000
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana o
; 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD dan | Persentase perencanaan  |Kab. Pangandaran,
(I;’:;sz:tiieaIliiiap:[i]r‘lkkeuangan Laporan Hasil Koordinasi | kinerja yang disusun tepat |Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen {100 % Bi’;gﬁm&g;\su (I;’eerr]szr:iizllsssg;kkeuangan 100 %
9 Penyusunan Dokumen waktu Semua Kelurahan 9
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
17 112.01 Persentase peningkatan kompetensi o 2.199.960 Persentase peningkatan o 2.420.000
Perubahan DPA- SKPD aparatur 100 % Kompetensi aparatur 100 %
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana o
; 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Persentase laporan keuangan dan Laporan Hasil Eiresrg:ta:: p;;eur:;e:]n;ar;t ézzuzalzgigﬁrti? 100 % 3 Laoran 100 % PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 100%
dengan kualitas baik Koordinasi Penyusunan jayang P " o P o DAERAH (PAD) dengan kualitas baik o
e waktu Semua Kelurahan
- Laporan Capaian Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan dan Ikhtisar Realisasi
17 112.01 | 6 Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD 5.499.960 6.050.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - -
Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
100 % f 100 %
aparatur kompetensi aparatur
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
. |Persentase perencanaan  [Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi |, .~ : o o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 0
dengan kualitas baik Kinerja Perangkat Daerah | inefi2 yang disusun tepat | Semua Kecamatan, 100 % 8laporan  1100% DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100%
waktu Semua Kelurahan
S Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17| 1|201]|7 E‘;Z';f‘ Kinerja Perangkat aparatur 100% 6.599.880 kompetensi aparatur 100% 7.260.000
Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
A " 100 % A - (100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
17 1]2.02 Admini i Keuangan Perangkat Daerah 2.726.255.839 2.646.828.642
Jumlah Orang yang Persentase unit kerja yang |Kab. Pangandaran,
Penyediaan Gaii dan Tuni z:;szr:‘tiieaIli?;):[)a;kkeuangan Menerima Gaji dan menyusun laporan kinerja | Semua Kecamatan, 100 % :9 Orang/Bula 100 % ;iggzm;’:’;fsu zs;szr:izzllﬁlapso?ar;kkeuangan 100 %
17| 1]202 |1 Agr,‘qye laan Gaji dan Tunjangan 9 Tunjangan ASN keuangan dengan baik___|Semua Kelurahan 2.688.598.439 9 2.583.996.642
Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
100 % f 100 %
aparatur kompetensi aparatur
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Urusan/ Bidang Urusan/

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

B _ — Catatan - -
Kode P"°9"a"|‘(’ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Penting Target Capaian Kinerja Ket Dana/
egiatan i i i i ikati
g Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan Program Kellluar_a? Sub Hasil Kegiatan Rp) Sumber Dana Tolok Ukur Target Paguﬂl}r;d)lkatlf
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana o
. 100 % y 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumiah Dokumen Persentase unit kerja yang |Kab. Pangandaran
Persentase laporan keuangan Penatausahaan dan f {( yang S . Kg t: ! 100% 12 Dok 100% PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 100%
dengan kualitas baik Pengujian/Verifikasi menyusun 'aporan kinerja | semua flecamatan, o okumen o DAERAH (PAD) dengan kualitas baik o
Keuangan SKPD keuangan dengan baik Semua Kelurahan
Pelaksanaan Penatausahaan dan - - -
p P Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17 112.02 |3 :ir';%ulan/venﬁkam Keuangan aparatur 100 % 25.240.400 kompetensi aparatur 100 % 37.510.000
Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
AN . 100 % P N 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan Persentase unit kerja yang |Kab. Pangandaran
Persentase Ilaporar) keuangan Laporan Hasil Koordinasi menyusun laporan kinerja | Semua Kecamatan, 100% 1 Laporan 100% PENDAPATAN ASLI Persentase I_aporaq keuangan 100 %
dengan kualitas baik Penyusunan Laporan h DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
: keuangan dengan baik Semua Kelurahan
- Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan SKPD
17 112.02 | 5|Laporan Keuangan Akhir Tahun - - 10.227.000 - 12.100.000
SKPD Persentase peningkatan kompetensi 100 % Persentase peningkatan 100 %
aparatur ° kompetensi aparatur °
Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
o . 100 % P N 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Persentase unit kerja yang |Kab. Pangandaran
e
9 Keugngan it keuangan dengan baik Semua Kelurahan 9
Koordinasi dan Penyusunan Bul wul
17| 1[2,02 | 7|Laporan Keuangan Bulanan/ te‘ﬁ;”g&’ggwu anan/Semes 2.190.000 2420000
Triwulanan/ Semesteran SKPD Persentase peningkatan kompetensi 100 % Persentase peningkatan 100 %
aparatur ° kompetensi aparatur °
Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
PN . 100 % P N 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
17 1(2.03 Admini i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 30.618.400 49.401.000
Jumlah Rencana Persentase barang milk  |Kab. Pangandaran,
::ﬁ?iii:ﬁf: La‘a?kkeuangan Kebutuhan Barang Milik ~ |daerah pada perangkat  |Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen {100 % Eiggﬁm;ﬁg?su ::;szr:izzllszsogkkeuangan 100 %
9 Daerah SKPD daerah dalam kondisi baik | Semua Kelurahan 9
Penyusunan Perencanaan Persentase peningkatan kompetensi 100 % Persentase peningkatan 100 %
17 112.03 | 1|Kebutuhan Barang Milik Daerah  [aparatur ° 2.200.000 kompetensi aparatur ° 2.420.000
SKPD Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ’ evaluasi kinerja yang berkualitas ’
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana o
) 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
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Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
B Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub . Target Capaian Kinerja i i Target Capaian Kinerja Ket Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Loka5|_0utput Keluafan Sub : Pagu Indikatif Sumber Dana Penting : > Pagu Indikatif
Kegiatan Program P Hasil Kegiatan (Rp.) Tolok Ukur Target (Rp.)
Jumlah Laporan Hasil
Penilaian Barang Milik Persentase barang milik Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan ? o o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan o
dengan kualitas baik Daerah daln Ha.s'l. daerah pada perangklat ) Semua Kecamatan, 100 % 1 Laporan 100 % DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100 %
Koordinasi Penilaian daerah dalam kondisi baik |Semua Kelurahan
Koordinasi dan Penilaian Barang Barang Miik Daerah SKPD
112.03 - Persentase peningkatan kompetensi o 1.100.000 Persentase peningkatan o 1.210.000
Milik Daerah SKPD aparatur 100 % kompetensi aparatur 100 %
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumlah Laporan Persentase barang milik  |Kab. Pangandaran,
::r:sea:tizealli?:: ':;kkeuangan Penatausahaan Barang  |daerah pada perangkat  |Semua Kecamatan, 100 % 12Laporan  [100 % ;iggﬁm;ﬁg)%u seefzriiz:ffsﬁkke“angan 100 %
9 Milik Daerah pada SKPD _|daerah dalam kondisi baik | Semua Kelurahan 9
- Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
112.03 | 6 B:r:;us:g:asnK'B:aDrang Milik aparatur 100 % 27.318.400 kompetensi aparatur 100% 37.510.000
s Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
1]2.04 Admini i Pend Daerah K Perangkat Daerah 138.504.800 262.680.000
Jumlah Dokumen Persentase peningkatan  |Kab. Pangandaran,
dvimiaiaiisl Ketetapan Retribusi retribusi yang diterima | Semua Kecamatan, 100 % 1Dokumen 100 % Ei’ggﬁm;ﬁg)’\su Fersentase laporan KC2NgaN 109 4,
9 Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan 9
. - Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
1204 | 6| Penetapan Wajbo Retrbusi aparatur 100% 113.046.400 Kompetensi aparatur 100% 192500000
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana N
) 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Laporan Persentase peningkatan Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan N - P o o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 0
dengan kualitas baik Pengelolaan Retribusi retribusi yang diterima Semua Kecamatan, 100 % 12 Dokumen |100 % DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100 %
Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan
.. |Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
10204 | 7 ngg‘;'a” Pengelolaan Retribusi | 0o atur 100% 25.458.400 kompetensi aparatur 100% 33.880.000
Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
oo " 100 % S - (100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
1]2.05 Admini i Key ian Perangkat Daerah 60.147.317 567.003.900
Jumlah Paket Pakaian Persentase Administrasi | Kab. Pangandaran,
s:rzsz:tiiz:i?:s LZ?kkeuangan Dinas beserta Atribut umum Perangkat Daerah ~ |Semua Kecamatan, 100 % 1 Paket 100 % Ei’;gﬁm;ﬁg;\su ssrrlszmizl'@;:[f;kke”a”ga” 100 %
9 Kelengkapan yang baik Semua Kelurahan 9
. Persentase peningkatan kompetensi Persentase peningkatan
Pengadaan Pakaian Dinas 100 % ! 100 %
112.05 beserta Afribut Kelengkapannya aparatur 31.232.917 kompetensi aparatur 32.336.600
Persentase perencanaan dan Persentase perencanaan dan
o ) 100 % S - |100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana N
) 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
— . Persentase Administrasi Kab. Pangandaran,
11205 | 4 KgordlnaS| dan Ffelaksanaarj Persentase I.aporar] keuangan Jumlah Dqkumen Hasil umum Perangkat Daerah | Semua Kecamatan, 100% 12 Dokumen  |100 % 28.914.400 PENDAPATAN ASLI Persentase [aporaq keuangan 100 % 43.318.000
Sistem Informasi Kepegawaian  |dengan kualitas baik Koordinasi dan y DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
yang baik Semua Kelurahan
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Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Urusan/ Bidang Urusan/

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Kode Program/ Kegiatan/ Sub . Target Capaian Kinerja i Catafan Target Capaian Kinerja Ket Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Dana Penting Pagu Indikatif
P 9 9 9 Kegiatan Program P Hasil Kegiatan (Rp.) Tolok Ukur Target 9 (Rp.)
Pelaksanaaan Sistem
Informasi Kepegawaian
Persentase peningkatan kompetensi 100 % Persentasg peningkatan 100 %
aparatur kompetensi aparatur
Persentase perencanaan dan 100% Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana o
} 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
17 1[2.06 Admini i Umum Perangkat Daerah 481.299.051 538.343.919
Jumlah Paket Komponen Kab. Pangandaran
Persentase laporan keuangan Instalasi Listrik/Penerangan | Cakupan Administrasi -rang ’ o o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan o
- . Semua Kecamatan, 100 % 1 Paket 100 % . . 100 %
dengan kualitas baik Bangunan Kantor yang Umum Perangkat Daerah Semua Kelurahan DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
Disediakan
Penyediaan Komponen Instalasi - - n
7 Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17 112.06 |1 Iklas:]rtlgPenerangan Bangunan aparatur 100 % 1.561.967 kompetensi aparatur 100 % 1.720.620
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana 0
} 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
P Jumlah Paket Peralatan . . Kab. Pangandaran,
ersentase laporan keuangan dan Perlengk Kant Cakupan Administrasi S K ta 100 % 1 Paket 100 % PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 100 %
dengan kualitas baik an reriengkapan fanior | i perangkat Daerah  |om-a [ ccamatan, ° axe ° DAERAH (PAD) dengan kualitas baik ’
yang Disediakan Semua Kelurahan
. Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17| 1|20 | 2|Penyediaan Peralatan dan aparatur 100% 72.557.821 kompetensi aparatur 100% 79.814.020
Perlengkapan Kantor
Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
o " 100 % S - (100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100%
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumlah Paket Peralatan - Kab. Pangandaran
Persentase laporan keuangan Cakupan Administrasi ! PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan
- Rumah Tangga yang Semua Kecamatan, 100 % 1 Paket 100 % . 100 %
dengan kualitas baik Disediakan Umum Perangkat Daerah Semua Kelurahan DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
. Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17 112.06 | 3 ?z;yeglaan Peralatan Rumah aparatur 100 % 17.802.479 kompetensi aparatur 100% 19.965.000
99 Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana o
) 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Paket Barang . . Kab. Pangandaran,
S
9 yang Disediakan 9 Semua Kelurahan 9
) Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17| 1]206 | 5|pervedaan Barang Cetakan dan |aparatur 100% 52662170 kompetensi aparatur 100% 57.928.750
99 Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
oo " 100 % S - (100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana 0
) 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Dokumen Bahan Kab. Pangandaran
Persentase laporan keuangan Bacaan dan Peraturan Cakupan Administrasi Serﬁua Kgcamatan’ 100 % 120 Dokumen |100 % PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 100 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan  |dengan kualitas baik Perundang-Undangan Umum Perangkat Daerah ! ° ° DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 0
17 112.06 ot Semua Kelurahan 13.464.000 15.013.680
Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
Persentase peningkatan kompetensi 100 % Persentasg peningkatan 100%
aparatur kompetensi aparatur
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Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Urusan/ Bidang Urusan/

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Kode Program/ Kegiatan/ Sub . Target Capaian Kinerja _ Catafan Target Capaian Kinerja Kel Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Dana Penting Pagu Indikatif
P 9 9 9 Kegiatan Program P Hasil Kegiatan (Rp.) Tolok Ukur Target 9 (Rp.)
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana o
) 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Paket . . Kab. Pangandaran,
Persentase Ilaporar) keuangan Bahan/Material yang Cakupan Administrasi Semua Kecamatan, 100 % 1 Paket 100 % PENDAPATAN ASLI Persentase [aporar] keuangan 100 %
dengan kualitas baik - Umum Perangkat Daerah DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
Disediakan Semua Kelurahan
Persentase peningkatan kompetensi 100 % Persentase peningkatan 100 %
17 112.06 | 7|Penyediaan Bahan/Material aparatur ° 8.893.314 kompetensi aparatur ° 9.982.500
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Persentase laporan keuangan Jumlah Laporan Fasilitasi ~ [Cakupan Administrasi ézzuzaggigsﬂzrg?{ 100 % 12 Laporan 100 % PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 100 %
dengan kualitas baik Kunjungan Tamu Umum Perangkat Daerah ' ° P ° DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 0
Semua Kelurahan
Persentase peningkatan kompetensi 100 % Persentase peningkatan 100 %
17 1/2.06 | 8|Fasilitasi Kunjungan Tamu aparatur ° 12.091.000 kompetensi aparatur ’ 13.310.000
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumiah Laporan . . Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan Penyelenggaraan Rapat | Cakupan Administrasi Semua Kecamatan 100 % 120 Laporan 100 % PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 100%
dengan kualitas baik Koordinasi dan Konsultasi |Umum Perangkat Daerah S Kelurah ! ° P ° DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 0
SKPD emua Kelurahan
Penyelenggaraan Rapat Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
7 11206 Koordinasi dan Konsultasi SKPD |aparatur 100% 260.773.500 kompetensi aparatur 100% 282655.549
Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
A " 100 % A - (100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumlah Dokumen - Kab. Pangandaran
Persentase laporan keuangan . Cakupan Administrasi ! PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan
. " Penatausahaan Arsip Semua Kecamatan, 100 % 12 Dokumen |100 % . . 100 %
dengan kualitas baik Dinamis pada SKPD Umum Perangkat Daerah Semua Kelurahan DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
- Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17 1/2.06 [1] Pzg:tg;?[?aan Arsip Dinamis aparatur 100% 20.982.400 kompetensi aparatur 100% 25.000.000
P Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana N
) 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Dokumen
Dukungan Pelaksanaan . . Kab. Pangandaran,
o
9 Berbasis Elektronik pada 9 Semua Kelurahan 9
Dukungan Pelak 1 Sistem SKPD
17 1/2.06 Pemerintahan Berbasis Elektronik |Persentase peningkatan kompetensi 100 % 20.510.400 Persentase peningkatan 100 % 26.353.800
pada SKPD aparatur ; kompetensi aparatur °
Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
o ) 100 % S - |100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana N
) 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
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Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
B Catatan
Kode P"°9"a"|‘(’ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Penting Target Capaian Kinerja Kek Dana/
egiatan i i i i ikati
g Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan Program Kellluar_an Sub I Hasil Kegiatan Rp) Sumber Dana Tolok Ukur Target Paguﬂl}r;d)lkatlf
1[2.07 P Barang Milik Daerah P Urusan Pemerintah Daerah 457.346.800 495.182.700
Jumiah Unit Kendaraan Persentase pengadaan Kab. Pangandaran.
Persentase laporan keuangan Perorangan Dinas atau Baran MiIikaagrah an Seniua Kgcamatan’ 100% 1 Unit 100 % PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 100%
dengan kualitas baik Kendaraan Dinas Jabatan 'g M yang s ' ° ° DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 0
yang Disediakan terealisasi emua Kelurahan
Pengadaan Kendaraan o n n
207 | 1|Perorangan Dinas atau Perse{“ase peningkatan kompetensi 100 % 61.200.000 Eerse"t‘ase. pe”‘”?‘a‘a” 100 % 70.282.700
Kendaraan Dinas Jabatan aparatur ompetensi aparatur
Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
e " 100 % A - (100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Jumlah Unit Kendaraan Persentase pengadaan Kab. Pangandaran,
5:?2?6@3@5: Ear;kkeuangan Dinas Operasional atau  |Barang Millk Daerah yang |Semua Kecamatan, 100 % 2 Unit 100 % Ei’ggﬁm;ﬁg;\su (Fj’:rr]sear:]tiizllﬁassg;kkeuangan 100 %
9 Lapangan yang Disediakan |terealisasi Semua Kelurahan 9
. Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
207 Pengad_aan Kendaraan Dinas aparatur 100% 66.998.000 kompetensi aparatur 100% 84.700.000
Operasional atau Lapangan
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi °
Persentase pengadaan Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan Jumlah Paket Mebel yang o o . o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan o
dengan kualitas baik Disediakan Barang Milik Daerah yang | Semua Kecamatan, 100 % 7 Unit 100% DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100%
terealisasi Semua Kelurahan
Persentase peningkatan kompetensi 100 % Persentase peningkatan 100 %
2.07 | 5|Pengadaan Mebel aparatur ° 25.275.600 kompetensi aparatur ’ 30.000.000
Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
AR " 100 % A - (100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi ’
Jumlah Unit Peralatan dan |Persentase pengadaan Kab. Pangandaran,
Sifinn'iiifﬁff gi]kke”a”ga” Mesin Lainnya yang Barang Milk Daerah yang |Semua Kecamatan, |10 % 12 Unit 100 % Ei’;gﬁm;ﬁg)’\su ;’:rzszriizl'@:;[;”ikke“a“93“ 100 %
9 Disediakan terealisasi Semua Kelurahan 9
. |Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
2,07 E:ir:]%agaan Peralatan dan Mesin aparatur 100% 163.873.200 kompetensi aparatur 100% 165.000.000
Y Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor o Persentase sarana prasarana N
) 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Unit Gedung Persentase pengadaan Kab. Pangandaran,
Persentase laporan keuangan o o . o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan 0
dengan kualitas baik Kalntor atau Ban.gun.an Barang M!|Ik Daerah yang [Semua Kecamatan, 100 % 2 Unit 100 % DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100 %
Lainnya yang Disediakan _|terealisasi Semua Kelurahan
Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
207 gg;gﬁggi”ﬁﬁ‘:ugg Kantor atau | 3 paratur 100% 140.000.000 kompetensi aparatur 100% 145.200.000
9 y Persentase perencanaan dan o Persentase perencanaan dan o
A " 100 % A - (100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor Persentase sarana prasarana
) 100 % ) 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
2.08 Penyediaan Jasa P jang Urusan Pemerintahan Daerah 193.631.720 213.255.482
Jumlah Laporan Persentase jasa penunjang |Kab. Pangandaran,
2.08 | 1|Penyediaan Jasa Surat Menyurat z:;szr:‘tiieaIli?;):[)a;kkeuangan Penyediaan Jasa Surat urusan pemerintahan yang |Semua Kecamatan, 100 % 12 Laporan 100 % 4.102.000 ;iggzm;’:’;fsu zs;szr:izzllﬁlapso?ar;kkeuangan 100 % 4.538.710
9 Menyurat disediaka Semua Kelurahan 9
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Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Urusan/ Bidang Urusan/

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Kode Program/ K(_agiatanl Sub Lokasi Outout Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif g::;::; Target Capaian Kinerja Ket Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan oKaeSg;iatl;r:)u Program Kellluar_a? Sub Hasil Kegiatan agu(Rr;).)l a Sumber Dana Tolok Ukur Target Paguﬂl}r;d)ikatif
Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
aparatur 100% kompetensi aparatur 100%
Persentase perencanaan dan 100% Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100% Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Laporan
Persentase laporan keuangan ﬁﬁ?nyfnd.f;s”. JSauSniber Daya ErerS::ts:renjem;::# ;J::: giﬁnuzaﬁiiﬁl'éﬁ 100 % 24 Laporan | 100 % PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan |10 o
dengan kualitas baik Air dan Listrik yang disediaka Semua Kelurahan DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
Penyediaan Jasa Komunikasi Disediakan
17 112.08 Sumber Daya Airdan Listrik :;;:tnutfse peningkatan kompetensi 100 % 66.587.520 E:rrns:;t::; g;;r;%?tan 100 % 73.471.200
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
oo . o A . b
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100%
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumiah Laporan Persentase jasa penunjang |Kab. Pangandaran.
Persentase laporan keuangan Penyediaan Jasa ) . ’ o o PENDAPATAN ASLI Persentase laporan keuangan o
dengan kualitas baik Pelayanan Umum Kantor g:’:esjir;é):menmahan yang Szmﬂz ﬁgﬁﬁ?ﬁ;in’ 100% 12Laporan 100% DAERAH (PAD) dengan kualitas baik 100%
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Persentase peningkatan kompetensi Persentase peningkatan
17| 1]208 [ 4| PVECoE Y aperatir 9 100 % 122.942.200 kompetons] aparafur 100 % 135245572
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100°%
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
17 1[2.09 P i an Barang Milik Daerah P jang Urusan Pemerintahan Daerah 170.600.615 191.672.470
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau Persentase jasa penunjang |Kab. Pangandaran,
s:rzsgz:tiiz:i?:: Lzr;kkeuangan Kendaraan Dinas Jabatan |urusan pemerintahan yang |Semua Kecamatan, 100 % 1 Unit 100 % Ei’;gﬁm;ﬁg;\su ssrrlsgzmizl'@;:[;'}kke”a”ga” 100 %
. . yang Dipelihara dan disediaka Semua Kelurahan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dibayarkan Pajaknya
17 112.09 | 1 Biaya Pemelinaraan, dan Pajak Persentase peningkatan kompetensi 49.825.000 Persentase peningkatan 54.815.420
’ Kendaraan Perorangan Dinas 100 % e # 100 % o
" aparatur kompetensi aparatur
atau Kendaraan Dinas Jabatan P
ersentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
A " o A . b
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Persentase jasa penunjang |Kab. Pangandaran,
::r:sg:tiiz:i?s: La‘a?kkeuangan Lapangan yang Dipelihara |urusan pemerintahan yang |Semua Kecamatan, 100 % 7 Unit 100 % Eiggﬁm;ﬁg?su ::;szr:izzllszsogkkeuangan 100 %
) ' dan dibayarkan Pajak dan |disediaka Semua Kelurahan 9
P_enyedlaan TJasa Pemell|haraan, Perizinannya
17 1]209 | 2|gave Pemeliaraan, Paek dan  [persentase peningkatan kompetensi 100% 98.003.500 Persentase peningkatan 0% 107.811.000
. aparatur kompetensi aparatur
Operasional atau Lapangan
Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
evaluasi kinerja yang berkualitas ° evaluasi kinerja yang berkualitas °
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi ° kantor yang terpenuhi ’
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Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Urusan/ Bidang Urusan/

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

B Catatan
Kode Program/ K(_ag|atanl Sub Lokasi Outout Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Penting Target Capaian Kinerja Ket Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan oKaeSg;iatl;r:)u Program Keluaran Sub Hasil Kegiatan agu(Rr;)I)l a Sumber Dana Tolok Ukur Target Pagu Indikatif
Kegiat (Rp.)
Jumlah Peralatan dan Persentase jasa penunjang |Kab. Pangandaran,
gersentase '.ap‘”a’? keuangan Mesin Lainnya yang urusan pemerintahan yang |Semua Kecamatan, 100 % 10 Unit 100 % PENDAPATAN ASLI Persentase '?’P°'a’? kevangan 100 %
lengan kualitas baik o o DAERAH (PAD) dengan kualitas baik
Dipelihara disediaka Semua Kelurahan
. Persentase peningkatan kompetensi o Persentase peningkatan o
17| 1209 aee':ii"[‘:if:y”apera'a‘a” dan aparatur 100% 16,500,000 kompetensi aparatur 100% 18.150.000
Persentase perencanaan dan 100% Persentase perencanaan dan 100%
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
) o ) b
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
Jumlah Gedung Kantor dan | Persentase jasa penunjang |Kab. Pangandaran,
::;Zear:izzI'ﬁ;:gi:kkeuangan ggnglunan Lginnyalyang urusan pemerintahan yang |Semua Kecamatan, 100 % 1 Unit 100 % Bigg’:m;’:’;?su z:;sgzr:iz(;lligsgzr;kkeuangan 100 %
ipelihara/Direhabilitasi disediaka Semua Kelurahan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase peningkatan kompetensi 100 % Persentase peningkatan 100 %
17 112.09 | 9|Gedung Kantor dan Bangunan aparatur 6.272.115 kompetensi aparatur 6.903.050
Lainnya Persentase perencanaan dan 100 % Persentase perencanaan dan 100 %
oo " o A . b
evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor 100 % Persentase sarana prasarana 100 %
yang terpenuhi kantor yang terpenuhi
17 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 199.939.440 255.000.000
17 3[2.01 Pemeriksaan dan Peng: Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggot ya dalam Daerah Kal | Kota 199.939.440 255.000.000
Jumlah Koperasi yang
Pengawasan Kekuatan, -II’ZEhal\allizl:]kigkuatan
Kesehatan, Kemandirian, Kesghatan Kemandiriah Jumlah koperasi yang Kab. Pangandaran, PENDAPATAN ASLI
17 3]2.01 | 1|Ketangguhan, serta Akuntabilitas |Persentase Koperasi yang patuh Ketangguh:’.—m serta ' |patuh terhadap peraturan | Semua Kecamatan, 50,68 % 40 Unit Usaha |37 Koperasi 199.939.440 DAERAH (PAD) Persentase Koperasi yang patuh |50,68 % 200.000.000
Koperasi Kewenangan Akuntabilit K ) perundang-undangan Semua Kelurahan
Kabupaten/Kota untabilitas Koperasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
17 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 79.999.660 80.000.000
17 5[2.01 Pendidikan dan Latihan Perkop Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 79.999.660 80.000.000
Peningkatan Pemahaman dan : Jumlah SDM yang Jumlah SDM pengelola Kab. Pangandaran ;
175|201 E:gg:ig“g:npfgﬁ’g;f:ﬁg;fw”a E:;ze;‘ls‘:issg'r';grgsgei%“fat Memaharmi Pengetahuan ~ |koperasi yang meningkat | Semua Kecamatan, |35 % 25 orang ii;;ggie""a 79.999.660 Ei’;gﬁm&g)’\su gzLzee”lgfl’je}(zsg'rgg:‘Eﬁgesrmat 35% 80.000.000
Koperasi Perkoperasian kapasitasnya Semua Kelurahan
17 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 199.999.904 200.000.000
17 6]2.01 Pemberdayaan dan Perlind Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabug [Kota 199.999.904 200.000.000
Pemberdayaan Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah,
Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Jumlah SDM yan Jumlah koperasi yan Kab. Pangandaran
17| 6|201 | 1|Fenguatan Kelembagaan, Persentase Pertumbuhan Volume |y 1o -hami Pgnggtahuan meningkat vome | Semua Kecamatan,  |5% 1020rang |18 Koperasi 199.999.904 | PENDAPATAN ASLI Persentase Pertumbuhan 5% 200.000.000
Penataan Manajemen, Usaha UKM dan Kewirausahaan |usahanya (Koperasi) Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Volume Usaha
Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
17 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 709.401.780 795.000.000
17 7]2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Di Melalui P Kemitraan, Ki lahan Perizinan, Peng Kelembagaan dan Ko i dengan Para P ku Keg 709.401.780 795.000.000
Jumlah Unit Usaha yang
) ) Prodl‘J‘kt‘if, Bernilai Tambah, Kab. Pangandaran ) )
17 712,01 |1 gendataan Potensi dan ‘ Persentase pertumbuhan wirausaha | Memiliki Aksgs Pasar, Jumlah wirausaha baru Semua Kecamatan, 15% 20000 Unit 1000 Wirausah 252.603.200 PENDAPATAN ASLI P(_ersentase pertumbuhan 15% 260.000.000
engembangan Usaha Mikro baru Akses Pembiayaan, Semua Kelurahan Usaha aBaru DAERAH (PAD) wirausaha baru
Penguatan Kelembagaan,
Penataan Manajemen,
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Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Urusan/ Bidang Urusan/

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Target Capaian Kinerja Catafan Target Capaian Kinerja Ket Dana/
Kegiatan Capaian P Kel Sub Kegiat Hasil Kegiat Lokasi Output Kel P Sub ] Pagu Indikatif Sumber D Penting g P Pagu Indikatif
apaian Program eluaran Sub Kegiatan asil Kegiatan Kegiatan Program evuar_a? ub| il Kegiatan (Rp) umber Dana Tolok Ukur Target agu(Rr:J )I ati
Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Melalui Kemitraan |Persentase pertumbuhan wirausaha Jumiah Unit Usaha yang Kab. Pangandaran, 10000 Unit 1000 Wirausah PENDAPATAN ASLI Persentase pertumbuhan
21 17 7(2.01 N Telah Melaksanakan Jumlah wirausaha baru Semua Kecamatan, 15% 288.337.180 N 15 % 310.000.000
Usaha Mikro baru Kemi ) Usaha aBaru DAERAH (PAD) wirausaha baru
emitraan Usaha Mikro Semua Kelurahan
I L . Jumlah Usaha Mikro yang Kab. Pangandaran, . .
o| 17| 7|201 Ei;':}'ffv'”t;m“daha” Perizinan :;r'je”tase pertumbuhan wirausaha Teih endapatan Jumlah wirausahabary  |Semua Kecamatan,  |15% ﬁgga:”“ ;OBOSN‘JN"B‘“SE‘“ 59.915.000 Biggﬁm;ﬁg)““ vaierr:fs”;ﬁ:ebgf:“mb“ha” 15% 60.000.000
erizinan Semua Kelurahan
Jumlah Unit Usaha yang
Pemberdayaan Kelembagaan . Telah Menerima Kab. Pangandaran, . .
2| 17 712.01 | 4|Potensi dan Pengembangan Eersentase pertumbuhan wirausaha Pembinaan dan Jumlah wirausaha baru Semua Kecamatan, 15% 100 Unit 1000 Wirausah 108.546.400 PENDAPATAN ASLI Pl_arsentase perumbuhan 15 % 110.000.000
Usaha Mikro aru Pendampingan Terhadap Semua Kelurahan Usaha aBaru DAERAH (PAD) wirausaha baru
Usaha Mikro
2| 17 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.185.659.380 2.200.000.000
2| 17 8[2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi P Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.185.659.380 2.200.000.000
Jumlah Unit Usaha Mikro
yang Terfasilitasi dalam Kab. Pangandaran
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Persentase usaha mikro yang Pengembangan Produksi  |Jumlah usaha mikro yang Seﬁua Kecamatan’ 04% 100 Unit 100 Pelaku PENDAPATAN ASLI Persentase usaha mikro yang 01%
Usaha Kecil dalam meningkat omsetnya dan Pengolahan, omsetnya meningkat Semua Kelurahan ! ! Usaha Usaha Mikro DAERAH (PAD) meningkat omsetnya !
2| 17 8]2.01 | 1|Pengembangan Produksi dan Pemasaran, SDM, serta 1.185.659.380 2.200.000.000
Pengolahan, Pemasaran, SDM, Desain dan Teknologi
serta Desain dan Teknologi Bantuan Keuangan
Khusus dari
Pemerintah Provinsi
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3| 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.038.618.432 2.238.700.000
3] 30 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 622.998.640 930.000.000
3| 30 3]2.01 Pemb dan P lolaan Sarana Distribusi Perdagangan 518.789.960 830.000.000
Penyediaan Sarana Distribusi Persentase sarana distribusi Jumlah Sarana Distribusi Jumlah sarana distribusi Kab. Pangandaran, PENDAPATAN ASLI Persentase sarana distribusi
3| 30 31201 |1 Perda perdagangan yang dibangun dan Perd perdagangan yang Semua Kecamatan, 26,92 % 1 unit 1 Unit 518.789.960 DAERAH (PAD perdagangan yang dibangun 26,92 % 770.000.000
gangan direvitalisasi erdagangan dibangun dan direvitalisasi_|Semua Kelurahan (PAD) dan direvitalisasi
3| 30 3]2.02 Pembi Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 104.208.680 100.000.000
Jumiah Dokumen Hasil Jumlah pengelola sarana
Pembinaan dan Pengendalian Persentase sarana distribusi Pembinaan dan distribusi perdagangan Kab. Pangandaran, PENDAPATAN ASLI Persentase sarana distribusi
3] 30 3]2.02 | 1|Pengelola Sarana Distribusi perdagangan yang dibangun dan Pengendalian kepada ang meninakat Semua Kecamatan, 26,92 % 1 Dokumen |75 Orang 49.208.800 DAERAH (PAD) perdagangan yang dibangun 26,92 % 50.000.000
Perdagangan direvitalisasi Pengelola Sarana K 9 it 9 0 Semua Kelurahan dan direvitalisasi
Distribusi Perdagangan apasitasnya (Orang)
Jumlah Dokumen Hasil
AT . Jumlah pengelola sarana PR
Persentase sarana distribusi Pembinaan dan o Kab. Pangandaran, Persentase sarana distribusi
3| 30| 3[202 g.em.be'd.ayaa” Pengelola Sarana | -+ qangan yang dibangun dan | Pengendalian kepada distribusi perdagangan g0 Kgcamatan, 26,92 % 1 Dokumen |75 Orang 54.999.880 | FENDAPATAN ASLI perdagangan yang dibangun (26,92 % 50.000.000
istribusi Perdagangan direvitalisasi yang meningkat DAERAH (PAD) SR
irevitalisasi Pengelola Sarana kapasit 0 Semua Kelurahan dan direvitalisasi
Distribusi Perdagangan apasitasnya (Orang)
3| 30 4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 160.799.852 645.000.000
3] 30 4]12.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabup | Kota 56.880.752 195.000.000
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Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Urusan/ Bidang Urusan/

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Target Capaian Kinerja Catafan Target Capaian Kinerja Kel Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Dana Penting Pagu Indikatif
P 9 9 9 Kegiatan Program ,,u o U9 Hasil Kegiatan (Rp.) Tolok Ukur Target gu(Rp )' !
Koordinasi dan Sinkronisasi égrrl\ﬂ;irrzllz:)%?sr:rs‘i Foordnas Jumah barang kebutuhan
Ketersediaan Barang Kebutuhan Persentase barang kebutuhan pokok Ketersediaan Baran pokok dan barang penting |Kab. Pangandaran, PENDAPATAN ASLI Persentase barang kebutuhan
3| 30 412.01 g febull dan barang penting yang harganya 9 yang terjamin Semua Kecamatan, 66,67 % 4 Laporan 18 Barang 56.880.752 pokok dan barang penting yang 66,67 % 65.000.000
Pokok dan Barang Penting di . Kebutuhan Pokok dan . DAERAH (PAD) .
N stabil Iy ketersediannya (barang Semua Kelurahan harganya stabil
Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Barang Penting di Tingkat okok dan penting)
Agen dan Pasar Rakyat P penting
3| 30 412.02 P dalian Harga, dan Stok Barang K Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 103.919.100 400.000.000
Jumlah Laporan
Pemantauan Harga dan Stok Pemantauan Harga dan
Barang Kebutuhan Pokok dan Persentase barang kebutuhan pokok | Stok Barang Kebutuhan Jumizh Barang Kebutuhan Kab. Pangandaran, Persentase barang kebutuhan
Pokok dan Barang Penting PENDAPATAN ASLI
3| 30 412.02 | 1|Barang Penting pada Pelaku dan barang penting yang harganya | Pokok dan Barang Penting N Semua Kecamatan, 66,67 % 4 Laporan 21 Barang 74.988.600 pokok dan barang penting yang 66,67 % 75.000.000
ang terkendali harga dan DAERAH (PAD)
Usaha Distribusi Barang dalam 1 | stabil pada Pelaku Usaha Ztok?] a (Baran Pogkok) Semua Kelurahan harganya stabil
(Satu) Kabupaten/Kota Distribusi Barang dalam 1 ¥ 9
(Satu) Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Operasi Pasar Pelaksanaan Operasi Jumlah Barang Kebutuhan
Persentase barang kebutuhan pokok . |Kab. Pangandaran, Persentase barang kebutuhan
3| 30 412.02 Reguler dan Pasar Khusus yang dan barang penting yang harganya Pasar Reguler dan Pasar | Pokok dan Bargng Penting Semua Kecamatan, 66,67 % 4 Laporan 21 Barang 28.930.500 PENDAPATAN ASLI pokok dan barang penting yang 66,67 % 75.000.000
Berdampak dalam 1 (Satu) stabil Khusus yang Berdampak ~ |yang terkendali harga dan Semua Kelurahan DAERAH (PAD) haraanya stabil
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) stoknya (Barang Pokok) gany
Kabupaten/Kota
3| 30 5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 49.882.000 169.500.000
3| 30 5/2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabug [Kot: 49.882.000 169.500.000
Jumlah Pelaku Usaha yang [Jumlah Produk Ekspor Kab. Pangandaran, . -
3] 30 5|2.01 | 2|Pameran Dagang Nasional Persentase peningkatan nilai ekspor | Difasilitasi dalam Pameran [Unggulan yang meningkat |Semua Kecamatan, 12% ﬁ::;ﬁku 3 Produk 49.882.000 Bi’;gﬁm&g;\su zfsrsz;nase peningkatan nilai 12% 50.000.000
Dagang penjualannya (Produk) Semua Kelurahan P
3| 30 6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 111.348.440 315.000.000
3| 30 6[2.01 Pelal Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Peng: 111.348.440 315.000.000
Jumlah Alat Ukur, Alat !
. o Jumlah UTTP yang ditera, |Kab. Pangandaran, .
Pelaksanaan Metrologi Legal, " Takar, Alat Timbang, dan : : o . . PENDAPATAN ASLI Persentase UTTP yang tertib o
3] 30 6]2.01 Berupa Tera, Tera Ulang Persentase UTTP yang tertib ukur Alat Perlengkapan Ditera z%r:iglang, dan diawasi ::232 ﬁgﬁjar?:;n, 52,56 % 2100 Unit 2100 Unit 111.348.440 DAERAH (PAD) ukur 52,56 % 210.000.000
Ulang
3] 30 7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 93.589.500 155.000.000
3| 30 7]2.01 Pelal Promosi, P dan Peningk Penggunaan Produk Dalam Negeri 93.589.500 155.000.000
Jumlah UMKM yang
Pelaksanaan Promosi Melaksanakan Promosi Jumlah produk lokal yang  |Kab. Pangandaran,
3| 30| 7(2.01 | 1|Penggunaan Produk Dalam Efer:i?\nfasteo‘r]r:(s)g?nk l:kal yang Penggunaan Produk Dalam|meningkat omsetnya Semua Kecamatan, 1,5% 5 UMKM 3 Buah 19.996.500 Bi’ggzm&g;\su 22:;”?;90%23: I;)kal yang 1,5 % 20.000.000
Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 9 ¥ Negeri di Tingkat (Buah) Semua Kelurahan 9 ¥
Kabupaten/Kota
Jumlah UMKM yang
Melakukan Pemasaran
Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negeri Jumlah produk lokal yang  |Kab. Pangandaran,
3| 30| 7(2.01 | 2|Penggunaan Produk Dalam r:eer:iinf;eo‘r];(s)g?nk I:kal yang Melalui Kemitraan dengan |meningkat omsetnya Semua Kecamatan, 1,5% 5 UMKM 3 Buah 49.933.000 Ei’;gﬁm&g)}\su fnz[:;nf;eoﬁggtj: I;)kal yang 1,5 % 56.000.000
Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 9 ¥ Retail, Marketplace, (Buah) Semua Kelurahan 9 v
Perhotelan dan Jasa
Akomodasi
. ) . Jumlah Data dan Informasi |Jumlah produk lokal yang  |Kab. Pangandaran,
3| 30| 7|201 ﬁ\?g;”mg“sfﬁzri’f‘zr ‘;f]” Jaringan 22“;?}”‘;;90‘:;‘5’3’““ ':ka' yang Sistem dan Jaringan meningkat omsetnya Semua Kecamatan, |15 % 1Dokumen |3 Buah 23.660.000 Biggﬁm;ﬁ';)’\su ?ef;"f:teo%‘;g?: 'a"ka' yang 45, 80.000.000
gang 9 ¥ Informasi Perdagangan (Buah) Semua Kelurahan 9 y
3 A URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 809.558.970 1.017.212.073
3 A 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 595.580.970 697.500.000
3 A 2|2.01 Penyusunan dan Evaluasi R Pembang Industri Kabupaten/Kota 595.580.970 697.500.000
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Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
B Catatan
Kode P"°9"a"|‘(’ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Penting Target Capaian Kinerja Kek Dana/
egiatan . . . . s
g Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan Program Kellluar_a? Sub Hasil Kegiatan Rp) Sumber Dana Tolok Ukur Target Paguﬂl}r;d)lkatlf
Penyusunan Rencana Terlaksananya Kegiatan Kab. Pangandaran.
31 2(2.01 | 1|Pembangunan Industi Persen?ase Pe_ngembangan Industri | Jumlah Dokumen Ren_cana Penyusunan dan Evaluasi Semua Kecamatan, 60 % 1 Dokumen  |60% 150.000.000 PENDAPATAN ASLI Persentase Pengemba_ngan 60% 22.000.000
Kabupaten/Kota yang Ditangani Pembangunan Industri Rencapa Pembangunan Semua Kelurahan DAERAH (PAD) Industri yang Ditangani
Industri Kabupaten/Kota
Jumiah Dokumen Hasil Terlaksananya Kegiatan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan . |Koordinasi, Sinkronisasi, . |Kab. Pangandaran,
31| 2|201 | 3|Pelaksanaan Pembangunan P:;”S};?e zsi"gembanga” Industri-* | 4an pelaksanaan ;Z';gi‘;”;grgsgnE‘l’;':ﬁS' Semua Kecamatan, |60 % 16 Dokumen |60 % 74.950.250 Bi’ggﬁm;ﬁgfsu :;Z’::t’r“‘a: Pg?gf‘m:;”ga” 60% 150.000.000
Sumber Daya Industri yang 9 Pembangunan Sumber N 9 Semua Kelurahan yang 9
' Industri Kabupaten/Kota
Daya Industri
f(%?lgg;g;kgmi?o:i:"si Terlaksananya Kegiatan Kab. Pangandaran.
Persentase Pengembangan Industri dan Pelakéanaan ' |Penyusunan dan Evaluasi Sem-ua Kecamatan’ 60 % 21 Dokumen |60 % PENDAPATAN ASLI Persentase Pengembangan 60 %
Koordinasi, Sinkronisasi, dan yang Ditangani Pembanaunan Sarana dan | RENCana Pembangunan o2 © 2o ’ ’ DAERAH (PAD) Industri yang Ditangani °
31 2|2.01 | 4|Pelaksanaan Pembangunan Prasarar?a Industri Industri Kabupaten/Kota 130.630.720 85.000.000
Sarana dan Prasarana Industri
Bantuan Keuangan
Khusus dari
Pemerintah Provinsi
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi, | Terlaksananya Kegiatan Kab. Pangandaran
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Persentase Pengembangan Industri  [dan Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Se m-u a Kg camata n’ 60 % 20 Dokumen |60 % PENDAPATAN ASLI Persentase Pengembangan 60 %
31 212,01 Pelaksanaan Pemberdayaan yang Ditangani Pemberdayaan Industri Rencana Pembangunan Semua Kelurahan ’ ’ ’ 240.000.000 DAERAH (PAD) Industri yang Ditangani ° 300.000.000
’ Industri dan Peran Serta dan Peran Serta Industri Kabupaten/Kota e Riae
Masyarakat Masyarakat
DBH Cukai Hasil
Tembakau (CHT)
M| 3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 70.000.000 90.000.000
3 3]2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IU1), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) K Kab [Kot: 70.000.000 90.000.000
Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Verifikasi Teknis
I . Pemenuhan Kesesuaian
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen :
Perolehan U1, IPUI, IUKI dan IPKI D S sekor
Gl S ol Indust | Persertase s Kecldan Industr dan/atau dalam | Dievaluasinya Pelaksanaan | Kab. Pangandaran, PENDAPATAN ASLI Persentase Industri Kecl dan
31 3]12.01 Nasional (SlINas) yan menengah yang berizin rangka Perluasan Usaha  |Rencana Pembangunan Semua Kecamatan, 100 % 25 Dokumen {25 Dokumen 35.000.000 DAERAH (PAD) menenaah yang berizin 100 % 40.000.000
> ] yang gah yang untuk Bidang Usaha Industri Semua Kelurahan gah yang
Terintegrasi dengan Sistem -
i dengan Risiko Usaha
Pelayanan Perizinan Berusaha Menengah-Tinggi dan
Terintegrasi Secara Elektronik Tinggi, Melalui SliNas yang
Terintegrasi dengan Sistem
088
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penzmap di Bldang Ilndustn
Pengawasan Perizinan di Bidang dalam Lingkup Perizinan Dievaluasinya Pelaksanaan |Kab. Pangandaran
31 3]2.01 | 2|Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, r:eer:::ta;e Izgusggrgierfll dan g:ﬁz:!gglﬁég’hzelﬂﬂgz Rencana Pembangunan  [Semua Kecamatan, 100 % 25 Dokumen |25 Dokumen 35.000.000 Ei’;gﬁm;ﬁg)l\su ;Z[:::t?; I;:usggri};;cn dan 100 % 50.000.000
IUKI dan IPKI Kewenangan gah yang . } . | Industri Semua Kelurahan gah yang
Perizinan Kawasan Industri
Kabupaten/ Kota .
dan Perizinan Perluasan
Kawasan Industri
Kewenangan
Kabupaten/Kota
31| 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 143.978.000 229.712.073
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Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2023

Urusan/ Bidang Urusan/

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Target Capaian Kinerja Catafan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian P Kel Sub Kegiat Hasil Kegiat Lokasi Output gK 7 P Sub ] Pagu Indikatif Sumber D Penting g P Pagu Indikatif
apaian Program eluaran Sub Kegiatan asil Kegiatan Kegiatan Program evuar_an ub| il Kegiatan (Rp) umber Dana Tolok Ukur Target agu(Rr:J )I atif
3 4]2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI K Kabug |Kota 143.978.000 229.712.073
Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Pengumpulan, Fasilitasi Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan dan Analisis
Industri, Data Kawasan Industri Persentase Jumlah Data Informasi Data Industri, Data Tersedianya fasilitasi IKM  |Kab. Pangandaran, PENDAPATAN ASLI Persentase Jumlah Data
31 412.01 serta Data Lain Lingkup Industri Kabupaten Pangandaran Kawasan Industri serta dalam memperoleh Semua Kecamatan, 20% 6 Dokumen |20 Data 124.000.000 DAERAH (PAD) Informasi Industri Kabupaten 20% 139.000.000
Kabupaten/Kota Melalui Sistem  |yang diiformasikan Data Lain Lingkup perizinan (IUI) Semua Kelurahan Pangandaran yang diiformasikan
Informasi Industri Nasional Kabupaten/Kota Melalui
(SlINas) Sistem Informasi Industri
Nasional (SlINas)
Jumlah Dokumen Hasil
Diseminasi, Publikasi Data Persentase Jumlah Data Informasi  Diseminasi dan Publikasi | Tersedianya fasilitasi IKM  |Kab. Pangandaran, PENDAPATAN ASLI Persentase Jumlah Data
31 412.01 Informasi dan Analisa Industri Industri Kabupaten Pangandaran Data Informasi dan Analisis |dalam memperoleh Semua Kecamatan, 20% 3 Dokumen |20 Data 19.978.000 DAERAH (PAD) Informasi Industri Kabupaten 20 % 30.212.073
Kabupaten/Kota Melalui SlINas | yang diiformasikan Industri Kabupaten/Kota  |perizinan (IUI) Semua Kelurahan Pangandaran yang diiformasikan
Melalui SlINas
TOTAL| 8.535.481.708 12.020.570.186
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